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GUBERNUR SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

NOMOR 21 TAHUN 2025 
TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 

 
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,  

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Tahun 2025-2029; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara   
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6775); 
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 

Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
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Nomor 340); 
  6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 

Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 341); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029. 
  Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
 
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan, yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 

4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah lingkup 
Pemerintah Daerah. 

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun. 

Pasal 2 
(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan 

Peraturan Gubernur ini merupakan dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah terhitung sejak tahun 
2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan 2029 
(dua ribu dua puluh sembilan). 

(2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

Pasal 3 

(1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
terdiri atas: 

a. Sekretariat Daerah; 
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
c. Inspektorat Daerah; 

d. Dinas Pendidikan; 
e. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah 

/Rumah Sakit Khusus Badan Layanan Umum 

Daerah; 
f. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; 

g. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Kerja, dan Tata 
Ruang; 

h. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan 

Pertanahan; 
i. Satuan Polisi Pamong Praja; 

j. Dinas Sosial; 
k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana; 

m. Dinas Ketahanan Pangan; 
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n. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan 
Perkebunan; 

o. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
q. Dinas Perhubungan; 

r. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 
Persandian; 

s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Daerah; 

u. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 
v. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan; 
w. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 

x. Dinas Kelautan dan Perikanan; 
y. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 
z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 

aa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 
bb. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

cc. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah; 

dd. Badan Keuangan dan Aset Daerah; 

ee. Badan Pendapatan Daerah; 
ff. Badan Kepegawaian Daerah; 

gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
hh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
ii. Badan Penghubung Daerah; dan 

jj. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 
(2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Rencana Strategis Perangkat Daerah juga 

memuat rencana strategis unit kerja Perangkat Daerah 
yang terdiri: 

a. rencana strategis biro pada Sekretariat Daerah; 
b. rencana strategis rumah sakit Daerah pada Dinas 

Kesehatan; dan 

c. rencana strategis unit pelaksana teknis Daerah pada 
Perangkat Daerah. 

 

Pasal 4 
Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas 

pengendalian pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat 
Daerah. 

Pasal 5 

Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat diubah 
apabila: 

a. hasil pengendalian evaluasi menunjukkan 
ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan 
kondisi eksiting; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 
adanya kesenjangan yang signifikan antara target 
dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 

berjalan; 
c. perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

dapat dilakukan tanpa melalui tahapan 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal 
terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, 

keadaan luar biasa dan perintah dari perundang-
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undangan yang lebih tinggi; 
d. terjadi perubahan mendasar; dan/atau 
e. perubahan Perangkat Daerah. 

 
Pasal 6 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 

 

 
       

 
 



https://v3.camscanner.com/user/download
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1.1. LATAR BELAKANG 

 

Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah merupakan unsur 

penunjang urusan pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas 

perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan 

pengembangan dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan daerah. 

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah 

dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, 

terukur, terpadu berbasis data dan inovasi serta selaras dengan kebijakan nasional dan 

kebutuhan masyarakat untuk mendukung pembangunan yang transparan, akuntabel, adaptif 

dan berkelanjutan. 

Pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah 

dalam kurun lima tahun kedepan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan 

dan sasaran pembangunan daerah, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis 

(Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan teknis 

operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk 

kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran 

strategis, arah kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan, target indikator kinerja dan 

pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi 

Perangkat Daerah. 

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah 

(Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). 

Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta 

tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

masing-masing Perangkat Daerah. Secara teknis penyusunan Renstra Perangkat Daerah 

Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 

2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.   

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah (Bappelitbangda) mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, hasil 

evaluasi Renstra periode sebelumnya, keselarasan terhadap perencanaan pembangunan 

nasional dan daerah, mengarusutamakan pembangunan keberlanjutan dan kesetaraan gender, 

serta mempertimbangkan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.  
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Kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah yang diukur 

dengan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) menunjukkan penurunan kinerja 

dari Tahun 2023 dengan nilai sebesar 94,13 menjadi sebesar 78,49 ditahun 2024. Kondisi ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain belum optimalnya penyelarasan antara sasaran 

dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran prioritas nasional baik dalam dokumen 

perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan, rendahnya inovasi 

perencanaan pembangunan, dan belum optimalnya cascading target pembangunan daerah ke 

dalam target kinerja organisasi perangkat daerah. Untuk itu, sebagai upaya peningkatan 

kualitas perencanaan pembangunan daerah maka dalam lima tahun kedepan akan 

diprioritaskan melalui peningkatan keselarasan perencanan dan evaluasi pembangunan 

daerah, serta sinkronisasi dokumen perencanaan antar tingkat pemerintahan, lintas sektor 

dan wilayah berbasis digital.  

Adapun kinerja penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah yang diukur 

dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) menunjukkan kinerja yang meningkat setiap tahunnya 

dan berdasarkan standar penilaian pada tahun 2024 mencapai predikat Inovatif dengan nilai 

sebesar 59,66 Meskipun telah mencapai predikat inovatif, namun jika dilihat dari jumlah 

inovasi yang terjaring di Perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

sebanyak 67 inovasi namun yang terkirim ke Kemendagri untuk pengukuran IID sebanyak 21 

inovasi atau sebesar 10,5% persen dari total jumlah inovasi yang seharusnya dihasilkan oleh 

pemerintah daerah untuk mencapai skor maksimal IID. Selain itu pemanfaatan hasil-hasil 

kelitbangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah baru mencapai 30,77 persen. Oleh 

karena itu, diperlukan upaya yang signifikan untuk meningkatkan inovasi pembangunan daerah 

dan kebermanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah. Kedua hal tersebut diatas menjadi substansi Renstra Bappelitbangda 

Tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam meningkatkan 

kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan daerah.  

Proses penyusunan Renstra Bappelitbangda dilakukan secara transparan, partisipatif, 

responsif, terukur dan berkelanjutan, meliputi tahapan persiapan, penyusunan rancangan 

awal, pelaksanaan forum OPD, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir, reviu 

APIP, verifikasi rancangan akhir dan penetapan Renstra melalui Peraturan Gubernur.  

 

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN 

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indoensia Nomor 5589);  

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6757); 

6. Undang-undang Nomor 4 tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6775); 

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

9. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6123); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan 

dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 
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16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 180); 

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

20. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 

Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian 

dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;   

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang 

Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781);  

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahanan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 845); 

28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Tahun 2025-2029;  
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29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pengarusutamaan Gender Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2016 Nomor 1); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 327); 

31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3); 

32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);  

33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 

341); 

34. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 51);  

35. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7); 
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1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

1.3.1 Maksud 

Maksud Penyusunan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-

2029 adalah tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai arah 

kebijakan pembangunan yang menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 

daerah sesuai tugas dan fungsi Bappelitbangda selama periode lima tahun secara 

terarah, terintegrasi, terukur, konsisten, berkeadilan, dan berkesinambungan. 

1.3.2 Tujuan  

 Tujuan penyusunan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-

2029, sebagai berikut: 

a. Mewujudkan tujuan dan sasaran Bappelitbangda;  

b. Menjadi pedoman dan arahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda; 

c. Menjamin keterpaduan, konsistensi dan keselarasan dengan dokumen 

perencanaan Pembangunan; 

d. Mewujudkan efektifitas dan akuntabilitas kinerja Bappelitbangda; 

e. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi dan sinergitas penyelenggaraan urusan 

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dengan para 

pihak terkait; 

f. Menjadi dasar pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan perencanaan 

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. 

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN, memuat 

 I.1. Latar Belakang 

 I.2. Dasar Hukum Penyusunan 

 I.3. Maksud Dan Tujuan 

 I.4. Sistematika Penulisan 

BAB II  GAMBARAN UMUM PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU 

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, memuat 

 2.1. Gambaran Pelayanan Bappelitbangda, memuat 

 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappelitbangda 

 2.1.2. Sumber Daya Bappelitbangda 

 2.1.3. Kinerja Pelayanan Bappelitbangda 

 2.1.4  Kelompok Sasaran Layanan Bappelitbangda 

2.1.5. Mitra Layanan Bappelitbangda 

2.1.6. Kerjasama Bappelitbangda 

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis, memuat 

  2.2.1. Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda 

  2.2.2. Isu Strategis 
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BAB III  TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat 

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029 

3.2. Arah Kebijakan Bappelitbangda dalam mencapai tujuan dan  sasaran Renstra 

 Tahun 2025-2029 

3.3. Strategi Bappelitbangda dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 

2025-2029 

BAB IV  PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat 

 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  

 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan  

BAB V  PENUTUP, memuat 

 5.1. Kesimpulan Substansial 

 5.2. Kaidah Pelaksanaan 

 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi 
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GAMBARAN UMUM PELAYANAN, 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI 

 

2.1 . GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA 

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappelitbangda  

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk oleh Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan unsur penunjang urusan 

Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Bappelitbangda 

dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur 

melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja 

Perangkat Daerah. Bappelitbangda mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, 

pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang 

perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta 

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang perencanaan dan 

pengendalian pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah . 

Gambaran pelayanan, tugas dan fungsi sangat diperlukan dalam penyusunan 

Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjabarkan tugas, fungsi dan 

struktur organisasi yang terkait dengan kelembagaan dan sumberdaya, diantaranya kondisi 

kepegawaian serta sarana dan prasarana, pelaksanaan kinerja pelayanan terkait dengan 

tugas pokok dan fungsi. Selain itu perlu mengidentifikasi  permasalahan, tantangan dan 

peluang dalam upaya pengembangan pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

1) Tugas Dan Fungsi 

Tugas Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu perangkat 

daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas 

perencanaan pembangunan daerah.  

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan Pembangunan, penelitian dan 

pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi, 

sebagai berikut: 
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a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang bidang perencanaan dan b id ang 

penelitian dan pengembangan; 

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang 

penelitian dan pengembangan; 

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penunjang 

bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; 

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang perencanaan dan 

bidang penelitian dan pengembangan; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengoordinasikan 

kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, 

umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan badan. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi: 

a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan badan; 

b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan; 

c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum; 

d. Pengoordinasian administrasi keuangan; dan 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris dibantu oleh 3 subbagian yaitu : 

a. Subbagian Program; 

b. Subbagian Umum; 

c. Subbagian Keuangan. 

 Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai 

tugas membantu kepala badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan 

kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi 

pembangunan daerah. Adapun bidang ini mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan Bidang 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 

d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang Perencanaan Bidang Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu 

kepala badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis 

fungsi penunjang perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Adapun 

bidang ini mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia; 
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b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan Bidang 

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia; 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu kepala 

badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi 

penunjang perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam. Adapun bidang ini 

mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Perekonomian dan 

Sumberdaya Alam; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Perekonomian dan 

Sumberdaya Alam; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan Bidang 

Perekonomian dan Sumberdaya Alam; 

d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang Perencanaan Bidang Perekonomian dan 

Sumberdaya Alam; 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu kepala badan 

dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi 

penunjang perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Adapun bidang ini 

mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayahan; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayahan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan Bidang 

Infrastruktur dan Kewilayahan; 

d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang Perencanaan Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayahan; 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu kepala badan 

dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi 

penunjang penelitian dan pengembangan. Adapun bidang ini mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Penelitian dan 

Pengembangan; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Penelitian dan 

Pengembangan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan Bidang 

Penelitian dan Pengembangan; 
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d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang Perencanaan Bidang Penelitian dan 

Pengembangan; 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

 

2) Struktur Organisasi 

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu lembaga 

daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, 

ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka 

nomenklatur subbidang pada Bappelitbangda berubah menjadi subkoordinator. 

Adapun susunan organisasi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari : 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, terdiri atas : 

1. Subbagian Program; 

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas 

kelompok jabatan fungsional; 

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas kelompok jabatan 

fungsional; 

e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas kelompok jabatan 

fungsional; 

f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;; 

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan 

Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat dalam bagan berikut: 
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Gambar 2.1  

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 

 

2.1.2. Sumber Daya Bappelitbangda  

1) Sumber Daya Manusia 

 Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, 

sumber daya manusia adalah salah satu komponen yang berpengaruh langsung 

terhadap pencapaian target kinerja Bappelitbangda. Agar dapat terciptanya 

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai organisasi yang baik, maka 

kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya perlu dirancang sesuai kebutuhan. 

Tabel 2.1  

Jumlah Pegawai Bappelitbangda Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 

No Nama Jabatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. Pejabat Struktural 8 2 10 

2. Fungsional Perencana 18 26  44 

3. Fungsional Peneliti 6 6 12 

4. Fungsional Analis Kebijakan 3 0 3 

5. Fungsional Analis Kepegawaian 0 1 1 

6. Fungsional Perekayasa 1 1 2 

8. Fungsional Pustakawan 1 1 2 

9. Fungsional Arsiparis 1 2 3 

10. Pelaksana 53 36 89 

Jumlah 91 75 166 

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Bappelitbangda Prov. Sulsel 2025 
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Bappelitbangda memiliki jumlah pegawai sebanyak 166 ASN dan 64 PPPK. Yang 

terdistribusi di beberapa bagian/ bidang: Sekretariat sebanyak 32 orang, Bidang 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebanyak 7 orang, 

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebanyak 8 orang, Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia sebanyak 8 orang, Bidang Perekonomian dan SDA 

sebanyak 4 orang. Sehingga total pegawai di Bappelitbanga jika digabung dengan 

PPPK menjadi 230 orang pegawai.  

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai ASN laki-laki lebih banyak dibandingkan 

perempuan yaitu 54,8 persen pegawai laki-laki dan pegawai Perempuan sebanyak 

45,2 persen. Lebih lanjut jika dilihat berdasarkan jabatan structural, laki-laki 

mendominasi dengan perbandingan 4:1. Namun, pada jabatan fungsional, 

perempuian lebih banyak disbanding laki-laki mencapai 55,2 persen.  

Tabel 2.2  

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2025 

 

 

GOLONGAN PEGAWAI 

 

JENIS KELAMIN 

 

 

JUMLAH 

LAKI- LAKI PEREMPUAN 

 

 

 

Golongan IV 

IV/e 0 1 1 

IV/d 1 0 1 

IV/c 8 7 15 

IV/b 3 7 10 

IV/a 15 15 30 

 Sub Total 27 30 57 

 

 

Golongan III 

III/d 21 15 36 

III/c 12 13 25 

III/b 11 13 24 

III/a 10 8 18 

 Sub Total 54 49 103 

 

 

Golongan II 

II/d 2 0 2 

II/c 1 1 2 

II/b 0 0 0 

II/a 1 0 1 

 Sub Total 4 1 5 

 

 

Golongan I 

I/d 0 0 0 

I/c 1 0 1 

I/b 0 0 0 

I/a 0 0 0 

 Sub Total 1 0 1 

 
Total 86 80 166 

 Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian, Bappelitbangda Prov.Sulsel 2025 
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Distribusi pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menurut golongan, 

menunjukan sebagian besar pegawai adalah golongan III sebesar 62%, golongan IV 

sebesar 34%, golongan II sebesar 3% dan golongan I sebesar 0,6%, dengan 

mayoritas pegawai yaitu laki-laki sebesar 52% dan perempuan 48%. Adapun data 

ini menunjukan bahwasanya 96% pegawai berada pada golongan III dan golongan 

IV sehingga memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir. Dengan demikian 

potensi ini perlu dikembangkan melalui pembinaan dan pengembangan karir 

pegawai agar potensi yang dimiliki oleh pegawai dapat dimanfaatkan dengan 

optimal. 

Distribusi pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menurut Pendidikan 

menunjukkan sebagian besar pegawai dengan jenjang Pendidikan SD sebanyak 2 

pegawai, SLTA sebanyak 16 pegawai, DIII sebanyak 1 orang, DIV sebanyak 11 

pegawai, S1 sebanyak 57 pegawai, S2 sebanyak 73 pegawai dan S3 sebanyak 6 

pegawai. Dengan melihat kondisi Pendidikan mayoritas pegawai, maka dapat 

disimpulkan bahwa Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 

kompetensi untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisisnya dan 

menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Sehingga dalam merumuskan 

kebijakan perencanaan pembangunan, kompetensi ini dibutuhkan, utamanya 

dalam menggunakan data dan informasi, menemukan pokok-pokok 

permasalahan, menelaah dan membuat kebijakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 

 

Tabel 2.3  

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025 

 

NO 

 

UNIT WILAYAH 

USIA  

JUMLAH 20 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 > 50 

1 Sekretariat 2 1 5 3 7 8 13 39 

 

2 

Bidang Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 

0 
 

0 
2 

 

3 

 

4 

 

4 

 

9 

 

22 

 

3 

Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia 
0 

 

1 
2 

 

3 

 

3 

 

8 

 

11 

 

28 

 

4 

Bidang Perekonomian dan 

Sumber Daya Alam 
0 

 

1 

 

3 

 

0 

 

4 

 

8 

 

8 

 

24 

 

5 

Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayahan 
1 0 

 

0 

 

1 

 

2 

 

4 

 

13 

 

21 

 

6 

Bidang Penelitian dan 

Pengembangan 
0 

 

1 

 

2 

 

4 

 

9 

 

7 

 

9 

 

32 

JUMLAH 3 4 14 14 29 39 63 166 

 Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Bappelitbangda Prov.Sulsel 2025 

 

Tingkat usia sangatlah berpengaruh terhadap produktivitas instansi sebab terkait 

dengan kemampuan fisik seorang pegawai. Pegawai yang berada pada usia 

produktif cenderung lebih kuat dari segi fisik dibanding pekerja usia non 

produktif. 
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Adapun Distribusi pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menurut 

usia, menunjukan Sebagian besar pegawai adalah usia 50 keatas sebesar 38%, 

rentang usia sebesar 46-50 sebesar 24%, rentang usia 41-45 sebesar 17%, rentang 

usia 36-40 sebesar 8%, rentang usia 31-35 sebesar 8% dan rentang usia 26-30 sebesar 

3% dan rentang usia 20-25 sebesar 2%. 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bappelitbangda juga dibantu oleh 

tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja) dengan jumlah 

sebanyak 66 orang. Tenaga PPPK tersebut terdistribusi ke beberapa bagian/ bidang 

di Bappelitbangda yang terdiri dari beberapa jabatan diantaranya: penata layanan 

operasional, pengelola layanan operasional, pengadministrasi perkantoran dan 

operator layanan operasional. Jumlah pegawai PPPK disajikan pada tabel berikut:  

 
Tabel 2.4 

Jumlah pegawai PPPK berdasarkan Pendidikan dan jenis kelamin tahun 2025 

No UNIT WILAYAH 
PENDIDIKAN 

JENIS 

KELAMIN JUMLAH 

Strata 1 Diploma SLTA L P 

1 Sekretariat 17 1 12 18 12 30 

2 

Bidang Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah 

8  -  - 6 2 8 

3 
Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

3 -  1 2 2 4 

4 
Bidang Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam 

4  -  - 2 2 4 

5 
Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

6   1 3 4 7 

6 
Bidang Penelitian dan 

Pengembangan 
10   3 3 10 13 

JUMLAH 48 1 17 34 32 66 
Sumber : SubBagian Umum & Kepegawaian Bappelitbangda Prov. Sulsel 2025 

Berdasarkan Analisis Jabatan, jumlah kebutuhan pegawai Bappelitbangda sebesar 

55 fungsional tertentu dan 181 pelaksana. Kebutuhan pegawai tersebut akan diisi oleh 

pegawai yang telah mengikuti uji kompetensi bagi yang telah lulus untuk jabatan fungsional 

dan PPPK yang berjumlah 66 orang yang telah mengisi jabatan pelaksana. Sehingga untuk 

kebutuhan pegawai dengan jabatan pelaksana tersisa 115 orang yang diharapkan diisi melalui 

perekrutan pendaftaran CPNS.  Kondisi pegawai sampai dengan Agustus 2025 yang 

terisi sebanyak 71 fungsional tertentu dan 147 pelaksana yang terdiri dari 83 PNS 

dan 66 PPPK. Peta jabatan disajikan sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Peta Jabatan Bappelitbangda Tahun 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan 

pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berbasis kompetensi. Bappelitbangda 

telah mengembangkan struktur organisasi yang responsive terhadap tantangan 

pembangunan salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui alokasi dan 

optimalisasi jabatan fungsional di lingkungan Bappelitbangda. Untuk memastikan 

jabatan fungsional benar-benar berfungsi, maka dilakukan beberapa strategi 

diantaranya peningkatan kapasitas ASN melalui berbagai pelatihan teknis dan 

sertifikasi profesi jabatan fungsional, penyesuaian organisasi dan tata kerja (SOTK) 

untuk mendukung pengembangan jabatan fungsional.  

Adapun alokasi ketersediaan formasi untuk jabatan fungsional di Bappelitbangda 

disajikan pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 2.5 

Alokasi formasi Jabatan Fungsional Tahun 2025 

No Jenjang Jabatan Fungsional 
Jumlah 

Formasi 
Terisi Lowong 

1 Fungsional Perencana       

  Ahli Pertama 5 4 1 

  Ahli Muda 23 15 8 

  Ahli Madya 31 24 7 

  Ahli Utama 7 1 6 

2 Fungsional Analis Kebijakan       

  Ahli Pertama 1 0 1 

  Ahli Muda 1 0 1 

  Ahli Madya 8 2 6 

  Ahli Utama 2 1 1 

3 Fungsional Peneliti       

  Ahli Pertama 10 10 0 

  Ahli Muda 7 2 5 

  Ahli Madya 4 0 4 

4 Fungsional Arsiparis       

  Ahli Pertama 1 1 0 

  Ahli Muda 3 1 2 

  Ahli Madya 3 1 2 

5 Fungsional Pustakawan       

  Ahli Pertama 1 1 0 

  Ahli Muda 1 0 1 

  Ahli Madya 2 1 1 

6 Fungsional Analis SDM Aparatur        

  Ahli Pertama 1 0 1 

  Ahli Muda 1 1 0 

7 Fungsional Perekayasa       

  Ahli Pertama 3 0 3 

  Ahli Muda 3 1 2 

  Ahli Madya 3 1 2 

  Sumber : SubBagian Umum & Kepegawaian Bappelitbangda Prov. Sulsel 2025
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Dengan alokasi formasi lowong pada jabatan fungsional diharapkan pegawai dapat mengikuti pendidikan pelatihan fungsional 

dengan mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus untuk mengisi ketersediaan alokasi formasi yang lowong.  

Tabel 2.6 

Distibusi pegawai dengan jabatan fungsional berdasarkan penempatan Bidang di Bappelitbangda  

No 
Jenjang Jabatan 

Fungsional 

Unit Wilayah 

Sekretariat 

Bidang 

Perencanaan, 
pengendalian, 
dan evaluasi 

pembangunan 
daerah 

Bidang 
Pemerintahan 

dan 
Pembangunan 

Manusia 

Bidang 
Perekonomian 

dan SDA 

Bidang 
Infrastruktur 

dan 

kewilayahan 

Bidang 
Penelitian dan 
Pengembangan 

1 
Fungsional 
Perencana       

  Ahli Pertama 1 - 1 1 1 - 

  Ahli Muda - 5 4 2 4 - 

  Ahli Madya - 5 6 5 7 1 

  Ahli Utama - 1 - - - - 

2 

Fungsional Analis 

Kebijakan       

  Ahli Pertama - - - - - - 

  Ahli Muda - - - - - - 

  Ahli Madya - 1 - - - 1 

  Ahli Utama - - - - 1 - 

3 

Fungsional 

Peneliti       

  Ahli Pertama - - - - - 10 

  Ahli Muda - - - - - 2 
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No 
Jenjang Jabatan 

Fungsional 

Unit Wilayah 

Sekretariat 

Bidang 
Perencanaan, 

pengendalian, 
dan evaluasi 

pembangunan 

daerah 

Bidang 
Pemerintahan 

dan 
Pembangunan 

Manusia 

Bidang 

Perekonomian 
dan SDA 

Bidang 

Infrastruktur 
dan 

kewilayahan 

Bidang 

Penelitian dan 
Pengembangan 

  Ahli Madya - - - - - - 

4 
Fungsional 
Arsiparis - - - - - - 

  Ahli Pertama 1 - - - - - 

  Ahli Muda - - 1 - - - 

  Ahli Madya - - - 1 - - 

5 
Fungsional 
Pustakawan       

  Ahli Pertama 1 - - - - - 

  Ahli Muda - - - - - - 

  Ahli Madya 1 - - - - - 

6 
Fungsional Analis 
SDM Aparatur  

      

  Ahli Pertama - - - - - - 

  Ahli Muda 1 - - - - - 

7 

Fungsional 

Perekayasa       

  Ahli Pertama - - - - - - 

  Ahli Muda - - - - - 1 

  Ahli Madya - - - - - 1 
 Sumber : SubBagian Umum & Kepegawaian, Bappelitbangda Prov. Sulsel 2025
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2)  Sumber Daya Sarana dan Prasarana 

  Selain sumber daya manusia, pendukung keberhasilan operasional organisasi 

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak akan terlepas dari ketersediaan 

sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan dan pengelolaan sumber daya 

sarana prasarana ini menjadi salah satu unsur pendukung utama pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab di Bappelitbangda. Sarana dan prasarana yang dimaksud prasarana 

teknologi informasi, sarana kendaraan dinas dan sarana pendukung lainnya.  

  Untuk memastikan keberlanjutan dan pemanfaatan optimal sarana prasarana, 

maka dilakukan beberapa strategi diantaranya pemetaan kebutuhan sarana dan 

prasarana secara berkala berdasarkan analisis beban kerja dan perkembangan 

teknologi, pemeliharaan dan penggantian berkala terhadap asset yang rusak, 

koordinasi dengan bagian asset BKAD untuk pengelolaan inventaris yang transparan 

dan akuntabel.  

  Sarana dan prasarana pendukung kegiatan Bappelitbangda diantaranya, 

kendaraan dinas sebanyak 7 (tujuh) unit kendaraan dinas roda empat dan 3 (tiga) unit 

kendaraan dinas roda dua serta 19 (Sembilan belas) unit kendaraan operasional roda 

dua. Untuk proses menertibkan administrasi pengelolaan barang dan jasa di 

Bappelitbangda, seluruh barang inventaris telah diinventarisir dan tercatat dalam 

daftar inventaris barang milik daerah. Jika dilihat dari jumlah asset dapat diketahui 

bahwa jumlah asset yang dimiliki Bappelitbangda pada tahun 2025 senilai Rp. 

38.679.629.814,-, Bappelitbangda juga memiliki asset berupa ruangan yang digunakan 

sebagai kantin yang disewakan kepihak ketiga sehingga memberikan kontribusi 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daftar inventaris Barang Milik Daerah 

Bappelitbangda Tahun 2025 disajikan pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 2.7  

Daftar Inventaris Barang Milik Bappelitbangda Tahun 2025 

 

No 

Urut 
Gol 

Kode 

Bidang 

Barang 

Nama  

Bidang Barang 

Jumlah 

Barang 

Jumlah Harga 

(Rp) 
Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

1 3 1 TANAH 1 534,597,040.00  

   a. Tanah 1 534,597,040.00  

         

1 3 2 PERALATAN DAN MESIN 2766 22,131,855,224.00  

   a. Alat Besar 1 8,602,500.00  

   b. Alat Angkutan 50 4,790,401,200.00  

   c. Alat Bengkel Dan Alat Ukur 1 3,000,000.00  

   d. Alat Pertanian 1 450,000.00  

   e. Alat Kantor Dan Rumah Tangga 1652 7,607,792,210.00  

   f. Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar 139 1,015,710,600.00  

   g. Alat Kedokteran Dan Kesehatan      

   h. Alat Laboratorium 189 1,005,415,598.00  
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No 

Urut 
Gol 

Kode 

Bidang 

Barang 

Nama  

Bidang Barang 

Jumlah 

Barang 

Jumlah Harga 

(Rp) 
Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

   i. Alat Persenjataan      

   j. Komputer 732 7,679,243,116.00  

   k. Alat Eksplorasi      

   l. Alat Pengeboran      

   m. Alat Produksi, Pengolahan Dan 

Pemurnian 
     

   n. Alat Bantu Eksplorasi      

   o. Alat Keselamatan Kerja      

   p. Alat Peraga      

   q. Peralatan Proses/Produksi      

   r. Rambu – Rambu 1 21,240,000.00  

   s. Peralatan Olah Raga      

         

1 3 3 GEDUNG DAN BANGUNAN 24 11,564,799,000.00  

   a. Bangunan Gedung 23 11,182,452,500.00  

   b. Monumen      

   c. Bangunan Menara      

   d. Tugu Titik Kontrol/Pasti 1 382,346,500.00  

         

1 3 4 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 8 943,859,700.00  

   a. Jalan Dan Jembatan      

   b. Bangunan Air 2 29,600,000.00  

   c. Instalasi 4 489,252,700.00  

   d. Jaringan 2 425,007,000.00  

         

1 3 5 ASET TETAP LAINNYA 10 1,328,977,850.00  

   a. Bahan Perpustakaan 10 1,328,977,850.00  

   b. Barang Bercorak 

Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 
     

   c. Hewan      

   d. Biota Perairan      

   e. Tanaman      

   f. Barang Koleksi Non Budaya      

   g. Aset Tetap Dalam Renovasi      

         

1 3 6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 1 89,299,500.00  

   a. Konstruksi Dalam Pengerjaan 1 89,299,500.00  

         

1 5 1 ASET LAINNYA 38 2,086,241,500.00  

   a. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga      

   b. Aset Tidak Berwujud 16 1,983,672,000.00  

   c. Aset Lain-Lain 22 102,569,500.00  

JUMLAH 2.848 38.679.629.814.00  

Sumber : SubBagian Umum & Kepegawaian, Bappelitbangda Prov. Sulsel 2025 

 

Secara umum kondisi eksisting sarana dan prasarana berdasarkan kategori jumlah dan 

tingkat kelayakan disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 2.8 

Kondisi eksisting sarana dan prasarana tahun 2025 

No Nama Barang 

Kondisi 

Jumlah 
Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1 Komputer/ PC 123  -  21  144  

2 Laptop/ Notebook 72  -  82  154 

3 Printer 114  - 22   136 

4 AC 49  -  21  70 

5 
Kendaraan Dinas 
Roda 4 

7  - -  

7 unit 

Eselon 2: 1 unit 

Eselon 3: 6 unit 

6 
Kendaraan Dinas 

Roda 2 
22  -  -   22  

  Sumber : SubBagian Umum & Kepegawaian Bappelitbangda Prov. Sulsel 2025 

 

Distribusi kondisi eksisting sarana prasarana teknologi informasi untuk mendukung 

kinerja pegawai berdasarakan kategori jumlah dan tingkat kelayakan disajikan pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 2.9 

Kondisi eksisting prasarana teknologi informasi tahun 2025 

No Unit Wilayah 

Nama Barang 

Kondisi 
Komputer/PC 

Laptop/ 
Notebook 

Printer 

1 Sekretariat 42 24 47 

Baik: 22 unit 
laptop  
Butuh upgrade: 
42 unit PC, 2 unit 
laptop 

2 

Bidang Perencanaan, 
Pengendalian dan 
Evaluasi 

Pembangunan 
Daerah 

16 14 9 

Baik: 14 unit 
laptop 
Butuh upgrade: 
16 unit PC 

3 
Bidang Pemerintahan 

dan Pembangunan 
Manusia 

13 6 9 

Baik: 6 unit 
laptop  
Butuh upgrade: 
13 unit PC 

4 
Bidang 

Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam 

14 10 8 

Baik: 10 unit 
laptop    
Butuh upgrade: 
14 unit PC 
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No Unit Wilayah 

Nama Barang 

Kondisi 
Komputer/PC 

Laptop/ 
Notebook 

Printer 

5 
Bidang Infrastruktur 
dan Kewilayahan 

25 12 16 

Baik: 12 unit 
laptop 
Butuh Upgrade: 
25 unit PC 

6 
Bidang Penelitian 
dan Pengembangan 

13 6 25 

Baik: 6 unit 
laptop  
Butuh upgrade: 
13 unit PC 

 Sumber : SubBagian Umum & Kepegawaian Bappelitbangda Prov. Sulsel 2025 

 

Masa pakai ideal jenis asset seperti komputer, laptop/notebook dan sejenisnya adalah 

lima tahun. Namun melihat kondisi asset yang digambarkan pada tabel diatas, laptop/ 

notebook, komputer dan printer banyak yang sudah tidak layak pakai, butuh 

pemeliharaan dan program peningkatan (upgrading) ke SSD (Solid State Drive) untuk 

beberapa Komputer/PC dan laptop karena asset tersebut diperoleh sebelum tahun 

2015 masih menggunakan HDD (Hard Disk Drive). Adapun sebagian asset yang sudah 

tidak dapat digunakan atau dalam kondisi rusak berat sudah diusulkan untuk dihapus pada 

tahun 2024. 

Kondisi asset seperti komputer, laptop/ notebook dan printer saat ini jika 

dibandingkan dengan jumlah pegawai Bappelitbangda belum s e m u a n y a  mendapatkan 

fasilitas komputer, laptop/ notebook dan printer. Oleh karena itu, setiap tahunnya 

Bappelitbangda mengusulkan tambahan komputer, laptop/ notebook dan printer, 

serta pemeliharaan komputer, laptop/notebook dan printer.  

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, karena sarana yang rusak dapat menghambat 

produktivitas dan kenyamanan kerja pegawai, sementara keterbatasan pada teknologi 

informasi yang belum diperbarui berpotensi memperlambat proses pengolahan data 

dan koordinasi antar perangkat daerah maupun mitra pembangunan. 

Oleh karena itu, pemeliharaan rutin, perbaikan, dan program peningkatan (upgrading) 

sarana dan prasarana menjadi sangat penting untuk mendukung tupoksi 

Bappelitbangda secara lebih optimal.  

 

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, maka harus dapat dimanfaatkan 

dengan tepat. Hal tersebut sebagai peran dalam mendukung proses perencanaan secara 

terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat sehingga 

seluruh lapisan masyarakat dapat ikut berperan serta dalam proses pembangunan di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait hal tersebut, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi 

Selatan selalu berbenah guna menangkap segala peluang yang dapat muncul sebagai 

akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya. 

Dalam hal ini, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan telah membangun beberapa 
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sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan 

kapasitas Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai institusi perencanaan di daerah 

maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder. 

a. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) 

  Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) pertama kali 

launching pada tahun 2017 yang berfungsi sebagai sistem pendukung perencanaan 

pembangunan daerah. E-Planning digunakan untuk memastikan perencanaan 

disusun secara disiplin mengikuti program prioritas visi misi pembangunan daerah 

dengan mengimplementasikan kerangka berpikir logis yang membatasai terjadinya 

penyimpangan perencanaan. 

Eplanning pertama kali diinisiasi dengan tujuan untuk menjaga konsistensi data 

perencanaan terhadap RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RKPD Provinsi 

Sulawesi Selatan yang kemudian berintegrasi dengan penganggaran Provinsi Sulawesi 

Selatan. Pengembangan eplanning juga dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi 

dengan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yaitu esakip dan simonev. 

Selanjutnya diharapkan eplanning dapat dikembangkan dengan terintegrasi pada 

sistem perencanaan pembangunan nasional yang dikembangkan oleh Kementerian 

Dalam Negeri RI atau aplikasi (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) SIPD. 

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah atau e-planning dapat diakses 

pada laman https://eplanning.sulselprov.go.id/new/#/login dengan tampilan sebagai 

berikut: 

Gambar 2.3 Aplikasi e-planning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eplanning.sulselprov.go.id/new/%23/login


 

 

P a g e  25 |  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (e-MONEV) 

E-monev pertama kali dioperasikan pada tahun 2017 dilaunching beberapa 

bulan setelah E-Planning. Tujuan E-monev dibangun adalah untuk mengatasi 

kesulitan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan aktivitas 

pengendalian pembangunan daerah yang memiliki resiko human eror, mengatasi 

hambatan transparansi informasi, serta mengatasi kendala dalam pengukuran kinerja 

sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. 

Sistem ini sebagai media untuk sinkronisasi hasil evaluasi pembangunan daerah 

sehingga perencanaan dapat dilakukan dengan lebih baik dan menunjukkan 

perkembangan program strategis secara jelas dan tergambarkan dengan baik. E-

monev juga menyajikan analisis factor penghambat dan factor pendorong 

pencapaian pembangunan daerah, dan dapat dijadikan sebagai pengambil kebijakan 

dalam perencanaan pembangunan daerah secara lebih tepat sasaran. 

E-monev telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah 

(SIMKEUDA) dan e-Sakip untuk mengurangi double entry data. Penilaian kinerja 

yang disajikan dalam E-monev dapat disajikan dalam bentuk capaian fisik dan 

capaian keuangan, serta capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan. 

Sistem informasi monitoring dan evaluasi atau E-monev dapat diakses pada laman 

https://eplanning.sulselprov.go.id/monev/ dengan tampilan sebagai berikut. 

  

https://eplanning.sulselprov.go.id/monev/
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Gambar 2.4 Aplikasi e-Monev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
b. Siri’tass 

Aplikasi ini sudah dilaunching sejak akhir tahun 2017 dan terus mengalami 

pengembangan setiap tahunnya. Aplikasi ini menyajikan capaian realisasi kinerja dan 

anggaran Perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, baik berupa capaian fisik dan 

keuangan serta capaian kinerja realisasi perangkat daerah, program prioritas perangkat 

daerah dan evaluasi Renja. Aplikasi Siri’tass dapat digunakan di Mobile Phone agar 

informasi Pembangunan dapat dibuka oleh siapapun, kapan saja dan dimana saja. 
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Gambar 2.5 Aplikasi Siri’tass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Website Bappelitbangda 

Tujuan didirikannya Website bappelitbangda adalah sebagai media dalam rangka 

keterbukaan informasi publik dan juga pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam 

website tersebut menyajikan layanan yang diberikan oleh Bappelitbangda Provinsi 

Sulawesi Selatan serta memberikan akses masyarakat atau penerima layanan dapat 

memberikan survey dan pengaduan dalam pelayanan yang diberikan oleh 

Bappelitbangda. 

Layanan aplikasi yang disajikan oleh Bappelitbangda juga terhubung dengan website 

Bappelitbangda dan dapat diakses dalam websiter tersebut. Adapun laman website 

Bappelitbangda adalah https://bappelitbangda.sulselprov.go.id/home dengan penyajian 

website sebagai berikut: 

  

https://bappelitbangda.sulselprov.go.id/home
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Gambar 2.6 Website Bappelitbangda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Media Sosial Bappelitbangda 

Dalam rangka pelayanan peningkatan keterbukaan informasi publik 

Bappelitbangda memanfatkan layanan instagram, facebook dan youtube dimana 

masing-masing media sosial tersebut juga terhubung dengan website bappelitbangda. 

Media sosial ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat komunikasi dengan masyarakat. 

Terkait profil media sosial Bappelitbangda dapat dilihat sebagai berikut : 

 

2.7 Media Sosial Bappelitbangda 
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3) Sumber Daya Anggaran 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappelitbangda tidak hanya mengandalkan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetapi juga memanfaatkan berbagai 

sumberdaya anggaran lainnya untuk mendukung pelaksanaaan program dan kegiatan 

pembangunan daerah secara lebih optimal. Sumberdaya diluar APBD beserta bentuk 

pemanfaatannya: Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Dukungan dana hibah dan 

Kerjasama Internasional, Pendanaan CSR dan swasta dan lainnya. 

1) Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

Selain mengandalkan sumber pembiayaan dari APBD, juga memanfaatkan dana transfer 

dari pemerintah pusat, salah satunya melalui skema Dana Dekonsentrasi yang 

merupakan bagian dari belanja Kementerian/ Lembaga yang dialokasikan untuk kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan 

didelegasikan kepada Bappelitbangda sebagai pelaksana teknis. Dana ini bersifat 0n-

budget dan on-treasury artinya tercatat dalam APBN dan disalurkan melalui 

mekanisme bendahara umum negara. Bappelitbangda menerima mandat pelaksanaan 

dana dekonsentrasi terutama dari Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Dalam 

Negeri yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan seperti: 

• Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan daerah, kegiatan pendampingan dan 

asistensi penyusunan dokumen seperti RPJMD, RKPD dan dokumen sektor 

lainnya. 

• Koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program Pusat-Daerah, kegiatan 

pelaksanaan Musrenbang Nasional, Regional, Provinsi, penyelenggaraan forum 

koordinasi, forum konsultasi teknis antara pusat dan daerah terkait prioritas 

pembangunan 

• Monitoring dan evaluasi pembangunan, evaluasi pelaksanaan RPJMD dan RKPD, 

penyusunan laporan kegiatan dana dekonsentrasi. 

Selain dana dekonsentrasi juga disalurkan dana tugas pembantuan kepada 

Bappelitbangda yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat tetapi dialkasanakan di daerah dengan 

tujuan memastikan keselarasan antara prioritas nasional dan pelaksanaan teknis di 

lapangan. Penggunaan dana tugas pembantuan oleh Bappelitbangda difokuskan pada 

kegiatan: 

• Koordinasi dan fasilitasi program prioritas nasional, pelaksanaan kegiatan lintas 

sektor 

• Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan, penyusunan dan 

pembaruan dokumen perencanaan pembangunan daerah  

 

2) Dukungan dana hibah dan Kerjasama Internasional 

Bappelitbangda memanfaatkan dukungan dana hibah dan kerja sama internasional, 

organisasi multilateral, NGO internasional. Dukungan ini tidak hanya bersifat finansial, 

tetapi juga dalam bentuk pendampingan teknis, transfer pengetahuan, pelatihan SDM 
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dan penguatan kelembagaan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan kapasitas 

perencanaan di daerah. Beberapa bentuk kegiatan yang didukung melalui dana hibah 

Kerjasama internasional di lingkungan Bappelitbangda antara lain: penyusunan dokumen 

strategis dan rencana aksi (pengentasan kemiskinan, SDG’s, penurunan stunting). 

Peningkatan kapasitas ASN dan perencana daerah melalui pelatihan, workshop, 

pelatihan teknis, study visit dan knowledge sharing dengan daerah atau negara lain. 

Beberapa mitra internasional yang pernah dan sedang menjalin Kerjasama dengan 

Bappelitbangda yaitu: UNICEF, JICA, USAID. Dana hibah dan Kerjasama internasional 

yang dikelola oleh Bappelitbangda dilalksanakan melalui Kerjasama formal (MoU atau 

PKS antara pemerintah daerah dan mitra). 
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Adapun dana yang dikelola oleh Bappelitbangda selain APBD berdasarkan sumber pendanaan, disajikan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.10 

Dana yang dikelola Bappelitbangda berdasarkan sumber pendanaan  

No 
Sumber 

Pendanaan 

Tahun ke- Realisasi 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Dana 

Dekonsentrasi 

106,088,000 141,349,000 504,045,000. 531,294,000. 1,087,009,000 104,833,650 140,701,967 473,709,119 473,709,119 793,836,583 

2 Tugas 

Pembantuan 

- 154,282,000 318,379,000 322,423,000 125,666,000 - 152,465,626 293,173,919 321,436,090 124,327,283 
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2.1.3. Kinerja Pelayanan Bappelitbangda  

2.1.3.1 Capaian Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program Tahun 2020-2024 

Gambaran kinerja pelayanan Bappelitbangda dijelaskan berdasarkan capaian 

indikator tujuan, sasaran, dan program Bappelitbangda berdasarkan capaian kinerja 

indikator dimaksud dari tahun 2020 hingga tahun 2024, sebagai berikut: 

a. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)  

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) 

merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas penyusunan 

dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik dari sisi keterpaduan, 

konsistensi, kelengkapan, keterukuran indikator, maupun keterlibatan 

pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. IPPD menjadi salah satu 

ukuran penting karena menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu 

menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD, 

RPJMD, hingga RKPD.  

Pada tahun 2023, capaian IPPD Provinsi Sulawesi Selatan berada pada 

angka 94,13, yang menggambarkan bahwa kualitas dokumen perencanaan relatif 

baik, konsisten, dan memenuhi sebagian besar kriteria perencanaan yang 

ditetapkan secara nasional. Namun, pada tahun 2024 capaian IPPD mengalami 

penurunan cukup signifikan menjadi 78,49.  

Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga 

konsistensi dan kualitas dokumen perencanaan, yang dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain: 1) Transisi perencanaan menjelang penyusunan 

RPJMD 2025–2029 sehingga sebagian besar fokus diarahkan pada penyelarasan 

dokumen strategis baru, 2) Keterbatasan kualitas data dan indikator yang 

digunakan dalam penyusunan dokumen, sehingga memengaruhi penilaian 

kelengkapan dan keterukuran, 3) Koordinasi lintas perangkat daerah yang 

belum optimal, khususnya dalam memastikan keterpaduan program, kegiatan, 

dan sasaran pembangunan, dan 4) Tingkat partisipasi dan inovasi perencanaan 

yang belum maksimal dalam memperkuat kualitas dokumen perencanaan. 

Capaian IPPD Sulawesi Selatan yang turun pada 2024 menjadi sinyal 

bahwa perbaikan dalam aspek sinkronisasi perencanaan, konsistensi indikator 

kinerja, dan penguatan koordinasi antar-OPD perlu menjadi prioritas. 

Peningkatan kualitas perencanaan bukan hanya penting untuk memenuhi 

standar penilaian nasional, tetapi juga sebagai dasar dalam mewujudkan target-

target pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. 
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Tabel 2.11 

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Tahun 2020-2024 

No Indikator Satuan Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Indeks 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah (IPPD) 

Indeks NA NA NA 94,13 78,49 

 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 

b. Indeks Inovasi Daerah 

Capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) 

tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2021 nilai 

indeks inovasi daerah sebesar 49,24 persen dan tahun 2024 sebesar 59,66 

persen atau meningkat sebesar 10,42 poin. Nilai indeks tersebut termasuk 

kategori inovatif dan menempatkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi 

dengan nilai indeks inovasi daerah tertinggi di wilayah regional Sulawesi dan 

peringkat 12 dari seluruh provinsi di Indonesia. Walaupun nilai indeks inovasi 

daerah Provinsi Sulawesi Selatan termasuk kategori inovatif, namun jika dilihat 

dari jumlah inovasi yang dihasilkan masih jauh dari jumlah inovasi maksimal, 

Dimana jumlah inovasi pada tahun 2024 baru sebanyak 67 inovasi, sedangkan 

untuk mencapai skor maksimal dibutuhkan sebanyak 200 inovasi daerah yang 

dihasilkan. Oleh sebab itu, untuk mencapai kategori sangat inovatif diperlukan 

upaya untuk mendorong perangkat daerah untuk meningkatkan jumlah inovasi 

yang dihasilkan setiap tahunnya. 

Tabel 2.12 

Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020-2024 

No Indikator Satuan Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Indeks 

Inovasi 

Daerah (IID) 

Indeks NA 49,24 55,43 53,09 59,66 

 Sumber: Kementerian Dalam Negeri 

c. Persentase Kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap 

Prioritas Pembangunan Nasional 

Persentase Kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Prioritas 

Pembangunan Nasional Capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat baik 

dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Hal ini tercermin dari indikator 

persentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah terhadap prioritas 
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pembangunan nasional yang secara konsisten mencapai 100 persen pada setiap 

tahun. 

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa seluruh prioritas pembangunan 

yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan daerah telah sepenuhnya sejalan 

dengan prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian, arah pembangunan 

daerah tidak hanya berfokus pada kebutuhan dan potensi lokal, tetapi juga 

memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran 

pembangunan nasional. 

Kesesuaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan di Sulawesi 

Selatan telah dilakukan dengan sinkronisasi dan harmonisasi yang kuat, baik 

secara vertikal dengan pemerintah pusat maupun secara horizontal antar-

perangkat daerah. Kondisi ini sekaligus mencerminkan peran strategis 

Bappelitbangda dalam memastikan setiap tahapan perencanaan benar-benar 

terintegrasi, akuntabel, serta mampu menjembatani agenda pembangunan pusat 

dan daerah. 

Dengan capaian 100 persen secara konsisten, Provinsi Sulawesi Selatan 

memiliki landasan yang kokoh untuk melaksanakan program pembangunan 

secara lebih efektif, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan 

bahwa kebijakan pembangunan daerah senantiasa berkontribusi terhadap 

pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. 

Tabel 2.13 

Persentase Kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan 

Nasional Tahun 2020-2024 

No Indikator Satuan Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Persentase 

Kesesuaian Prioritas 

Pembangunan 

Daerah terhadap 

Prioritas 

Pembangunan 

Nasional 

Persen 100 100 100 100 100 

 Sumber: Bappelitbangda prov. Sulsel 

 

d. Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan 

Tingkat Capaian Hasil/Outcome 75% keatas 

Indikator persentase indikator program pembangunan daerah dengan 

tingkat capaian hasil/outcome minimal 75 persen merupakan ukuran penting 

untuk menilai sejauh mana program pembangunan daerah mampu mencapai 

target hasil yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan efektivitas 
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pelaksanaan program prioritas dalam memberikan dampak nyata bagi 

pencapaian sasaran pembangunan daerah. 

Selama periode 2020–2023, capaian indikator ini menunjukkan hasil yang 

relatif tinggi dan stabil. Pada tahun 2020, capaian berada pada angka 90 persen, 

meningkat sedikit pada 2021 menjadi 90,6 persen, dan tetap tinggi pada 2022 

sebesar 90,3 persen. Angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa sebagian 

besar program pembangunan daerah berhasil mencapai outcome yang 

ditargetkan. 

Namun, pada tahun 2023 capaian mengalami penurunan menjadi 86,45 

persen. Penurunan ini mengisyaratkan adanya tantangan dalam memastikan 

konsistensi keberhasilan capaian program, yang dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor, seperti dinamika kondisi ekonomi, keterbatasan sumber daya, 

perubahan kebijakan, maupun kendala koordinasi lintas sektor. 

Secara umum, capaian selama empat tahun terakhir masih berada pada 

kategori tinggi, menunjukkan bahwa program-program pembangunan daerah di 

Sulawesi Selatan telah dilaksanakan dengan cukup efektif. Meski demikian, tren 

penurunan pada tahun 2023 perlu menjadi perhatian untuk memperkuat 

perencanaan berbasis hasil, pengendalian capaian program, serta penguatan 

koordinasi antar-perangkat daerah, sehingga kualitas pelaksanaan pembangunan 

dapat lebih konsisten dan memberikan hasil yang optimal pada periode 

perencanaan berikutnya. 

Tabel 2.14  

Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian 

Hasil/Outcome 75% keatas Tahun 2020-2024 

No Indikator Satuan Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Persentase 

Indikator 

Program 

Pembangunan 

Daerah dengan 

Tingkat 

Capaian 

Hasil/Outcome 

75% keatas 

Persen 90 90,6 90,3 86,45 NA 

Sumber: Bappelitbangda Prov. Sulsel 

 

e. Rata-rata Capaian Kinerja Program  

Indikator rata-rata capaian kinerja program merupakan ukuran baru 

yang mulai digunakan pada tahun 2024 untuk menilai tingkat keberhasilan 

pelaksanaan program pembangunan daerah secara menyeluruh. Indikator ini 
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menghitung rata-rata capaian kinerja dari seluruh program yang ditetapkan, 

sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan 

pembangunan daerah. 

Pada tahun 2024, capaian rata-rata kinerja program pembangunan 

daerah Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 94,11. Angka ini menunjukkan bahwa 

secara umum, program pembangunan daerah telah terlaksana dengan baik dan 

mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan. Capaian tersebut juga 

mencerminkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program, 

sekaligus menjadi sinyal positif bahwa kinerja pembangunan di Sulawesi Selatan 

berada pada jalur yang tepat. 

Indikator ini memberikan manfaat strategis sebagai instrumen evaluasi, 

monitoring, dan pengendalian pembangunan, karena mampu menunjukkan 

kualitas implementasi program secara agregat. Ke depan, indikator ini dapat 

menjadi dasar untuk memperkuat perencanaan berbasis kinerja, meningkatkan 

efektivitas koordinasi lintas sektor, serta memastikan bahwa setiap program 

yang dijalankan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi 

pembangunan daerah. 

Tabel 2.15  

Rata-rata Capaian Kinerja Program Tahun 2020-2024 

No Indikator Satuan Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Rata-rata 

Capaian 

Kinerja 

Program 

Persen NA NA NA NA 94,11 

Sumber: Bappelitbangda prov. Sulsel 

Berdasarkan kinerja berdasarkan perangkat daerah rata-rata capaian kinerja 

progam disajikan pada table sebagai berikut: 

Tabel 2.16 

Rata-rata Capaian Kinerja Program berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 

2024 

No. Perangkat Daerah 
Realisasi capaian 

program 

1 Dinas Pendidikan 38,23 

2 Dinas Kesehatan 70,77 

3 UPT Transfusi Darah 80,87 

4 
UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan 

Daerah 
81,76 

5 UPT RSK Gigi dan Mulut 99,6 

6 Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji 99,07 

7 Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar 99,41 
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No. Perangkat Daerah 
Realisasi capaian 

program 

8 Rumah Sakit Khusus Daerah 150,43 

9 Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi 0,08 

10 
Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti 

Fatimah 
97,9 

11 Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat 79,84 

12 RSUD La Mappapenning 0 

13 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi 97,06 

14 

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata 

Ruang 78,12 

15 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan 39,92 

16 Satuan Polisi Pamong Praja 98,6 

17 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 106,66 

18 Dinas Sosial 92,8 

19 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 99,71 

20 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana 

93,85 

21 Dinas Ketahanan Pangan 84,38 

22 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 96,89 

23 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 102,48 

24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 93,17 

25 Dinas Perhubungan 97,16 

26 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan 

Persandian 91,33 

27 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 81,96 

28 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 
98,32 

29 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 59,28 

30 Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan 99,38 

31 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 100 

32 Dinas Kelautan dan Perikanan 126,69 

33 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan 

Perkebunan 46,13 

34 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 350,34 

35 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 143,68 

36 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 91,06 

37 Sekretariat Daerah  

38 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 103,93 

39 Biro Kesejahteraan Rakyat 98,44 

40 Biro Hukum 98,96 

41 Biro Umum 111,27 
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No. Perangkat Daerah 
Realisasi capaian 

program 

42 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 100 

43 Biro Pengadaan Barang/Jasa 100 

44 Biro Organisasi 100 

45 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 89,65 

46 
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 
109,84 

47 Badan Keuangan dan Aset Daerah 94,32 

48 Badan Pendapatan Daerah 100 

49 Badan Kepegawaian Daerah 101,61 

50 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 107,31 

51 Badan Penghubung Daerah 98,56 

52 Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan 88,65 

53 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 118,32 

  RATA-RATA  94,11 

Sumber: aplikasi e-monev Sulsel 2024 

Dari 53 perangkat daerah terdapat 37 (tiga puluh tujuh) perangkat daerah yang 

berkinerja baik dengan realisasi kinerja program diatas 90 persen, sedangkan 16 

(enam belas) perangkat daerah yang berkinerja kurang baik dengan realisasi 

kinerja program dibawah 90 persen. 

f. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen 

Perencanaan) 

Indikator rata-rata capaian kinerja perangkat daerah digunakan untuk 

menilai sejauh mana perangkat daerah mampu melaksanakan program dan 

kegiatan sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

Indikator ini mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan pada 

level perangkat daerah sekaligus menggambarkan kualitas manajemen kinerja 

pemerintah daerah secara keseluruhan. 

Pada tahun 2020, capaian rata-rata kinerja perangkat daerah berada pada 

angka 99,1 persen, menunjukkan bahwa hampir seluruh target perangkat daerah 

telah tercapai. Selanjutnya, pada periode 2021 hingga 2023, capaian meningkat 

menjadi 100 persen, yang menandakan bahwa seluruh perangkat daerah mampu 

memenuhi target kinerjanya secara penuh sesuai indikator yang ditetapkan. 

Adapun pada tahun 2024, indikator ini tidak lagi digunakan dalam 

pengukuran kinerja, seiring dengan adanya penyesuaian sistem evaluasi 

pembangunan daerah yang mengedepankan indikator baru yang lebih 

berorientasi pada outcome dan agregasi capaian program prioritas. 

Secara keseluruhan, capaian rata-rata kinerja perangkat daerah yang 

konsisten sangat tinggi pada periode 2020–2023 menunjukkan keberhasilan 
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dalam mengawal implementasi program pembangunan. Hal ini juga 

mengindikasikan bahwa perangkat daerah di Sulawesi Selatan memiliki kapasitas 

yang baik dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan, meskipun ke 

depan perlu terus diperkuat dengan pendekatan evaluasi berbasis hasil 

(outcome) agar capaian kinerja tidak hanya terfokus pada output, tetapi juga 

pada dampak nyata bagi masyarakat. 

Tabel 2.17  

Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen 

Perencanaan) Tahun 2020-2024 

No Indikator Satuan Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Rata-rata 

Capaian 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

(Evaluasi 

Dokumen 

Perencanaan) 

Persen 99,1 100 100 100 NA 

Sumber: Bappelitbangda Prov. Sulsel 

g. Nilai SAKIP OPD 

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan trend peningkatan dari 

nilai 80 pada tahun 2020, 2021 dan 2023 menjadi nilai 83 pada tahun 2023 dan 

2024. Dalam dua tahun terakhir, tingkat akuntabilitas kinerja Bappelitbangda 

Provinsi Sulawesi Selatan berada pada kategori A (sangat baik). Hal ini 

menunjukkan komitmen yang kuat Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan 

dalam mengintegrasikan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja 

untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Namun demikian dalam meningkatkan penyelenggaraan 

tugas fungsi Bappelitbangda, tetap memperhatikan saran/rekomendasi hasil 

evaluasi SAKIP. 

Tabel 2.18 

 Nilai SAKIP OPD Tahun 2020-2024 

No Indikator Satuan Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Nilai SAKIP 

OPD 

Indeks 80 80 80 83 83 

Sumber: Bappelitbangda Prov. Sulsel 
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h. Temuan Material 

Indikator temuan material digunakan untuk mengukur jumlah atau 

besaran temuan pemeriksaan yang bersifat material dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Indikator ini penting karena mencerminkan tingkat 

kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan 

pembangunan dan keuangan daerah. 

Selama periode 2020–2022, nilai temuan material tercatat sebesar 0,06, 

dan pada tahun 2023 berhasil menurun menjadi 0,05. Capaian ini menunjukkan 

adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, di mana potensi 

penyimpangan material dapat ditekan. Tren penurunan tersebut 

mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal, pengawasan, serta 

kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan semakin membaik dari waktu 

ke waktu. Namun pada tahun 2024 indikator ini tidak diukur karena tidak lagi 

menjadi indikator kinerja sasaran yang dievaluasi. 

Secara umum, capaian indikator ini mencerminkan komitmen 

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kualitas tata 

kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ke depan, 

konsistensi dalam menekan angka temuan material perlu terus dijaga melalui 

penguatan sistem perencanaan, pengawasan internal, serta peningkatan 

kapasitas aparatur agar kinerja pembangunan daerah semakin efektif dan 

akuntabel. 

Tabel 2.19 

Temuan Material Tahun 2020-2024 

No Indikator Satuan Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Temuan 

Material 

Nilai 0,06 0,06 0,06 0,05 NA 

Sumber: Bappelitbangda Prov. Sulsel 

i. Persentase ASN dengan Nilasi SKP Kategori Baik 

Indikator persentase ASN dengan nilai SKP kategori baik digunakan 

untuk menilai capaian kinerja aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi sesuai sasaran kinerja individu. Indikator ini mencerminkan 

profesionalitas dan akuntabilitas ASN dalam mendukung pencapaian tujuan 

pembangunan daerah. 

Pada tahun 2020, capaian indikator ini berada pada angka 100 persen, 

yang menunjukkan bahwa seluruh ASN di lingkungan Bappelitbangda 

memperoleh nilai SKP minimal kategori baik, bahkan sebagian di antaranya 

masuk dalam kategori sangat baik. Kondisi ini mencerminkan bahwa ASN telah 
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melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai target yang 

ditetapkan. 

Selanjutnya, pada periode 2021–2023, indikator ini tidak diukur karena 

tidak lagi menjadi indikator kinerja sasaran yang dievaluasi. Namun, pada tahun 

2024, pengukuran kembali dilakukan dan capaian tetap berada pada angka 100 

persen, sehingga menunjukkan konsistensi kualitas kinerja ASN di lingkungan 

Bappelitbangda. 

Secara keseluruhan, capaian indikator ini memperlihatkan bahwa ASN 

Bappelitbangda mampu menjaga kualitas kinerja yang baik, bahkan sebagian 

menunjukkan hasil sangat baik. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung 

kinerja organisasi dan pencapaian sasaran pembangunan daerah secara lebih 

efektif. 

Tabel 2.20  

Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik Tahun 2020-2024 

No Indikator Satuan Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Persentase 

ASN dengan 

Nilai SKP 

Kategori Baik 

Persen 100 NA NA NA 100 

Sumber: Bappelitbangda Prov. Sulsel 

 

j. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 

Indikator persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD digunakan untuk 

mengukur konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) 

dengan dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Keselarasan ini penting karena 

memastikan bahwa setiap rencana tahunan yang dituangkan dalam RKPD benar-

benar merupakan penjabaran dari arah kebijakan, prioritas, dan sasaran 

pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, pembangunan 

daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan berkesinambungan. 

Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada 

angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh RKPD yang disusun 

setiap tahun telah sepenuhnya selaras dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. 

Capaian ini mencerminkan efektivitas proses perencanaan pembangunan, 

sekaligus menegaskan bahwa mekanisme penyusunan RKPD berjalan sesuai 

ketentuan dan mampu menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah. 

Keberhasilan mempertahankan capaian 100 persen ini juga menjadi bukti 

peran strategis Bappelitbangda dalam mengawal integrasi dokumen 

perencanaan, baik melalui koordinasi lintas perangkat daerah, fasilitasi forum 
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perencanaan, maupun pengendalian penyusunan dokumen. Dengan keselarasan 

yang terjaga secara konsisten, pembangunan daerah dapat lebih fokus, 

menghindari tumpang tindih program, serta memberikan kontribusi nyata 

terhadap pencapaian visi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. 

Tabel 2.21  

Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Tahun 2020-2024 

No Indikator Satuan Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Persentase 

Keselarasan 

RPJMD dengan 

RKPD 

Persen 100 100 100 100 100 

Sumber: Bappelitbangda Prov. Sulsel 

k. Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD 

Indikator persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD 

digunakan untuk menilai sejauh mana program-program prioritas yang 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD) benar-benar 

terakomodasi dalam dokumen penganggaran (APBD). Indikator ini penting 

karena menunjukkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 

sehingga program pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan 

secara nyata melalui dukungan pembiayaan daerah. 

Capaian kinerja indikator ini menunjukkan tren yang baik. Pada tahun 

2020, tingkat konsistensi mencapai 96 persen, yang mengindikasikan bahwa 

sebagian besar program RKPD telah terakomodasi dalam APBD. Selanjutnya, 

pada tahun 2021, capaian meningkat menjadi 100 persen, menandakan seluruh 

program yang direncanakan telah masuk ke dalam penganggaran. 

Pada tahun 2022 dan 2023, indikator ini tidak digunakan dalam penilaian, 

seiring dengan adanya penyesuaian instrumen evaluasi perencanaan 

pembangunan. Namun, pada tahun 2024, capaian kembali menunjukkan hasil 

maksimal, yakni 100 persen. Hal ini menegaskan bahwa penyusunan APBD 

sepenuhnya konsisten dengan program yang dirumuskan dalam RKPD, sekaligus 

menunjukkan efektivitas koordinasi antara perencanaan dan penganggaran di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa konsistensi antara 

perencanaan dan penganggaran di Sulawesi Selatan berada pada tingkat yang 

sangat baik. Hal ini penting untuk menjaga efektivitas pembangunan, memastikan 

tidak adanya gap antara rencana dan pelaksanaan, serta memperkuat 

akuntabilitas pemerintah daerah dalam mewujudkan program pembangunan 

yang telah dirumuskan. 
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Tabel 2.22  

Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Tahun 2020-2024 

No Indikator Satuan Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Persentase 

Konsistensi 

Program RKPD 

ke dalam APBD 

Persen 96 100 NA NA 100 

 Sumber: Bappelitbangda Prov. Sulsel 

l. Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan untuk Inovasi 

Daerah 

Indikator persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi 

daerah digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil kegiatan penelitian dan 

pengembangan (litbang) benar-benar dimanfaatkan dalam mendukung lahirnya 

inovasi kebijakan maupun inovasi pelayanan publik di daerah. Indikator ini 

penting karena menjadi cerminan efektivitas fungsi litbang sebagai basis 

evidence-based policy dan penggerak transformasi inovasi daerah. 

Pada tahun 2020, indikator ini belum diukur. Kemudian pada tahun 2021, 

capaian awal sebesar 20 persen, namun sempat mengalami penurunan pada 

tahun 2022 menjadi 10 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahap awal 

pemanfaatan hasil litbang masih terbatas dan belum terintegrasi optimal dalam 

proses kebijakan maupun inovasi perangkat daerah. 

Memasuki tahun 2023, capaian meningkat signifikan menjadi 46 persen, 

yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemanfaatan hasil litbang 

untuk mendorong inovasi di berbagai sektor pembangunan daerah. Namun, 

pada tahun 2024, capaian kembali menurun menjadi 30,77 persen. Kondisi ini 

mencerminkan bahwa meskipun pemanfaatan hasil litbang telah berkembang, 

konsistensi dalam penggunaannya masih menjadi tantangan, baik dari sisi kualitas 

hasil litbang maupun tingkat adopsi oleh perangkat daerah. 

Secara umum, capaian indikator ini menggambarkan bahwa pemanfaatan 

hasil litbang di Provinsi Sulawesi Selatan sudah mulai berjalan, meskipun masih 

berfluktuasi. Ke depan, diperlukan strategi penguatan berupa peningkatan 

relevansi hasil litbang dengan kebutuhan pembangunan, optimalisasi peran 

jejaring riset dan inovasi, serta peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam 

mengadopsi hasil litbang, sehingga litbang dapat benar-benar menjadi motor 

penggerak inovasi daerah yang mendukung daya saing dan efektivitas 

pembangunan 
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Tabel 2.23 

Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan untuk Inovasi Daerah Tahun 2020-2024 

No Indikator Satuan Capaian 

   2020 2021 2022 2023 2024 

1 Persentase Hasil 

Kelitbangan yang 

dimanfaatkan untuk 

Inovasi Daerah 

Persen - 20 10 46 30,77 

 Sumber: Bappelitbangda Prov. Sulsel 

Rekapitulasi capaian kinerja Bappelitbangda tahun 2020-2024 secara lengkap 

disajikan pada tabel berikut:  
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Tabel 2.24 

Capaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan  

No Indikator Kinerja  
Target Renstra Tahun Ke - Realisasi Capaian tahun Ke - 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)                       

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

70                   

-    

                  

-    

                  

-    

94,13 78,49 

2 Indeks Inovasi Daerah 0 35 36 37 38 0 49,24 55,43 53,09 59,66 

3 Persentase Kesesuaian Prioritas Pembangunan 

Daerah Terhadap Prioritas Pembangunan 

Nasional 

                      

-    

100 100 100                       

-    

                  

-    

100 100 100                   

-    

4 Persentase Indikator Program Pembangunan 

Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil/Outcome 

75% keatas 

92 92,5 92,5 93                       

-    

90 90,6 90,3 86,45                   

-    

5 Rata-rata Capaian Kinerja Program  - -  -  -  95,5 -  -  -  -  94,11 

6 Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah 

(Evaluasi Dokumen Perencanaan) 

94 95 96 97                       

-    

99,1 100 100 100                   

-    

7 Nilai SAKIP OPD 80 80 81 82 83 80 80 80 83 83 

8 Temuan Material 0,06 0,06 0,06 0,05                       

-    

0,06 0,06 0,06 0,05                   

-    

9 Persentase ASN dengan Nilasi SKP Kategori Baik 100                       

-    

                      

-    

                      

-    

100 100                   

-    

                  

-    

                  

-    

100 

10 Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 100 100                       

-    

                      

-    

100 100 100                   

-    

                  

-    

100 

11 Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam 

APBD 

100 96                       

-    

                      

-    

100 96 100                   

-    

                  

-    

100 

12 Persentase Hasil  Kelitbangan yang dimanfaatkan 

untuk Inovasi Daerah 

0 20 10 40 30 0 20 10 46 30,77 
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Keluaran beberapa kegiatan sesuai dalam pelaksanaan urusan perencanaan 

pembangunan, ditunjukkan oleh dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh 

Bappelitbangda dalam kurun waktu 2020-2024 meliputi: 

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2025-2045; 

2. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-

2026; 

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023; 

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pokok dan RKPD Perubahan dari 

tahun 2020-2024; 

5. Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah 

(Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan); 

6. Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi 

Selatan yang meliputi dokumen kajian pemerintahan dan pembangunan manusia, 

perekonomian dan sumberdaya alam, infrastruktur dan kewilayahan; 

 

Adapun Keluaran beberapa kegiatan sesuai dalam pelaksanaan urusan penelitian 

dan pengembangan, ditunjukkan oleh hasil penelitian dan pengembangan dalam kurun 

waktu 2020-2024, sebagai berikut : 

1. Uji Adaptasi Bibit Unggul dan Deteksi Molekuler Penyakit Penting pada ulat sutera 

(Bombyx mori L.) dengan lokasi penelitian Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng 

dan Universitas Hasanuddin, pada tahun 2021; 

2. Pengembangan Murbei Unggul untuk Peningkatan Kualitas Kokon Ulat Sutera 

dengan lokasi penelitian Kabupaten Soppeng, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten 

Wajo, pada tahun 2021;  

3. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pembangunan di Sulawesi Selatan, 

pada tahun 2021; 

4. Kajian Upaya Penanganan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis di Provinsi Sulawesi 

Selatan, pada tahun 2021; 

5. Studi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Punagasan berbasis Wisata 

di Kabupaten Kepulauan Selayar, pada tahun 2021; 

6. Kajian tentang Pengembangan Eko Wisata di Daerah Pesisir/Kepulauan; 

7. Rantai Nilai Agrowisata Berbasis Pedesaan di TWA Malino Sulawesi Selatan, pada 

tahun 2021; 

8. Studi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Bahuluang Berbasis 

Wisata Bahari di Kabupaten Kepulauan Selayar, pada tahun 2021; 

9. Reformulasi Kebijakan “New Normal Tourism” dalam Peningkatan Ekonomi Sektor 

Pariwisata di Sulawesi Selatan, pada tahun 2021; 

10. Analisis Penilaian Kinerja Berdasarkan Balanced Scorecard di Rumah Sakit Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2021; 

11. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Hilirisasi Pengelolaan Industri Kreatif di 

Sulawesi Selatan, pada tahun 2021; 
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12. Penelitian Pengembangan Bibit Porang Super Amorphophalus muelleri Blume 

Sulawesi Selatan berbasis Teknologi, pada tahun 2021; 

13. Kajian Pengembangan dan Budidaya Jeruk Pangkep, pada tahun 2021; 

14. Kajian Pengembangan Kawasan Perkebunan Jeruk di Kabupaten Kepulauan Selayar, 

pada tahun 2021; 

15. Analis PAD Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Selatan (Strategi Pengelolaan 

Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Selatan);, pada tahun 2021; 

16. Kajian Penanggulangan dan Pengendalian Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten 

Bantaeng, pada tahun 2021; 

17. Kajian Penanggulangan dan Pengendalian Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten 

Bulukumba, pada tahun 2021; 

18. Kajian Penanggulangan dan Pengendalian Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten 

Sinjai, pada tahun 2021; 

19. Hak Kekayaan Intelektual Produk Kopi Latimojong Luwu, pada tahun 2021; 

20. Prototype Alat/Mesin Roasting Kopi, pada tahun 2022, pada tahun 2021; 

21. Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Pesisir Sulawesi Selatan, 

pada tahun 2021; 

22. Kajian Pengaruh Kemiskinan terhadap Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi 

dan Stunting di Sulawesi Selatan, pada tahun 2021; 

23. Kajian Analisis Peningkatan Pendapatan di UPT Dinas Tanaman Pangan, 

Holtikultura dan Perkebunan serta UPT pada Pendapatan Daerah di Sulawesi 

Selatan, pada tahun 2021; 

24. Demplot Aquaculture (Integrasi Sistem Pertanian Berbasis Aquaculture), pada 

tahun 2021; 

25. Analisis Rantai Nilai Pengembangan Komoditas Sagu di Sulawesi Selatan, pada 

tahun 2021; 

26. Prototype Alat/ Mesin Pengering Rumput Laut, pada tahun 2023, pada tahun 2021. 
 

Prestasi Bappelitbangda selama kurun waktu 2020 hingga 2024, ditunjukkan 

dengan perolehan penghargaan , sebagai berikut : 

1. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari Kementerian PPN/ Bappenas, pada 

tahun 2021; 

2. Penghargaan Terbaik ke-3 Lomba Inovasi Daerah Tatanan New Normal produktif dan 

aman Covid-19 sektor pasar tradisional, hotel dan tempat wisata dari Kementerian 

Dalam Negeri, pada tahun 2021; 

3. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari Penghargaan Pembangunan 

Daerah (PPD) dari Bappenas, pada tahun 2022 pada tahun 2022; 

4. Penghargaan khusus Bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon, pada tahun 2022; 

5. Penghargaan SDG’s Action Award 2024 dari Wakil Presiden Repunlik Indonesia, 

pada tahun 2024   

6. Penghargaan terkait penelitian dan pengembangan daerah dari Kementerian 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. 
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2.1.3.2 Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024 

   

Capaian Kinerja Anggaran ditunjukkan oleh realisasi anggaran Bappelitbangda Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum pada 

tabel berikut. 

Tabel 2.25  

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappelitbangda Tahun 2021-2024 

No 
Program 

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 Program 

Perencanaan 

Pengendalian 

dan Evaluasi 

Pembangunan 

Daerah 

8.779.439.223 - - - - 8.639.264.451 - 
- - 

- 

2 Program 

Pengembangan 

Pusat 

Pertumbuhan 

Baru 

1.505.175.271 - - - - 916.431.659 - 
- - 

- 

3 Program 

Perencanaan 

Pemerintahan 

dan 

Pembangunan 

Manusia 

970.469.705 - - - - 925.007.597 - 
- - 

- 
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No 
Program 

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

4 Program 

Perencanaan 

Perekonomian 

2.119.386.112 - - - - 2.124.084.112 - 
- - 

- 

5 Program 

Perencanaan 

Sumber Daya 

Alam 

349.649.729 - - - - 229.762.130 - 
- - 

- 

6 Program 

Perencanaan 

Infrastruktur 

dan 

Kewilayahan 

5.562.650.000 - - - - 5.432.912.800 - 
- - 

- 

7 Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

7.918.673.908 - - - - 7.591.636.123 - 
- - 

- 

8 Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

3.379.913.700 - - - - 2.850.925.152 - 
- - 

- 
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No 
Program 

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

9 Program 

Peningkatan 

Perencanaan, 

Penganggaran 

dan Evaluasi 

Kinerja 

931.702.000 - - - - 885.307.339 - 
- - 

- 

10 Program 

Peningkatan 

Disiplin dan 

Kapasitas 

Sumber Daya 

Aparatur 

356.226.000 - - - - 183.492.900 - 
- - 

- 

11 Program 

Pengembangan 

Dan 

Implementasi 

Inovasi 

Pemerintahan 

(prioritas) 

871.730.142 - - - - 633.621.211 - 
- - 

- 

12 Program 

Kelitbangan 

Dan 

Pemanfaatan 

Iptek Daerah 

2,894.818.300 - - - - 2.016.532.965 - 
- - 

- 
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No 
Program 

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

13 Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Provinsi 

-- 38.318.791.

132 

37.426.539.7

54 

39.433.446.6

66 

42.256.441.6

45 

- 37.162.659.6

74 
36.861.213.05

7 

38.638.479.

660 

40.660.756.0

62 

14 
Program 

Perencanaan, 

Pengendalian 

dan Evaluasi 

Pembangunan 

Daerah 

-- 11.371.147.

728 

11.261.969.8

14 

8.889.660.89

6 

3.879.486.70

0 

- 10.210.502.1

19 

9.990.286.79

7 

7.926.067.3

86 

3.295.745.14

9 

15 
Program 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

- 9.290.649.7

52 

5.587.721.78

8 

2.211.514.33

6 

2.880.606.50

0 

- 8.296.426.02

1 

4.731.615.29

3 

2.118.154.4

96 

2.418.592.66

7 

16 Program 

Penelitian dan 

Pengembanga

n Daerah 

- 4.375.028.6

00 

8.602.658.54

0 

3.356.774.75

4 

3.627.863.00

0 

- 4.166.289.65

3 

7.141.187.25

2 

1.985.484.5

42 

3.625.038.05

0 

Sumber: Subbag Keuangan Bappelitbangda Prov. Sulsel 
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Berdasarkan tabel diatas diperoleh gambaran bahwa capaian realisasi kinerja 

anggaran pada tahun 2020-2024 berfluktuasi pada rentang angka 85 hingga 93 persen. 

Total anggaran pada sebagian besar program mengalami penurunan kecuali program 

penunjang perangkat daerah yang justru meningkat dari tahun ke tahun. Pengingkatan 

alokasi anggaran pada program penunjang perangkat daerah disebabkan adanya 

penyesuaian gaji dan tunjangan pegawai sebagai konsekuensi penambahan jumlah 

pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan, dan kenaikan tunjangan pegawai 

termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). 

Dari tabel diatas, dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terdapat perbedaan 

Nomenklatur Program di tahun 2020 masih menggunakan Nomenklatur Permendagri 

Nomor 13 tahun 2006 yang hanya menggunakan kode program dan kegiatan, di 

Tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami perubahan Nomenklatur Permendagri 

90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang memuat kode program, kegiatan dan 

subkegiatan, yang kemudian di mutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-4020 

tahun 2021, Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Kepmendagri Nomor 

900.1.15.5-1317 tahun 2023 dan terakhir dimutakhirkan melalui Kepmendagri 

Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024. 

Rata-rata realisasi anggaran berdasarkan program Bappelitbangda dari tahun 2020 

hingga 2024 adalah sebagai berikut: 1) Tahun 2020 = 90,73% 2) Tahun 2021 = 92,83%, 

3) Tahun 2022 = 88,72%, 4) Tahun 2023 = 85,52%, dan 5) Tahun 2024 = 91,26%. 

Berdasarkan alokasi anggaran dari tahun 2020 hingga 2024, apabila dilihat rasio antara 

realisasi dan anggaran maka didapat hasil yang bervariatif. Ada program yang 

mengalami kenaikan dan penurunan anggaran setiap tahunnya. Hal tersebut dapat 

dipahami bahwa pendanaan yang dialokasikan sebagai anggaran untuk pelaksanaan 

program/kegiatan di Bappelitbangda mengalami kenaikan atau penurunan sesuai 

dengan situasi dan kondisi kebijakan di Pemerintah Daerah Provinsi sehingga 

mengharuskan adanya pergeseran atau penghapusan alokasi anggaran.  
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2.1.4.  KELOMPOK SASARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA 

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) terdapat beberapa kelompok 

sasaran program/ kegiatan/ subkegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh bidang meliputi 

Pemerintah Kabupaten/ Kota (Bappelitbangda dan OPD lain yang terkait), Perangkat 

Daerah Provinsi, Lembaga/Organisasi Masyarakat, Kementerian/Lembaga, dan Perguruan 

Tinggi.   

Beberapa kelompok sasaran tersebut dilibatkan secara aktif dalam proses 

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan mapun dokumen teknis lainnya seperti 

Recana Aksi Daerah SDGs, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana induk 

dan peta jalan/ Roadmap ekonomi hijau dan ekonomi biru, dan lainnya. Selain itu, kelompok 

sasaran ini juga dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan forum-forum/ diskusi terkait 

perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan seperti Forum Musyawarah 

Pembangunan Daerah (Musrenbang), Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, sidang-

sidang hasil penelitian, dan lainnya.  

   Pelibatan kelompok sasaran pada kegiatan rapat koordinasi maupun peningkatan 

kapasitas juga dilakukan antara lain dalam bentuk Rembug Stunting, Penanganan Anak 

Tidak Sekolah (ATS), Rakor TKPKD, Sosialisasi Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca 

(GRK), Bimtek Perumusan Strategi Ekonomi Hijau, Fasilitasi dan Evaluasi Dokumen 

Perencanaan Kabupaten/ Kota, Pendampingan dan Asistensi Renstra dan Renja Perangkat 

Daerah, Fasilitasi Penyusunan Dokumen RTRW Kabupaten/ Kota, Peningkatan Kapasitas 

Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan lainnya. 

   Selain kelompok sasaran dari eksternal Bappelitbangda, seluruh ASN (PNS dan 

Non PNS) merupakan bagian dari kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah 

utamanya dalam hal pelayanan umum dan kepegawaian, serta keuangan. 

 

2.1.5. MITRA BAPPELITBANGDA 

   Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang 

mengoordinasikan perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah, 

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beberapa mitra strategis yang berperan 

penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai 

berikut:  

1.  Mitra internal pemerintah daerah, meliputi: 

• Perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal penyelerasan dan 

pelaksanaan perencanaan pembangunan; 

• Sekretariat daerah, dalam mendukung koordinasi kebijakan, harmonisasi regulasi, 

serta laporan pengendalian dan evaluasi; 

• DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dalam fungsi pembahasan dan pengawasan 

perencanaan embangunan daerah serta penganggaran. 

2. Mitra Pemerintah Pusat, meliputi: 
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• Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, dalam 

sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah, fasilitasi perencanaan, evaluasi, serta 

dukungan pendanaan pembangunan; 

• Kementerian/ Lembaga Teknis Sektoral, terkait implementasi program prioritas 

nasional di daerah. 

3. Mitra Pemerintah Kabupaten/ Kota, meliputi: 

• Seluruh Bappelitbangda/ Bappeda/ Bapperida Kabupaten/ Kota di Sulawesi 

Selatan, dalam menjaga keselarasan perencanaa pembangunan daerah secara 

berjenjang. 

• OPD terkait pelaksanaan Bidang PPM, Perekonomian dan SDA, Infrastrutur, dan 

Penelitian Pengembangan  

4.  Mitra Non Pemerintah, meliputi: 

• Perguruan Tinggi dan Pusat Penelitian; 

• Dunia Usaha/ Swasta, dalam kemitraan pembangunan, dan CSR; 

• Organisasi/Lembaga Masyarakat, dalam mendukung partispasi masyarakat serta 

penyusunan perencanaan partisipatif; 

• Media Massa, sebagai mitra publikasi dan transparansi program pembangunan. 

5.  Mitra Internasional, antara lain: 

• UNICEF, dalam mendukung program kesehatan dan gizi anak, WASH (Air, 

Sanitasi dan Higienitas/ kebersihan, pendidikan, perlindungan anak, kebijakan 

social dan efektifitas program; 

• JICA, dalam mendukung penguatan kapasitas SDM Bappelitbangda melalui 

transfer pengetahuan, pelatihan (training) SDG’s, capacity building dan 

penempatan tenaga ahli Jepang; 

• USAID, dalam mendukung peningkatan kualitas tata laksana penyelenggaraan 

program pembangunan daerah di bidang Kesehatan, Energi, Pemberdayaan 

Masyarakat, dan Pengarusutamaan Gender. 

2.1.6 KERJASAMA BAPPELITBANGDA 

 Bappelitbangda sebagai lembaga perencana pembangunan daerah memiliki peran 

penting dalam membangun jejaring kolaborasi dengan berbagai mitra strategis. Kolaborasi 

ini tidak hanya diwujudkan melalui koordinasi teknis, tetapi juga melalui penandatanganan 

Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagai dasar 

hukum yang memperkuat komitmen bersama. 

Bentuk kerjasama yang terjalin mencakup beberapa bidang, antara lain: 

 Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian 

o MoU dilakukan dalam rangka riset bersama, penyusunan kajian strategis, serta 

pengembangan inovasi kebijakan berbasis data. 

o Bentuk kerjasama biasanya berupa penelitian kolaboratif, seminar, workshop, 

pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, serta pertukaran data dan 

informasi. 

Adapun Kerjasama yang telah dilakukan Bappelitbangda dengan beberapa Pemerintah Pusat/ 

Kementerian/ Lembaga Penelitian/ Perguruan Tinggi disajikan pada tabel sebagai berikut:  
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Tabel 2.26 

Daftar Kerjasama Bappelitbangda dengan Perjanjian Kerjasama (PKS)/MoU dengan 

Pemerintah Pusat/ Kementerian/ Lembaga Penelitian/ Perguruan Tinggi 

 

No Lembaga Nomor Perihal Masa berlaku 

1 Institut 

Pemerintahan 

Dalam Negeri 

Kampus 

Sulawesi 

Selatan 

100.3.7.1/16/V/PEM.OTDA-

KB/2025 dan 

100.4.7.1/771/IPDN.24.1 

tanggal 26 Mei 2025 

Kesepakatan Bersama 

tentang Pengembangan 

Bidang Pendidikan, 

Penelitian, Pengabdian 

Kepada Masyarakat dan 

Pembangunan Bangsa 

5 tahun 

(berlaku) 

2 Badan Riset 

dan Inovasi 

Nasional 

19/I/KS/02/2024 dan 

100.3.7.1/006/I/Pemotda-

NK/2024, 

tanggal 06 Februari 2024 

Penelitian, 

pengembangan, 

pengkajian dan 

penerapan serta invensi 

dan inovasi di Provinsi 

Sulawesi Selatan 

5 tahun 

(berlaku) 

3 Universitas 

Hasanuddin 

077.a/X/PEM.OTDA-

KB/2023 dan 

41079/UN4.1/HK.07/2023, 

tanggal 10 Oktober 2023 

Pengembangan bidang 

pendidikan, penelitian, 

pengabdian kepada 

masyarakat dan 

pembangunan bangsa 

5 tahun 

(berlaku) 

4 Pilar 

Nuisantara 

074/732/Bappelitbangda 

dan 

05/Pinus-Sulsel/II/2021, 

tanggal 08 Februari 2021 

Pilar Nuisantara 1 tahun 

(tidak berlaku) 

5 Universitas 

Muslim 

Indonesia 

267/II/PEM-KB/2020 dan  

0381/C.06/UMI/II/2020, 

tanggal 04 Februari 2020 

Pengembangan 

pendidika, penelitian, 

dan pengabdian kepada 

Masyarakat 

5 tahun 

(tidak berlaku) 

6 Universitas 

Hasanuddin 

420/5910/Balitbangda dan  

19298/UN4.1/HK.07/2018, 

tanggal 10 September 2018 

Kerjasama dalam bidang 

pendidikan, penelitian, 

pengabdian kepada 

masyarakat dan 

pembangunan bangsa 

5 tahun 

(tidak berlaku) 

 

Melalui mekanisme MoU dan PKS tersebut, Bappelitbangda dan para mitra memiliki 

kejelasan mengenai ruang lingkup, peran, kewajiban, serta manfaat yang diperoleh masing-

masing pihak. Dengan demikian, kerjasama ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, 

tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan keberlanjutan, efektivitas, dan 

akuntabilitas pembangunan daerah. 

 

2.2.  PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA 

 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda 

Dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan, terdapat permasalahan 

utama yaitu belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan yang 

terintegrasi, berbasis data, partisipatif, dan berorientasi hasil. 
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Kondisi ini muncul karena tiga masalah pokok, yaitu: 

1. Belum optimalnya konsistensi, sinkronisasi, dan keselarasan antara 

perencanaan dan evaluasi, yang disebabkan oleh: 

o Proses verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah belum maksimal. 

o Perubahan sistem aplikasi perencanaan dari pemerintah pusat sangat 

dinamis dan tidak terkoordinasi antar-Kementerian/Lembaga. 

o Perencanaan belum sepenuhnya selaras dengan penganggaran (money follow 

program). 

o Pelaporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah sering 

terlambat. 

o Evaluasi masih berfokus pada output, bukan outcome/impact. 

o Hasil evaluasi tidak selalu diintegrasikan kembali ke dalam siklus 

perencanaan. 

o Pemanfaatan aplikasi e-planning dan SAKIP belum optimal. 

2. Masih rendahnya kualitas substansi perencanaan pembangunan daerah, 

disebabkan oleh: 

o Analisis perencanaan belum sepenuhnya berbasis bukti (evidence-based 

planning). 

o Data sektoral tidak mutakhir dan tidak terintegrasi antar-OPD. 

o Isu lintas sektor strategis (gender, iklim, digital, dll.) belum terintegrasi 

dengan baik. 

o Tidak adanya mekanisme umpan balik terhadap aspirasi kelompok rentan 

dalam forum perencanaan. 

o Hasil penelitian/kelitbangan belum dimanfaatkan optimal dalam penyusunan 

perencanaan pembangunan. 

3. Belum adanya keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan 

daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, yang disebabkan 

oleh: 

o Perangkat daerah belum optimal dalam meningkatkan kualitas penyusunan 

dokumen perencanaan. 

o Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi hasil pembangunan masih 

lemah. 

Adapun permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Penelitian dan 

Pengembangan, yaitu Inovasi perangkat daerah dalam mendukung 

pembangunan masih rendah. 
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 Kondisi ini muncul karena dua masalah pokok, yaitu: 

1. Belum optimalnya hasil riset dan kajian sebagai dasar pengambilan 

kebijakan pembangunan. 

Riset dan kajian yang dihasilkan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar 

penyusunan kebijakan karena terbatasnya dukungan dari pemerintah pusat terhadap 

riset di daerah, lemahnya kolaborasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, 

perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas), serta rendahnya pemanfaatan hasil 

litbang dalam penyusunan kebijakan pembangunan. 

2. Belum adanya dokumen perencanaan induk penelitian dan 

pengembangan yang terarah dan berkelanjutan. 

Ketiadaan dokumen induk menyebabkan arah riset dan inovasi daerah tidak 

terencana dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur riset dan 

inovasi, minimnya dukungan pendanaan yang cenderung menurun dari tahun ke 

tahun, serta beban agenda litbang yang semakin besar (misalnya keterlibatan dalam 

kompetisi inovasi seperti IGA Award) yang tidak seimbang dengan kapasitas sumber 

daya litbang daerah. 

Secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi 

Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 2.27  

Identifikasi Masalah Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan 

No. Masalah Utama Masalah Akar masalah 

1. Belum optimalnya kualitas 

perencanaan pembangunan yang 

terintegrasi, berbasis data, 

partisipatif, dan berorientasi hasil 

Belum optimalnya konsistensi, 

sinkronisasi, keselarasan antara 

perencanaan dan evaluasi 

Belum maksimalnya proses verifikasi 

dokumen perencanaan perangkat daerah  

   Perubahan sistem aplikasi perencanaan 

yang dirilis pemerintah pusat sangat 

dinamis dan tidak terkoordinasi dengan 

baik antar kementerian/ lembaga 

   Perencanaan belum selaras dengan 

penganggaran (money follow program) 

   Pelaporan hasil pengendalian dan evaluasi 

kinerja perangkat daerah belum dilakukan 

tepat waktu  

   Evaluasi masih fokus pada output, bukan 

outcome/impact 

   Hasil evaluasi tidak semuanya diintegrasikan 

kembali ke siklus perencanaan 

   Pemanfaatan aplikasi e-planning/ Sakip 

belum optimal 

  Masih rendahnya kualitas 

substansi perencanaan 

pembangunan daerah 

Analis belum berbasis bukti (evidence 

based planning) 
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No. Masalah Utama Masalah Akar masalah 

   Data sektoral tidak mutakhir dan tidak 

terintegrasi antar-OPD 

   Isu lintas sektor strategis belum 

terintegrasi atau masih parsial 

   Belum adanya mekanisme umpan balik 

terhadap aspirasi kelompok rentan dalam 

forum perencanaan 

   Masih kurangnya pemanfaatan hasil 

penelitaian dalam penyusunan perencanaan 

Pembangunan 

  Belum adanya keselarasan antara 

dokumen perencanaan 

Pembangunan daerah dengan 

dokumen perencanaan perangkat 

daerah 

Belum optimalnya upaya PD dalam 

meningkatkan kualitas penyusunan 

dokumen perencanaan PD 

   Belum optimalnya pelaksanaan 

pengumpulan data dan informasi hasil 

pelaksanaan pembangunan 

2. Masih rendahnya inovasi perangkat 

daerah dalam mendukung 

perencanaan dan pembangunan 

daerah 

Belum optimalnya hasil 

riset/kajian sebagai dasar 

kebijakan pembangunan 

Minimnya dukungan dari pemerintah pusat 

terhadap kegiatan riset di tingkat daerah 

   Kolaborasi antar pihak dalam riset dan 

inovasi masih lemah 
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2.2.2  Isu Strategis 

  Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu Strategis 

merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau kondisi permasalahan yang belum dapat diselesaikan 

pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Fenomena dalam isu strategis tersebut memiliki dampak jangka panjang bagi 

berkelanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diantisipasi dan diatasi secara bertahap dan berkelanjutan. 

  Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, potensi daerah, serta memperhatikan beberapa 

isu strategis global, nasional, dan regional terkait urusan perencanaan pembangunan, dan urusan penelitian dan pengembangan 

daerah, maka dirumuskan isu strategis Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan urusan dimaksud, yang 

disajikan pada tabel berikut:  

No. Masalah Utama Masalah Akar masalah 

   Hasil litbang yang tersedia belum 

dimanfaatkan secara maksimal dalam 

perumusan kebijakan 

  Belum adanya dokumen 

perencanaan induk penelitian dan 

pengembangan 

Infrastruktur riset dan inovasi daerah masih 

terbatas 

   Dukungan pendanaan riset dan inovasi 

tidak memadai dan cenderung menurun. 

   Ada kecenderungan anggaran riset dan 

inovasi semakin menurun dari tahun 

ketahun, padahal banyak agenda-agenda 

yang harus bidang Litbang ikuti dan 

laksanakan seperti kompetisi IGA Award 

tiap tahun dan lain-lain 

   Kurangnya komitmen pimpinan dalam 

mendukung pelaksanaan inovasi di daerah 
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Tabel 2.28 

Analisis Isu Strategis Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Potensi Permasalahan Isu Strategis Global Isu Strategis Nasional Isu Strategis 
Regional (Sulsel) 

Rumusan Isu Strategis 
Daerah 

Tersedianya 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
jangka panjang, 
menengah, dan 
tahunan sebagai 
instrumen 
pembangunan 
daerah. 

Belum optimalnya 
konsistensi, sinkronisasi, 
dan integrasi antar-
dokumen perencanaan 
pembangunan dengan 
evaluasi dan 
penganggaran. 

Agenda global 
mendorong 
perencanaan 
pembangunan 
berkelanjutan (SDGs), 
integrasi lintas sektor, 
dan tata kelola yang 
transparan. 

RPJMN 2025–2029 
menekankan integrasi 
perencanaan, 
penganggaran, dan 
evaluasi berbasis 
kinerja. 

Masih terjadi 
perbedaan substansi 
antara dokumen 
perencanaan 
provinsi dan 
perangkat daerah. 

Konsistensi, sinkronisasi, 
dan integrasi dokumen 
perencanaan pembangunan 
daerah. 

Ketersediaan data 
sektoral di berbagai 
OPD dan hasil 
riset/kelitbangan 
daerah. 

Kualitas substansi 
perencanaan rendah: 
belum berbasis 
data/bukti, data 
sektoral tidak mutakhir, 
isu lintas sektor belum 
terintegrasi. 

Tren global menuntut 
perencanaan berbasis 
data, digitalisasi 
pemerintahan, serta 
responsif gender dan 
iklim. 

Penguatan evidence-
based policy menjadi 
prioritas reformasi 
birokrasi dan 
pembangunan nasional. 

Data sektoral di 
Sulsel masih 
terfragmentasi 
antar-OPD, forum 
perencanaan belum 
inklusif bagi 
kelompok rentan. 

Perencanaan pembangunan 
berbasis data dan bukti 
(evidence-based planning). 

Komitmen 
pembangunan 
daerah melalui 
RPJMD serta 
dukungan perangkat 
daerah. 

Belum selarasnya 
dokumen perencanaan 
provinsi dengan 
dokumen perencanaan 
perangkat daerah 
(Renstra/Renja OPD). 

Global mendorong 
tata kelola 
pemerintahan multi-
level yang selaras 
antar lapisan 
pemerintahan. 

RPJMN dan regulasi 
perencanaan nasional 
menuntut keselarasan 
dokumen perencanaan 
pusat–daerah–OPD. 

Masih rendahnya 
kapasitas 
perencanaan di OPD 
dan lemahnya 
pengumpulan 
data/informasi 
pembangunan. 

Keselarasan dokumen 
perencanaan daerah 
dengan dokumen 
perencanaan perangkat 
daerah. 
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Potensi Permasalahan Isu Strategis Global Isu Strategis Nasional Isu Strategis 
Regional (Sulsel) 

Rumusan Isu Strategis 
Daerah 

Terdapat potensi 
litbang dan 
kolaborasi dengan 
perguruan tinggi, 
dunia usaha, dan 
komunitas di daerah. 

Hasil riset/kajian belum 
optimal dimanfaatkan 
sebagai dasar kebijakan 
pembangunan. 

Global menekankan 
inovasi dan riset 
sebagai pilar daya 
saing (knowledge-
based economy). 

Arah kebijakan nasional 
mendorong riset, 
inovasi, dan 
pemanfaatan IPTEK 
dalam pembangunan. 

Pemanfaatan hasil 
litbang di Sulsel 
rendah, kolaborasi 
antar pemangku 
kepentingan belum 
optimal. 

Optimalisasi pemanfaatan 
hasil riset dan kajian untuk 
mendukung kebijakan 
pembangunan. 

Dukungan daerah 
untuk 
mengembangkan 
inovasi dan riset, 
serta peluang 
kolaborasi 
pendanaan riset. 

Belum adanya dokumen 
induk penelitian dan 
pengembangan daerah, 
keterbatasan 
infrastruktur litbang, 
dan minimnya 
dukungan pendanaan. 

Global menekankan 
pentingnya agenda 
riset yang 
berkelanjutan, inovasi 
hijau, dan 
transformasi digital. 

Kebijakan nasional 
menuntut penguatan 
ekosistem riset dan 
inovasi serta dukungan 
pendanaan yang 
berkesinambungan. 

Sulsel belum 
memiliki grand 
design riset dan 
inovasi; kapasitas 
SDM litbang belum 
seimbang dengan 
beban agenda. 

Ketersediaan dokumen 
induk penelitian, 
pengembangan, dan inovasi 
daerah yang terarah dan 
berkelanjutan. 

 

Berdasarkan pemetaan isu strategis diatas , dirumuskan Isu Strategis Bidang Perencanaan Pembangunan, serta Penelitian dan 

Pengembangan Daerah, sebagai berikut : 

 

1.  Konsistensi, Sinkronisasi, dan Integrasi Dokumen Perencanaan Pembangunan 

 Konsistensi dan sinkronisasi antar-dokumen perencanaan masih menjadi tantangan strategis karena terdapat kesenjangan antara 

dokumen provinsi dan perangkat daerah, baik dari sisi substansi maupun penggunaan aplikasi perencanaan yang terus berubah secara 

nasional. Selain itu, hasil evaluasi pembangunan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam siklus perencanaan, sehingga proses 

perumusan kebijakan tidak selalu didasarkan pada capaian dan permasalahan aktual. Ketidakterpaduan ini berpotensi menimbulkan 

ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran serta melemahkan efektivitas pengendalian pembangunan. 

 Untuk merespons isu ini, perlu dilakukan penguatan kerangka sinkronisasi lintas dokumen, pengintegrasian hasil evaluasi dalam seluruh 

tahapan penyusunan dokumen perencanaan, peningkatan kapasitas perencana, serta penguatan koordinasi antarsektor. Selain itu, tata 

kelola penggunaan aplikasi perencanaan perlu memperhatikan dan merespon dinamika sistem nasional. 
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2.    Perencanaan Pembangunan Berbasis Data dan Bukti (Evidence-Based Planning) 

 Keterbatasan data sektoral yang belum mutakhir dan tidak terintegrasi menyebabkan proses perencanaan belum sepenuhnya 

berbasis pada bukti (evidence-based). Selain itu, hasil penelitian dan kajian belum dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan 

dokumen perencanaan, sementara isu-isu lintas sektor seperti gender, perubahan iklim, digitalisasi, dan inklusi sosial belum 

terinternalisasi secara konsisten. Kondisi ini mengakibatkan kebijakan yang disusun kurang berorientasi pada outcome serta belum 

mampu merespons kebutuhan kelompok rentan dan dinamika pembangunan. 

 Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu membangun integrasi sistem data pembangunan, memperkuat standar pembaruan data, 

mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber data termasuk big data, dan memperkuat penggunaan kajian dalam penyusunan 

kebijakan. Pengarusutamaan isu lintas sektor juga harus diterapkan secara sistematis dalam seluruh siklus perencanaan agar 

perencanaan lebih inklusif dan adaptif. 

3.  Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

Ketidakselarasan antara dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan OPD (Renstra dan Renja) 

masih sering terjadi karena perbedaan kapasitas perencana, lemahnya sistem informasi pembangunan, dan minimnya proses 

sinkronisasi sejak tahap awal. Jika tidak ditangani, ketidakharmonisan ini dapat menghambat integrasi program antarsektor, 

menurunkan efektivitas anggaran, serta mengaburkan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah. 

Untuk mengatasi isu ini, perlu memperkuat penyelarasan dokumen, melaksanakan klinik perencanaan secara berkala bagi OPD, serta 

mengoptimalkan sistem informasi pembangunan untuk memudahkan harmonisasi target dan indikator. Peran Bappeda juga harus 

diperkuat sebagai koordinator dan clearing house perencanaan. 

4.   Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Kajian untuk Kebijakan Pembangunan 

Pemanfaatan riset dan kajian dalam penyusunan kebijakan pembangunan masih terbatas. Hal ini terjadi karena kolaborasi antara 

pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat belum berjalan optimal, dukungan pemerintah pusat terhadap ekosistem 

litbang masih terbatas, serta belum adanya mekanisme baku yang menghubungkan hasil riset dengan proses perencanaan. Akibatnya, 

inovasi daerah berkembang secara sporadis dan sering tidak selaras dengan kebutuhan strategis pembangunan. 

Untuk merespons isu ini, perlu membangun sistem manajemen pengetahuan (knowledge management), memperkuat kemitraan riset 

melalui pendekatan triple helix, menetapkan prioritas riset yang selaras dengan agenda pembangunan daerah, serta mengembangkan 

mekanisme formal untuk menjadikan hasil litbang sebagai bahan wajib dalam penyusunan RKPD dan Renstra OPD. Program 

pengembangan inovasi daerah juga perlu diperkuat melalui skema lomba, inkubasi, dan penyediaan dukungan regulatif. 
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5.  Ketersediaan Dokumen Induk Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah yang Terarah dan Berkelanjutan 

Belum adanya dokumen perencanaan induk riset dan inovasi daerah mengakibatkan arah penelitian dan pengembangan belum 

terencana secara strategis. Ketiadaan dokumen ini juga diperburuk dengan keterbatasan infrastruktur litbang, minimnya dukungan 

pendanaan, serta beban agenda litbang yang tidak seimbang dengan kapasitas SDM. Hal ini berimplikasi pada rendahnya daya saing 

dan kualitas inovasi daerah



 

P a g e  65 |  

 

 

 

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 merumuskan Visi Sulawesi Selatan yang 

Maju dan Berkarakter, dan akan diwujudkan melalui 4 Misi pembangunan yaitu 1)  

Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya Saing, 2) 

Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Merata dan Berkelanjutan , 3) Mempercepat 

dan memperkuat Transformasi Digital dan Birokrasi yang Berintegritas, adaptif, dan 

melayani, dan 4) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan, Tangguh 

Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan 

Ekonomi. 

Dalam rangka operasionalisasi 4 Misi dimaksud, dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan 

dan sasaran pembangunan daerah secara sistematis dan terukur. Tujuan dan sasaran ini 

merupakan bentuk operasionalisasi dari empat misi pembangunan daerah, yang disusun 

dengan mempertimbangkan isu-isu strategis daerah, potensi dan tantangan pembangunan, 

serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan. 

Penetapan tujuan dan sasaran disusun secara logic dan menjadi dasar dalam perumusan 

strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah selama lima tahun 

ke depan. 

Tujuan pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 

2025-2029 berdasarkan Misi RPJMD sebagai berikut: 

Misi 1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya Saing, 

akan dicapai melalui 2 Tujuan yaitu:  

1. Meningkatnya Kualitas Modal Manusia 

2. Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Masyarakat terhadap Tantangan Pembangunan 

Global  

Misi 2. Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan, akan dicapai 
melalui 1 Tujuan yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif. 

Misi 3. Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang 

berintegritas, adaptif, dan melayani, akan diwujudkan melalui 2 Tujuan yaitu:  

1. Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Digital 

2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Inovatif, 

dan Responsif  

Misi 4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap 

bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, 

diwujudkan melalui 1 Tujuan yaitu Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Merata 

dan Lingkungan yang Berkelanjutan 
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Selanjutnya, 6 tujuan pembangunan diatas diturunkan menjadi 17 sasaran pembangunan 

sebagai rangkaian kinerja untuk mencapai tujuan RPJMD. Sasaran pembangunan Provinsi 

Sulawesi Selatan yang hendak diwujudkan dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut 

: 

Tujuan 1, Meningkatnya Kualitas Modal Manusia, akan dicapai melalui perwujudan 2 

Sasaran, yaitu: 

1. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata 

2. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif 

Tujuan 2, Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Masyarakat terhadap Tantangan 

Pembangunan Global, akan dicapai melalui perwujudan 3 Sasaran yaitu: 

1. Meningkatnya kualitas demokrasi 

2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan 

3. Meningkatnya perlindungan anak, kualitas generasi muda dan kesetaraan gender   

Tujuan 3, Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, akan dicapai melalui 

perwujudan 5 Sasaran, yaitu: 

1. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan 

2. Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global 

3. Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah 

4. Meningkatnya pembangunan perdesaan 

5. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran 

Tujuan 4, Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Digital, akan dicapai 

melalui perwujudan 2 Sasaran yaitu: 

1. Meningkatnya jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi  

2. Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat 

Tujuan 5, Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, 

Inovatif, dan Responsif, akan dicapai melalui perwujudan 3 Sasaran, yaitu:  

1. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah 

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik  

3. Meningkatnya inovasi pembangunan daerah 

Tujuan 6, Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Lingkungan yang 

Berkelanjutan, akan dicapai melalui perwujudan 2 Sasaran, yaitu: 

1. Menguatnya kualitas infrastruktur  

2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta ketangguhan adaptasi dan mitigasi 

bencana dan perubahan iklim 
 

Berdasarkan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, tujuan dan 

sasaran Renstra Bappelitbangda dirumuskan dengan memperhatikan sasaran yang relevan 

dengan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, serta 

penelitian dan pengembangan daerah, sebagaimana penjelesan berikut: 
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3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BAPPELITBANGDA  

Tujuan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk 

memberikan arah strategis yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, 

mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah, meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas kinerja, serta menjawab 

permasalahan strategis dan kebutuhan masyarakat. Tujuan ini menjadi dasar 

penyusunan program, kegiatan, dan indikator kinerja yang terukur, terintegrasi, 

dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap langkah pembangunan yang dilakukan 

OPD dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan 

pembangunan daerah secara berkelanjutan. 

Penyusunan tujuan Renstra Bappelitbangda dilakukan dengan 

memperhatikan analisis kondisi pembangunan, isu strategis, dan tantangan yang 

dihadapi secara akurat. Tujuan Renstra disusun sebagai penjabaran dari tujuan dan 

sasaran RPJMD untuk memastikan keselarasan dengan visi dan misi kepala daerah, 

dan dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, berbatas waktu, 

dan mencerminkan hasil yang terukur dalam kurun waktu lima tahun, sehingga 

menjadi dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah secara efektif.  

Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 yang relevan dengan 

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, serta 

penelitian dan pengembangan daerah adalah 1) Meningkatnya akuntabilitas 

Pemerintah Daerah, dan 2) Meningkatnya Inovasi pembangunan 

daerah. 

Berdasarkan hal tersebut, dirumuskanTujuan Renstra Bappelitbangda 

Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatnya akuntabilitas dan konsistensi 

perencanaan pembangunan, serta kualitas inovasi daerah untuk 

mendukung kebijakan yang adaptif dan berdaya saing”. Untuk mengetahui 

capaian kinerja tujuan ini digunakan indikator Indeks Perencanaan Pembangunan 

Daerah dan Indeks Inovasi Daerah.  

Selanjutnya, untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai selama periode 

renstra, perlu dirumuskan sasaran renstra untuk memberikan fokus dan arah yang 

jelas terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta menjadi tolok 

ukur pencapaian hasil pembangunan. Dalam penyusunannya, sasaran Renstra 

mengacu pada tujuan Bappelitbangda, selaras dengan visi dan misi pemerintah 

daerah, serta mempertimbangkan isu strategis dan potensi perangkat daerah. 

Sasaran yang terukur, terarah, dan realistis, diharapkan dapat menjadi pedoman 

dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, sehingga 

setiap langkah pembangunan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan 

publik dan kesejahteraan masyarakat. 

Adapun sasaran Bappelitbangda yang dirumuskan untuk mendukung 

pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatnya keselarasan, sinkronisasi dan integrasi 

perencanaan, serta efektifitas pengendalian dan evaluasi 
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pembangunan daerah, yang diukur dengan indikator: 1) Persentase 

keselarasan prioritas pembangunan Kab/Kota terhadap provinsi, 2) 

Persentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah terhadap 

pembangunan nasional, dan 3) Rata-rata capaian kinerja program prioritas 

pembangunan daerah 

2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi untuk mendukung 

kinerja pembangunan daerah, yang diukur dengan indikator: 

Persentase peningkatan inovasi daerah yang memenuhi kriteria penilaian 

inovasi tingkat nasional 

3) Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja penyelenggaraan 

urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan 

daerah, yang diukur dengan indikator: Nilai Sakip Bappelitbangda. 

 

Setiap sasaran tersebut merupakan turunan langsung dari tujuan Bappelitbangda, 

sehingga secara sistematis membentuk hubungan cascading yang memastikan setiap 

program dan kegiatan yang dilaksanakan berkontribusi nyata terhadap pencapaian 

tujuan strategis OPD, yang disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1 

Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029 

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 
DAN NSPK 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

TARGET TAHUN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(1) (2) (3( (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 

 
1. Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah 
Daerah 

T.1. Meningkatnya 

akuntabilitas dan 
konsistensi 
perencanaan 

pembangunan, 
serta kualitas 
inovasi daerah 

untuk mendukung 
kebijakan yang 
adaptif dan berdaya 

saing 

  
Indeks Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
(IPPD) 

79 80 81 82 83 84 

2. Meningkatnya Inovasi pembangunan 
daerah 

  

Indeks Inovasi Daerah 
60 

(Inovatif) 
61,50 

(Inovatif) 
62 

(Inovatif) 
63 

(Inovatif) 
64 

(Inovatif) 
65 

(Inovatif) 

 NSPK 

Urusan Perencanaan Pembangunan 

 

1. Perencanaan pembangunan daerah 

wajib mengacu pada SPPN, RPJPD, 

dan RPJMD (UU No. 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN)) 

2. Perencanaan disusun secara 

partisipatif, transparan, akuntabel, dan 

berbasis data (UU No. 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(lampiran pembagian urusan 

pemerintahan) 

3. Dokumen perencanaan minimal: 

RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra & 

  S1.1. 
Meningkatnya 

keselarasan, 
sinkronisasi dan 
integrasi 

perencanaan, 
serta efektifitas 
pengendalian dan 

evaluasi 
pembangunan 
daerah 

Persentase 
keselarasan prioritas 

pembangunan 
Kabupaten/Kota 
terhadap provinsi 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  Persentase kesesuaian 
prioritas 
pembangunan daerah 

terhadap 
pembangunan 
nasional 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  Rata-rata capaian 
kinerja  program 
prioritas 

pembangunan daerah 

95% 96,00% 96,25% 96,50% 96,75% 97,00% 

  S1.2. 
Meningkatnya 

kuantitas dan 

Persentase 
peningkatan inovasi 

daerah yang 

 13,5% 14,5%  16%  18%  20,5%  23%  
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SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 

DAN NSPK 
TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

TARGET TAHUN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(1) (2) (3( (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Renja OPD (PP No. 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah) Tahapan: 

penyusunan, konsultasi publik, 

musrenbang, pembahasan DPRD, 

penetapan; Perencanaan harus 

sinkron antar dokumen pusat-

daerah.; dan Evaluasi pembangunan 

jadi dasar perencanaan berikutnya 

(Permendagri No. 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Perda RPJPD/RPJMD, serta 

Tata Cara Perubahan RPJPD, dan 

Inmendagri No.2 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan RPJMD dan 

Renstra Perangkat Daerah Tahun 

2025-2029) 

 

Urusan Penelitian dan 

Pengembangan  

 

1. Pemda wajib mendorong kegiatan 

litbang dan inovasi untuk kebijakan 

berbasis bukti (UU No. 23 Tahun 

kualitas inovasi 
untuk 

mendukung 
kinerja 
pembangunan 

daerah 

memenuhi kriteria 
penilaian inovasi 

tingkat nasional 

  

IS.1.3. 
Meningkatnya 

kualitas tata 
kelola dan 
kinerja urusan 

pembangunan, 
penelitian dan 
pengembangan 

daerah 

Nilai SAKIP 
Bappelitbangda 

A 
(83,25) 

A 
(83,50) 

A 
(83,75) 

A 
(84,00) 

A 
(84,25) 

A 
(84,50) 
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SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 

DAN NSPK 
TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

TARGET TAHUN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(1) (2) (3( (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(lampiran pembagian urusan: litbang 

termasuk urusan wajib non-pelayanan 

dasar) 

2. Inovasi daerah sesuai prinsip tata 

kelola yang baik, efisien, bermanfaat 

bagi masyarakat.( PP No. 38 Tahun 

2017 tentang Inovasi Daerah) 

3. Litbang berfokus pada peningkatan 

kualitas kebijakan, pelayanan publik, 

dan daya saing (Permendagri No. 

17 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penelitian dan Pengembangan di 

Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah) 

4. Inovasi daerah memenuhi kriteria 

kebaruan, kemanfaatan, 

keterjangkauan, replikasi, 

berkelanjutan (Permendagri No. 

104 Tahun 2018 tentang Penilaian 

dan Pemberian Penghargaan dan/atau 

Insentif Inovasi Daerah) 
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Selanjutnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bappelitbangda 

Tahun 2025-2029 ditetapkan tahapan pembangunan tahunan yang menjadi tema 

tahunan renstra, sebagai berikut:  

 

Tabel 3.2 

Tahapan Renstra Bappelitbangda Periode 2025-2030 

Tahap 1 

/Tahun 2026 

Tahap 2/ 

Tahun 2027 

Tahap 3/ 

Tahun 2028 

Tahap 4/ 

Tahun 2029 

Tahap 5/Masa 

transisi Tahun 

2030 

PenguatanTata 

Kelola 

Perencanaan 

dan Sistem 

Litbang yang 

Akuntabel, 

Transparan, 

dan 

Berorientasi 

Hasil 

Pemantapan 

Integrasi 

Perencanaan, 

Penganggaran, 

Evaluasi, dan 

Pemanfaatan 

Hasil Litbang 

untuk Efisiensi 

dan 

Akuntabilitas 

Pembangunan 

Akselerasi 

Perencanaan 

yang 

Partisipatif, 

Adaptif, dan 

Berbasis 

Data serta 

Teknologi, 

Didukung 

Litbang yang 

Responsif 

Optimalisasi 

Inovasi dan 

Sinergi Lintas 

Sektor 

Melalui 

Litbang dan 

Perencanaan 

Terpadu 

untuk 

Peningkatan 

Daya Saing 

dan 

Inklusivitas 

Pembangunan 

Optimalisasi 

Capaian 

Pembangunan dan 

Transformasi 

Berkelanjutan 

melalui Sinergi 

Perencanaan dan 

Litbang 

 

3.2. ARAH KEBIJAKAN BAPPELITBANGDA DALAM MENCAPAI 

TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANGDA TAHUN 2025-2029 

Arah kebijakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan 

pedoman strategis yang menjelaskan fokus, prioritas, dan rambu-rambu 

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu 

lima tahun. Arah kebijakan berfungsi sebagai jembatan antara RPJMD dengan 

program dan kegiatan OPD, sehingga penyusunan arah kebijakan harus senantiasa 

mengacu pada misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, serta disesuaikan 

dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Dengan demikian, arah kebijakan 

Renstra tidak bersifat teknis-operasional, tetapi lebih menekankan pada arahan 

strategis yang berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai, sebagai pedoman 

dalam melaksanakan peran strategis di bidang perencanaan, penelitian, dan 

pengembangan.  

Arah kebijakan Bappelitbangda sekaligus merupakan operasionalisasi 

dari arah kebijakan sasaran pembangunan RPJMD yang relevan dengan 

tugas dan fungsi Bappelitbangda, khususnya dalam hal penguatan perencanaan, 

pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan 

ini menjadi landasan bagi penentuan program dan kegiatan selama periode lima 

tahun, yang difokuskan pada upaya memperkuat sistem perencanaan pembangunan 

daerah yang terpadu, meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi 
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pembangunan, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan untuk 

mendukung pencapaian pembangunan daerah secara berkelanjutan. 

 

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 

terdapat 2 (dua) Arah Pembangunan pada 2 (dua) Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2025-2029 yaitu sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintah 

daerah” dan sasaran “Meningkatnya inovasi pembangunan daerah”, yang perlu 

dioperasionalkan dalam Renstra Bappelitbangda. Operasionalisasi arah kebijakan 

pada kedua sasaran dimaksud dilakukan dengan memperhatikan NSPK Urusan 

Perencanaan Pembangunan, dan NSPK Urusan Penelitian dan Pengembangan, 

sebagaimana disajikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.3 

Arah Kebijakan Renstra Bappelitbangda berdasarkan Arah Kebijakan 

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 

 

Operasionalisasi NSPK 

Bappelitbangda 

Arah Kebijakan 

RPJMD yang relevan 

Arah Kebijakan Renstra 

Bappelitbangda 

Urusan Perencanaan 

Pembangunan 

 

5. Perencanaan pembangunan 

daerah wajib mengacu pada 

SPPN, RPJPD, dan RPJMD (UU 

No. 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

(SPPN)) 

6. Perencanaan disusun secara 

partisipatif, transparan, 

akuntabel, dan berbasis data 

(UU No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah 

(lampiran pembagian urusan 

pemerintahan) 

7. Dokumen perencanaan 

minimal: RPJPD, RPJMD, 

RKPD, Renstra & Renja OPD 

(PP No. 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah) 

8. Tahapan: penyusunan, 

konsultasi publik, musrenbang, 

pembahasan DPRD, penetapan; 

Perencanaan harus sinkron 

 

 

Penguatan tata kelola 

penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 

berbasis kinerja yang 

transparan, akuntabel, 

profesional, dan 

berintegritas, serta 

penerapan prinsip 

meritokrasi dan reformasi 

manajemen aparatur sipil 

negara 

 

 

 

1. Penguatan sistem 

perencanaan 

pembangunan daerah 

yang terpadu, partisipatif, 

dan berbasis data, serta 

peningkatan kualitas 

pengendalian dan evaluasi 

pembangunan untuk 

menjamin efektivitas dan 

akuntabilitas, melalui 

pemanfaatan teknologi 

informasi dalam 

monitoring dan 

pelaporan pembangunan, 

serta peningkatan 

kapasitas sumber daya 

manusia perencana agar 

mampu menghasilkan 

perencanaan yang adaptif 

dan responsif terhadap 

dinamika pembangunan 

daerah. 

2. Peningkatan kualitas tata 

kelola dan kinerja internal 

perangkat daerah melalui 

penguatan fungsi pelayanan 

penunjang di bidang 
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Operasionalisasi NSPK 

Bappelitbangda 

Arah Kebijakan 

RPJMD yang relevan 

Arah Kebijakan Renstra 

Bappelitbangda 

antar dokumen pusat-daerah.; 

dan Evaluasi pembangunan jadi 

dasar perencanaan berikutnya 

(Permendagri No. 86 

Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, 

Pengendalian, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Perda 

RPJPD/RPJMD, serta Tata Cara 

Perubahan RPJPD, dan 

Inmendagri No.2 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyusunan 

RPJMD dan Renstra Perangkat 

Daerah Tahun 2025-2029) 

 

perencanaan, pengendalian, 

evaluasi, penelitian, dan 

pengembangan, yang 

diperkuat dengan 

pengelolaan keuangan dan 

aset yang transparan, 

pemanfaatan sistem 

informasi kinerja, penguatan 

kapasitas SDM, serta 

fasilitasi inovasi daerah, 

sehingga mampu mendorong 

peningkatan kinerja 

perangkat daerah dan 

mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang lebih 

efektif, transparan, dan 

akuntabel 

Urusan Penelitian dan 

Pengembangan  

 

4. Pemda wajib mendorong 

kegiatan litbang dan inovasi 

untuk kebijakan berbasis bukti 

(UU No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah 

(lampiran pembagian urusan: 

litbang termasuk urusan wajib 

non-pelayanan dasar) 

5. Inovasi daerah sesuai prinsip 

tata kelola yang baik, efisien, 

bermanfaat bagi masyarakat.( 

PP No. 38 Tahun 2017 

tentang Inovasi Daerah) 

6. Litbang berfokus pada 

peningkatan kualitas kebijakan, 

pelayanan publik, dan daya saing 

(Permendagri No. 17 

Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penelitian dan Pengembangan di 

Kementerian Dalam Negeri 

dan Pemerintah Daerah) 

7. Inovasi daerah memenuhi 

kriteria kebaruan, kemanfaatan, 

keterjangkauan, replikasi, 

berkelanjutan (Permendagri 

No. 104 Tahun 2018 tentang 

Penilaian dan Pemberian 

 

 

Penguatan ekosistem dan 

kelembagaan inovasi 

daerah melalui 

institusionalisasi inovasi di 

lingkungan pemerintah 

daerah, serta 

pengembangan fasilitasi, 

inkubasi, dan difusi inovasi 

berbasis kebutuhan 

masyarakat dan potensi 

daerah 

 

 

Penguatan ekosistem dan 

kelembagaan inovasi daerah 

melalui institusionalisasi inovasi 

di lingkungan pemerintah 

provinsi, pengembangan 

fasilitasi, inkubasi, dan difusi 

inovasi berbasis kebutuhan 

masyarakat serta potensi 

daerah, peningkatan 

pemanfaatan hasil kelitbangan 

dalam perumusan kebijakan 

pembangunan, penguatan 

jejaring kerja sama riset dan 

inovasi, serta pemberian 

penghargaan dan insentif guna 

mendorong kreativitas dan 

inovasi daerah yang 

berkelanjutan. 
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Operasionalisasi NSPK 

Bappelitbangda 

Arah Kebijakan 

RPJMD yang relevan 

Arah Kebijakan Renstra 

Bappelitbangda 

Penghargaan dan/atau Insentif 

Inovasi Daerah) 

 

Berdasarkan hasil operasionalisasi rumusan arah kebijakan RPJMD ke dalam 

rumusan arah kebijakan Renstra Bappelitbangda tersebut diatas, berikut 

keterkaitan Arah Kebijakan berdasarkan Sasaran dan Tujuan Bappelitbangda. Arah 

kebijakan ini akan menjadi haluan atau arahan umum dalam mencapai tujuan dan 

sasaran Bappelitbangda. 

Tabel 3.4 

Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Renstra Bappelitbangda  

Tahun 2025-2029 

Tujuan Sasaran Arah Kebijakan  

T.1. Meningkatnya 

akuntabilitas dan konsistensi 

perencanaan pembangunan, 

serta kualitas inovasi daerah 

untuk mendukung kebijakan 

yang adaptif dan berdaya 

saing 

S1.1. Meningkatnya 

keselarasan, sinkronisasi 

dan integrasi perencanaan, 

serta efektifitas 

pengendalian dan evaluasi 

pembangunan daerah 

Penguatan sistem perencanaan 

pembangunan daerah yang terpadu, 

partisipatif, dan berbasis data, serta 

peningkatan kualitas pengendalian dan 

evaluasi pembangunan untuk menjamin 

efektivitas dan akuntabilitas, melalui 

pemanfaatan teknologi informasi dalam 

monitoring dan pelaporan 

pembangunan, serta peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia 

perencana agar mampu menghasilkan 

perencanaan yang adaptif dan responsif 

terhadap dinamika pembangunan 

daerah. 

 S1.2. Meningkatnya 

kuantitas dan kualitas 

inovasi untuk mendukung 

kinerja pembangunan 

daerah 

Penguatan ekosistem dan kelembagaan 

inovasi daerah melalui institusionalisasi 

inovasi di lingkungan pemerintah 

provinsi, pengembangan fasilitasi, 

inkubasi, dan difusi inovasi berbasis 

kebutuhan masyarakat serta potensi 

daerah, peningkatan pemanfaatan hasil 

kelitbangan dalam perumusan kebijakan 

pembangunan, penguatan jejaring kerja 

sama riset dan inovasi, serta pemberian 

penghargaan dan insentif guna 

mendorong kreativitas dan inovasi 

daerah yang berkelanjutan. 

 S1.3. Meningkatnya 

kualitas tata kelola dan 

kinerja penyelenggaraan 

urusan perencanaan 

pembangunan, penelitian 

dan pengembangan daerah 

Peningkatan kualitas tata kelola dan 

kinerja internal perangkat daerah 

melalui penguatan fungsi pelayanan 

penunjang di bidang perencanaan, 

pengendalian, evaluasi, penelitian, dan 

pengembangan, yang diperkuat dengan 

pengelolaan keuangan dan aset yang 

transparan, pemanfaatan sistem 
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Tujuan Sasaran Arah Kebijakan  

informasi kinerja, penguatan kapasitas 

SDM, serta fasilitasi inovasi daerah, 

sehingga mampu mendorong 

peningkatan kinerja perangkat daerah 

dan mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang lebih efektif, 

transparan, dan akuntabel 

 

 

3.3.  STRATEGI BAPPELITBANGDA DALAM MENCAPAI TUJUAN 

DAN SASARAN BAPPELITBANGDA TAHUN 2025-2029 

 Strategi Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029 merupakan rencana 

tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan 

melalui optimalisasi sumberdaya, dan penentuan focus, serta menjadi kerangka 

operasionalisasi program/ kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan 

yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra perangkat daerah. 

Strategi renstra dirumuskan selaras dengan arah kebijakan renstra dan 

memperhatikan strategi terkait pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2025-2029, serta isu strategis penyelenggaraan urusan perencanaan 

pembangunan, serta penelitian dan pengembangan, yang disajikan pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 3.5 

Keselarasan Strategi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan 

Arah Kebijakan dalam Perumusan Strategi Renstra  

Strategi RPJMD yang 

Relevan 

Arah Kebijakan 

Bappelitbangda 

Strategi Renstra 

Bappelitbangda 

1. Penguatan sistem 

perencanaan, 

penganggaran, dan 

pelaporan yang 

terintegrasi  

2. Pemanfaatan 

teknologi informasi 

dalam pelaporan dan 

evaluasi kinerja 

3. Peningkatan kualitas dan 

transparansi 

perencanaan, 

penganggaran, 

pengendalian dan 

evaluasi pembangunan 

daerah 

Penguatan sistem perencanaan 

pembangunan daerah yang 

terpadu, partisipatif, dan 

berbasis data, serta peningkatan 

kualitas pengendalian dan 

evaluasi pembangunan untuk 

menjamin efektivitas dan 

akuntabilitas, melalui 

pemanfaatan teknologi 

informasi dalam monitoring dan 

pelaporan pembangunan, serta 

peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia perencana agar 

mampu menghasilkan 

perencanaan yang adaptif dan 

responsif terhadap dinamika 

pembangunan daerah. 

1. Mengembangkan sistem 

perencanaan pembangunan daerah 

yang terpadu, berbasis data, dan 

selaras dengan penganggaran serta 

pelaporan untuk menjamin 

konsistensi dan efektivitas 

pembangunan. 

2. Memperkuat mekanisme 

perencanaan partisipatif dan 

transparan melalui musrenbang 

tematik, forum konsultasi publik, 

serta koordinasi lintas wilayah dan 

perangkat daerah 

3. Meningkatkan kualitas pengendalian 

dan evaluasi pembangunan dengan 

memperkuat metodologi monev 

berbasis indikator kinerja dan 

outcome pembangunan daerah. 
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Strategi RPJMD yang 

Relevan 

Arah Kebijakan 

Bappelitbangda 

Strategi Renstra 

Bappelitbangda 

4. Mengoptimalkan pemanfaatan 

teknologi informasi dalam 

perencanaan, monitoring, 

pengendalian, evaluasi, dan 

pelaporan kinerja pembangunan 

untuk mewujudkan transparansi, 

akuntabilitas kinerja, dan 

aksesibilitas informasi publik. 

5. Meningkatkan kapasitas dan 

profesionalisme SDM perencana 

melalui pelatihan berbasis 

kompetensi, sertifikasi perencana, 

pemanfaatan data analytics dalam 

perumusan kebijakan, serta 

pengembangan budaya kerja 

berbasis kinerja 

6. Menguatkan koordinasi lintas 

perangkat daerah dan lintas sektor 

dan Lembaga untuk menjamin 

konsistensi dan sinkronisasi 

dokumen perencanaan 

pembangunan serta sinergi 

pembangunan kewilayahan di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

1. Pengembangan inovasi 

daerah melalui inkubasi 

program berbasis 

masalah local 

2. Penguatan peran 

perangkat daerah 

sebagai motor inovasi 

pembangunan 

3. Pengembangan pusat 

inovasi atau 

laboratorium inovasi 

daerah 

4. Pengembangan 

kolaborasi dengan 

perguruan tinggi dan 

komunitas teknologi 

untuk pengembangan 

solusi pembangunan 

Penguatan ekosistem dan 

kelembagaan inovasi daerah 

melalui institusionalisasi inovasi 

di lingkungan pemerintah 

provinsi, pengembangan 

fasilitasi, inkubasi, dan difusi 

inovasi berbasis kebutuhan 

masyarakat serta potensi 

daerah, peningkatan 

pemanfaatan hasil kelitbangan 

dalam perumusan kebijakan 

pembangunan, penguatan 

jejaring kerja sama riset dan 

inovasi, serta pemberian 

penghargaan dan insentif guna 

mendorong kreativitas dan 

inovasi daerah yang 

berkelanjutan. 

1. Menginstitusionalkan inovasi di 

lingkungan perangkat daerah 

melalui regulasi, mekanisme 

penghargaan, dan kewajiban 

integrasi inovasi dalam 

perencanaan pembangunan. 

2. Membangun kapasitas ASN untuk 

menjadi penggerak inovasi dengan 

pelatihan, kompetisi, dan knowledge 

sharing. 

3. Mengembangkan inkubator inovasi 

daerah yang menampung, 

membimbing, dan mempercepat 

lahirnya solusi inovatif berbasis 

kebutuhan masyarakat dan potensi 

lokal. 

4. Mendorong setiap perangkat 

daerah mengidentifikasi 

permasalahan utama yang dapat 

dijawab melalui program inovasi. 

5. Membentuk innovation hub atau 

laboratorium inovasi yang 

berfungsi sebagai pusat riset, uji 

coba, dan difusi inovasi 

pembangunan. 
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Strategi RPJMD yang 

Relevan 

Arah Kebijakan 

Bappelitbangda 

Strategi Renstra 

Bappelitbangda 

6. Meningkatkan pemanfaatan hasil 

litbang dan riset terapan sebagai 

dasar kebijakan pembangunan yang 

berbasis bukti. 

7. Memperkuat kolaborasi riset dan 

inovasi dengan perguruan tinggi, 

dunia usaha, komunitas teknologi, 

dan media guna menghasilkan 

solusi pembangunan yang relevan. 

 

1. Penguatan akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah daerah 

melalui penerapan 

SAKIP yang berkualitas 

2. Peningkatan 

transparansi dan 

akuntabilitas 

pengelolaan keuangan 

dan asset daerah 

3. Pemanfataan teknologi 

informasi dalam 

pelaporan dan evaluasi 

kinerja 

4. Peningkatan 

transparansi dan akses 

informasi public 

5. Penguatan dan 

pengembangan zona 

integritas dan 

pencegahan korupsi 

Peningkatan kualitas tata kelola 

dan kinerja internal perangkat 

daerah melalui penguatan fungsi 

pelayanan penunjang di bidang 

perencanaan, pengendalian, 

evaluasi, penelitian, dan 

pengembangan, yang diperkuat 

dengan pengelolaan keuangan 

dan aset yang transparan, 

pemanfaatan sistem informasi 

kinerja, penguatan kapasitas 

SDM, serta fasilitasi inovasi 

daerah, sehingga mampu 

mendorong peningkatan kinerja 

perangkat daerah dan 

mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang lebih efektif, 

transparan, dan akuntabel 

1. Menguatkan akuntabilitas kinerja 

perangkat daerah melalui 

penerapan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) yang berkualitas, 

konsisten, dan berorientasi hasil 

(outcome oriented). 

2. Meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan 

serta aset daerah dengan 

menerapkan prinsip tata kelola 

yang efektif, efisien, dan sesuai 

regulasi. 

3. Mengoptimalkan pemanfaatan 

teknologi informasi dalam proses 

perencanaan, pelaporan, 

pengendalian, dan evaluasi kinerja 

pembangunan untuk mewujudkan 

sistem tata kelola yang terintegrasi 

dan berbasis data. 

4. Meningkatkan transparansi dan 

akses informasi publik melalui 

penyediaan data pembangunan 

yang terbuka, mudah diakses, dan 

dapat dipertanggungjawabkan, 

sehingga memperkuat 

kepercayaan masyarakat terhadap 

kinerja pemerintah daerah. 

5. Memperkuat dan mengembangkan 

zona integritas dengan 

menanamkan budaya kerja yang 

berintegritas, serta memperluas 

upaya pencegahan korupsi di 

lingkungan perangkat daerah 
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Rumuan strategi ini merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, yang keterkaitannya 

digambarkan pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.6 

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029 

Tujuan Sasaran Strategi  

T.1. Meningkatnya 

akuntabilitas dan 

konsistensi 

perencanaan 

pembangunan, 

serta kualitas 

inovasi daerah 

untuk mendukung 

kebijakan yang 

adaptif dan 

berdaya saing 

S1.1. 

Meningkatnya 

keselarasan, 

sinkronisasi dan 

integrasi 

perencanaan, serta 

efektifitas 

pengendalian dan 

evaluasi 

pembangunan 

daerah 

1. Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan 

daerah yang terpadu, berbasis data, dan selaras 

dengan penganggaran serta pelaporan untuk menjamin 

konsistensi dan efektivitas pembangunan. 

2. Memperkuat mekanisme perencanaan partisipatif dan 

transparan melalui musrenbang tematik, forum 

konsultasi publik, serta koordinasi lintas wilayah dan 

perangkat daerah 

3. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi 

pembangunan dengan memperkuat metodologi 

monev berbasis indikator kinerja dan outcome 

pembangunan daerah. 

4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi 

dalam perencanaan, monitoring, pengendalian, 

evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan untuk 

mewujudkan transparansi, akuntabilitas kinerja, dan 

aksesibilitas informasi publik. 

5. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM 

perencana melalui pelatihan berbasis kompetensi, 

sertifikasi perencana, pemanfaatan data analytics 

dalam perumusan kebijakan, serta pengembangan 

budaya kerja berbasis kinerja 

6. Menguatkan koordinasi lintas perangkat daerah dan 

lintas sektor dan Lembaga untuk menjamin 

konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan 

pembangunan. 

 

 S1.2. Meningkatnya 

kuantitas dan 

kualitas inovasi 

untuk mendukung 

kinerja 

pembangunan 

daerah 

1. Menginstitusionalkan inovasi di lingkungan perangkat 

daerah melalui regulasi, mekanisme penghargaan, dan 

kewajiban integrasi inovasi dalam perencanaan 

pembangunan. 

2. Membangun kapasitas ASN untuk menjadi penggerak 

inovasi dengan pelatihan, kompetisi, dan knowledge 

sharing. 

3. Mengembangkan inkubator inovasi daerah yang 

menampung, membimbing, dan mempercepat lahirnya 

solusi inovatif berbasis kebutuhan masyarakat dan 

potensi lokal. 

4. Mendorong setiap perangkat daerah mengidentifikasi 

permasalahan utama yang dapat dijawab melalui 

program inovasi. 

5. Membentuk innovation hub atau laboratorium inovasi 

yang berfungsi sebagai pusat riset, uji coba, dan difusi 

inovasi pembangunan. 
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Tujuan Sasaran Strategi  

6. Meningkatkan pemanfaatan hasil litbang dan riset 

terapan sebagai dasar kebijakan pembangunan yang 

berbasis bukti. 

7. Memperkuat kolaborasi riset dan inovasi dengan 

perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas teknologi, 

dan media guna menghasilkan solusi pembangunan 

yang relevan. 

 

 S1.3. Meningkatnya 

kualitas tata kelola 

dan kinerja 

penyelenggaraan 

urusan perencanaan 

pembangunan, 

penelitian dan 

pegembangan daerah 

1. Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat 

daerah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang 

berkualitas, konsisten, dan berorientasi hasil 

(outcome oriented). 

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan serta aset daerah dengan 

menerapkan prinsip tata kelola yang efektif, 

efisien, dan sesuai regulasi. 

3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi 

informasi dalam proses perencanaan, pelaporan, 

pengendalian, dan evaluasi kinerja pembangunan 

untuk mewujudkan sistem tata kelola yang 

terintegrasi dan berbasis data. 

4. Meningkatkan transparansi dan akses informasi 

publik melalui penyediaan data pembangunan 

yang terbuka, mudah diakses, dan dapat 

dipertanggungjawabkan, sehingga memperkuat 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja 

pemerintah daerah. 

5. Memperkuat dan mengembangkan zona 

integritas dengan menanamkan budaya kerja yang 

berintegritas, serta memperluas upaya 

pencegahan korupsi di lingkungan perangkat 

daerah 
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PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN 

 

4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN  

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappellitbangda, terdapat beberapa 

Program yang dijabarkan kedalam Kegiatan dan Sub Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif untuk 

mencapai target kinerja oucome dan output setiap program/kegiatan/sub kegiatan. Program 

pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029. 

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian 

dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-2029, terdapat 4 (empat) program, yaitu:  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan outcome : Meningkatnya 

kualitas layanan penunjang perangkat daerah, yang diukur dengan indikator: 

▪ Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi ((Jumlah 

Layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi / Jumlah Layanan penunjang 

perangkat daerah yang direncanakan) x 100 % 

2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan evaluasi Pembangunan daerah, dengan outcome 

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta Meningkatnya kualitas 

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, yang diukur dengan indikator: 

▪ Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD (Jumlah program perangkat 

daerah yang mencantumkan indikator sesuai dengan indikator program pada RPJMD x 

100 % ditambah Jumlah program perangkat daerah yang mencantumkan target 

indikator program yang sesuai dengan target indikator program RPJMD x 100% dibagi 

2 ) 

▪ Rata-rata capaian kinerja program (Jumlah rata-rata realisasi kinerja program 

perangkat daerah dibagi jumlah perangkat daerah x 100 %) 

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dengan 

outcome: Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah terhadap prioritas 

pembangunan daerah, yang diukur dengan indikator: 

▪ Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang 

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Jumlah Renja PD pada Bidang 

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memuat sasaran, program dan indicator 
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program Renja selaras dengan sasaran, program dan indikator RKPD dibagi Jumlah 

Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia x 100 %) 

▪ Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur 

dan Kewilayahan (Jumlah Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang 

memuat sasaran, program dan indicator program Renja selaras dengan sasaran, 

program dan indikator RKPD dibagi Jumlah Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayahan x 100 %) 

▪ Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang 

Perekonomian dan SDA (Jumlah Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA 

yang memuat sasaran, program dan indicator program Renja selaras dengan sasaran, 

program dan indikator RKPD dibagi Jumlah Renja PD Bidang Perekonomian dan SDA 

x 100 %) 

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan outcome: Meningkatnya hasil 

kelitbangan yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah, serta Meningkatnya Perangkat 

daerah yang menghasilkan inovasi, yang diukur dengan indikator: 

▪ Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah (Jumlah 

hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dibagi jumlah hasil Litbang x 

100%) 

▪ Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi dan Teknologi 

(Jumlah Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi dan teknologi dibagi jumlah 

Perangkat Daerah dikali 100%). 

Rumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja program, indikator kegiatan 

dan indikator sub kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Bappelitbangda disajikan pada 

table berikut: 
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Tabel 4.1  

Program, Kegiatan dan Subkegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-

2029 

Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 
Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 

Program / Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

              

1. Meningkatnya 

akuntabilitas 

Pemerintah 

Daerah 

2. Meningkatnya 

Inovasi 

pembangunan 

daerah 

T1. . 
Meningkatnya 
akuntabilitas dan 

konsistensi 
perencanaan 
pembangunan, 

serta kualitas 
inovasi daerah 
untuk mendukung 

kebijakan yang 
adaptif dan 
berdaya saing 

      T1.1 Indeks 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

(IPPD) 
T1.2 Indeks Inovasi 
Daerah  

  

 
  S1.1  

Meningkatnya 
keselarasan, 

sinkronisasi dan 
integrasi 
perencanaan, 

serta efektifitas 
pengendalian 
dan evaluasi 

    S. 1.1.1  Persentase 
keselarasan prioritas 
pembangunan 

Kab/Kota terhadap 
provinsi 

  

        S. 1.1.2 Persentase 

kesesuaian prioritas 
pembangunan daerah 
terhadap 

pembangunan nasional 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

    pembangunan 
daerah 
  

  

    S. 1.1.3 Rata-rata 
capaian kinerja  
program prioritas 

pembangunan daerah 

  

      OC. 1.1.1 
Meningkatnya 

kualitas 
perencanaan 
pembangunan 

daerah 

  OC1.1.1 Persentase 
keselarasan RPJMD 

dengan RKPD  

PROG. 1.1 Program 
Perencanaan Penendalian 

dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah 

        OT.1.1.1.1 
Meningkatnya 

kesesuaian 
dokumen 
perencanaan 

pembangunan 
daerah dengan 
dokumen 

pendanaan 
daerah 

OT.1.1.1.1 Persentase 
kesesuaian dokumen 

perencanaan 
pembangunan daerah 
dengan dokumen 

pendanaan daerah 

KEG. 1.1 Penyusunan 
Perencanaan dan Pendanaan 

        Tersedianya 

dokumen 
perencanaan 
pembangunan 

daerah yang sinkron 
dengan dokumen 
kebijakan lainnya 

Jumlah Telaahan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

SUBKEG.1.1.1 Koordinasi 

Penelaahan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah dengan Dokumen 

Kebijakan Lainnya 

        Tersedianya 
dokumen 
perencanaan 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi yang 

SUBKEG.1.1.2 Koordinasi 
Penyusunan dan Penetapan 
Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

pembangunan 

daerah provinsi 

Ditetapkan 

(RPJPD/RPJMD/RKPD) 

   OC. 1.1.2 

Meningkatnya 
Kualitas 
pengendalian 
dan evaluasi 

pembangunan 
daerah 

  OC. 1.1.2 Rata-rata 

capaian kinerja 
program 

PROG. 1.1 Program 

Perencanaan Penendalian 
dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah 

        OT.1.1.2.1 
Meningkatnya 
koordinasi 

Perangkat 
Daerah 

OT.1.1.2.1 Persentase 
Ketersediaan data dan 
Informasi yang telah 

dianalisis untuk 
perencanaan 
pembangunan 

KEG. 1.2 Analisis Data dan 
Informasi Pemerintahan 
Daerah Bidang Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

        Tersedianya 
dokumen hasil 
analisis data untuk 

Penyusunan 
Kebijakan 
Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 
Analisis Data untuk 
Penyusunan Kebijakan 

Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Semua 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah) 

SUBKEG.1.2.1 Analisis Data dan 
Informasi Perencanaan  
Pembangunan Daerah 

        Terselenggaranya 
pembinaan 

pemanfaatan data 
dan informasi 
Perencanaan 

Pembangunan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Orang yang Dibina 
dalam Pemanfaatan Data 

dan Informasi 

SUBKEG.1.2.2 Pembinaan dan 
Pemanfaatan Data dan Informasi 

Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

        Tersusunnya profil 
Pembangunan 
Daerah Provinsi 

Jumlah Buku Profil 
Pembangunan Daerah yang 
Diterbitkan 

SUBKEG.1.2.3 Penyusunan Profil 
Pembangunan Daerah Provinsi 

        OT. 1.1.2.2 
Meningkatnya 
kesesuaian hasil 

evaluasi 
pembangunan 
dengan dokumen 

perencanaan 
pembangunan 
daerah  

OT. 1.1.2.2 Persentase 
Kesesuaian hasil 
evaluasi pembangunan 

dengan dokumen 
perencanaan 
pembangunan daerah 

KEG. 1.3 Pengendalian, 
Evaluasi dan Pelaporan 
Bidang Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

        Tersedianya 
Laporan Hasil 
Pengendalian 

Perencanaan dan 
Pelaksanaan 
Pembangunan 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengendalian Perencanaan 
dan Pelaksanaan 

Pembangunan 

SUBKEG. 1.3.1 Koordinasi 
Pengendalian Perencanaan dan 
Pelaksanaan Pembangunan 

Daerah di Provinsi 

        Tersedianya 
Laporan Hasil 
Evaluasi Kinerja 

Pembangunan 
Daerah  

Jumlah Laporan Hasil 
Evaluasi Kinerja 
Pembangunan Daerah 

SUBKEG. 1.3.2 Monitoring, 
Evaluasi dan Penyusunan Laporan 
Berkala Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah 

        Tersedianya 

Dokumen 
Perencanaan 
Pembangunan 

Kabupaten/ Kota 
yang difasilitasi/ 
dievaluasi 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 
Kabupaten/Kota yang 
Difasilitasi/Evaluasi 

SUBKEG. 1.3.3 Fasilitasi/ evaluasi 

dokumen perencanaan 
pembangunan daerah kabupaten/ 
kota 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

        OT. 1.1.2.3 
Meningkatnya 
pengelolaan data  

dalam sistem 
informasi 
pemerintahan 
Daerah Bidang  

Pembangunan 
daerah 

OT. 1.1.2.3 Persentase 
data yang dikelolah  
dalam sistem informasi 

pemerintahan Daerah 
Bidang Pembangunan 
daerah 

KEG. 1.4 Implementasi 
Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah di 

Bidang Pembangunan 
Daerah 

        Tersedianya Data 
pemerintahan 
daerah pada sistem 

informasi 
pemerintah daerah 

Jumlah Data dalam Sistem 
Informasi Pemerintahan 
Daerah di Bidang 

Pembangunan Daerah yang 
Dikelola 

SUBKEG. 1.4.1 Pengelolaan Data 
dalam Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah di Bidang 

Pembangunan Daerah 

      OC. 1.1.3 

Meningkatnya 
keselarasan 
perencanaan 

perangkat 
daerah terhadap 
prioritas 
pembangunan 

daerah 

  OC. 1.1.3 Persentase 

Keselarasan RKPD 
dengan Renja PD pada 
Bidang Pemerintahan 

dan Pembangunan 
Manusia  

PROG. 2 Program 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

        OC. 1.1.3 Persentase 

Keselarasan RKPD 
dengan Renja PD pada 
Bidang Perekonomian 

dan SDA 

  

        OC. 1.1.3 Persentase 
Keselarasan RKPD 

dengan Renja PD pada 
Bidang Infrastruktur 
dan Kewilayahan 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

        OT. 1.1.3.1 
Tersedianya 
Hasil Koordinasi 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
yang ditindak 

lanjuti PD 
Lingkup Bidang 
Pemerintahan 

dan 
Pembangunan 
Manusia 

OT. 1.1.3.1 Persentase 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan yang 
ditindak lanjuti PD 
lingkup Bidang 
Pemerintah dan 

Pembangunan Manusia 

KEG. 2.1 Koordinasi 
Perencanaan Bidang 
Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia 

        OT. 1.1.3.2 
Meningkatnya 
kesesuaian 

Renstra dan 
Renja dengan 
RPJMD dan 

RKPD Bidang 
Pemerintahan 
dan 

Pembangunan 
Manusia 

OT. 1.1.3.2 Persentase 
kesesuaian Renstra dan 
Renja dengan RPJMD 

dan RKPD Bidang 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

        OT. 1.1.3.3 
Tersedianya 
Hasil monitoring 

dan evaluasi yang 
ditindaklanjuti 
PD Bidang 
Pemerintahan 

dan 
Pembangunan 
Manusia 

OT. 1.1.3.3 Persentase 
hasil monitoring dan 
evaluasi yang 

ditindaklanjuti PD 
Bidang Pemerintahan 
dan Pembangunan 
Manusia 

  

        Tersedianya 
dokumen 

Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah yang 

dikoordinir 
penyusunannya 
(RPJPD, RPJMD, 

dan RKPD)  

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang 
Pemerintahan yang 
Dikoordinir 

Penyusunannya (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

SUBKEG. 2.1.1 Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang   
Pemerintahan 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

        Tersedianya 
laporan Monitoring 

dan Evaluasi 
penyusunan 
dokumen 

perencanaan 
pembangunan 
Perangkat daerah  

Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 

Pemerintahan 

SUBKEG. 2.1.2 Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 

Pemerintahan 

        Tersedianya 
Laporan Hasil 
Sinkronisasi 

Jumlah Laporan Hasil 
Sinkronisasi Renstra/Renja 

SUBKEG. 2.1.3 Koordinasi 
Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

Renstra/Renja 

Perangkat Daerah 
dengan 
RKPD/RPJMD 

Provinsi Sulawesi 
Selatan 

dengan RKPD/RPJMD pada 

Bidang Pemerintahan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Pemerintahan 

        Tersedianya 

dokumen 
Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah yang 
dikoordinir 
penyusunannya 

(RPJPD, RPJMD, 
dan RKPD)  

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

SUBKEG. 2.1.4 Koordinasi 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pembangunan 

Manusia (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

        Tersedianya 

laporan Monitoring 
dan Evaluasi 
penyusunan 

dokumen 
perencanaan 
pembangunan 

Perangkat daerah 

Jumlah Laporan Hasil 

Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

SUBKEG. 2.1.5 Pelaksanaan 

Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

        Tersedianya 
Laporan Hasil 

Sinkronisasi 
Renstra/Renja 
Perangkat Daerah 

dengan 
RKPD/RPJMD 

Jumlah Laporan Hasil 
Sinkronisasi Renstra/Renja 

dengan RKPD/RPJMD pada 
Bidang Pembangunan 
Manusia 

SUBKEG. 2.1.6 Koordinasi 
Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

Provinsi Sulawesi 

Selatan 

        OT. 1.1.3.4 

Tersedianya 
Hasil koordinasi 
penyusunan 
dokumen 

perencanaan 
yang 
ditindaklanjuti 

PD lingkup 
Bidang 
Perekonomian 

dan SDA 

OT. 1.1.3.4  Persentase 

hasil koordinasi 
penyusunan dokumen 
perencanaan yang 
ditindaklanjuti PD 

lingkup Bidang 
Perekonomian dan 
SDA 

KEG.2.2 Koordinasi 

Perencanaan Bidang 
Perekonomian dan SDA 
(Sumber Daya Alam) 

        OT. 1.1.3.5 
Meningkatnya 

kesesuaian 
Renstra dan 
Renja dengan 

RPJMD dan 
RKPD Bidang 
Perekonomian 

dan SDA 

OT. 1.1.3.5 Persentase 
kesesuaian Renstra dan 

Renja dengan RPJMD 
dan RKPD Bidang 
Perekonomian dan 

SDA 

  

        OT. 1.1.3.6 
Tersedianya 

Hasil monitoring 
dan evaluasi yang 
ditindaklanjuti 

PD Bidang 
Perekonomian 
dan SDA 

OT. 1.1.3.6  Persentase 
hasil monitoring dan 

evaluasi yang 
ditindaklanjuti PD 
Bidang Perekonomian 

dan SDA 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

        Tersedianya 
dokumen 
Perencanaan 

Pembangunan 
Daerah yang 
dikoordinir 
penyusunannya 

(RPJPD, RPJMD, 
dan RKPD 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang 

Perekonomian yang 
Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

SUBKEG. 2.2.1 Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Perekonomian 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

        Tersedianya 
laporan Monitoring 
dan Evaluasi 

penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 

Perangkat daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

SUBKEG. 2.2.2 Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

        Tersedianya 

Laporan Hasil 
Sinkronisasi 
Renstra/Renja 
Perangkat Daerah 

dengan 
RKPD/RPJMD 
Provinsi Sulawesi 

Selatan  

Jumlah Laporan Hasil 

Sinkronisasi Renstra/Renja 
dengan RKPD/RPJMD pada 
Bidang Perekonomian 

SUBKEG. 2.2.3 Koordinasi 

Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Perekonomian 

        Tersedianya 
dokumen 

Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah yang 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang SDA yang 
Dikoordinir 

SUBKEG. 2.2.4 Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang SDA (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

dikoordinir 

penyusunannya 
(RPJPD, RPJMD, 
dan RKPD  

Penyusunannya (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD) 

        Tersedianya 
laporan Monitoring 
dan Evaluasi 

penyusunan 
dokumen 
perencanaan 

pembangunan 
Perangkat daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
SDA 

SUBKEG. 2.2.5 Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang SDA 

        Tersedianya 
Laporan Hasil 
Sinkronisasi 
Renstra/Renja 

Perangkat Daerah 
dengan 
RKPD/RPJMD 

Provinsi Sulawesi 
Selatan  

Jumlah Laporan Hasil 
Sinkronisasi Renstra/Renja 
dengan RKPD/RPJMD pada 
Bidang SDA 

SUBKEG. 2.2.6 Koordinasi 
Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 

SDA 

        OT. 1.1.3.7 

Tersedianya 
Hasil koordinasi 
penyusunan 

dokumen 
perencanaan 
yang 

ditindaklanjuti 
PD lingkup 
Bidang 

OT. 1.1.3.7 Persentase 

hasil koordinasi 
penyusunan dokumen 
perencanaan yang 

ditindaklanjuti PD 
lingkup Bidang 
Infrastruktur dan 

Kewilayahan 

KEG. 2.3 Koordinasi 

Perencanaan Bidang 
Infrastruktur dan 
Kewilayahan 



 

P a g e  94 |  

 

Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

        OT. 1.1.3.8 

Meningkatnya 
kesesuaian 
Renstra dan 

Renja dengan 
RPJMD dan 
RKPD Bidang 

Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

OT.1.1.3.8 Persentase 

kesesuaian Renstra dan 
Renja dengan RPJMD 
dan RKPD Bidang 

Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

  

        OT. 1.1.3.9 

Tersedianya 
Hasil monitoring 
dan evaluasi yang 

ditindaklanjuti 
PD Bidang 
Infrastruktur dan 

Kewilayahan 

OT. 1.1.3.9 Persentase 

hasil monitoring dan 
evaluasi yang 
ditindaklanjuti PD 

Bidang Infrastruktur 
dan Kewilayahan 

  

        Tersedianya 
dokumen 

Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah yang 

dikoordinir 
penyusunannya 
(RPJPD, RPJMD, 
dan RKPD)  

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang 
Infrastruktur yang 
Dikoordinir 

Penyusunannya (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

SUBKEG. 2.3.1 Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Infrastruktur 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

        Tersedianya 
laporan Monitoring 

dan Evaluasi 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Monitoring 

dan Evaluasi Penyusunan 

SUBKEG. 2.3.2 Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

penyusunan 

dokumen 
perencanaan 
pembangunan 

Perangkat daerah 

Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Infrastruktur 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur 

        Tersedianya 
Laporan Hasil 

Sinkronisasi 
Renstra/Renja 
Perangkat Daerah 

dengan 
RKPD/RPJMD 
Provinsi Sulawesi 

Selatan 

Jumlah Laporan Hasil 
Sinkronisasi Renstra/Renja 

dengan RKPD/RPJMD pada 
Bidang Infrastruktur 

SUBKEG. 2.3.3 Koordinasi 
Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Infrastruktur 

        Tersedianya 
dokumen 

Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah yang 

dikoordinir 
penyusunannya 
(RPJPD, RPJMD, 

dan RKPD) 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang 
Kewilayahan yang 
Dikoordinir 

Penyusunannya (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

SUBKEG. 2.3.4 Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Kewilayahan 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

        Tersedianya 
laporan Monitoring 

dan Evaluasi 
penyusunan 
dokumen 

perencanaan 
pembangunan 
Perangkat daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Monitoring 

dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang 
Kewilayahan 

SUBKEG. 2.3.5 Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 

Kewilayahan 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

        Tersedianya 
Laporan Hasil 
Sinkronisasi 

Renstra/Renja 
Perangkat Daerah 
dengan 
RKPD/RPJMD 

Provinsi Sulawesi 
Selatan  

Jumlah Laporan Hasil 
Sinkronisasi Renstra/Renja 
dengan RKPD/RPJMD pada 

Bidang Kewilayahan 

SUBKEG. 2.3.6 Koordinasi 
Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 
Kewilayahan 

    S1.2  
Meningkatnya 
kuantitas dan 

kualitas inovasi 
mendukung 
kinerja 
pembangunan 

daerah 
  

    S1.2 .1 Persentase 
peningkatan inovasi 
daerah yang 

memenuhi kriteria 
penilaian inovasi 
tingkat nasional 

  

      OC1.2.1 
Meningkatnya 
hasil kelitbangan 
yang 

dimanfaatkan 
dalam 
pembangunan 

daerah 

  OC1.2.1 Persentase 
hasil litbang yang 
dimanfaatkan oleh 
Perangkat Daerah 

PROG. 3 Program Penelitian 
dan Pengembangan 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

        OT. 1.2.1.1 
Tersusunnya 
Laporan 

Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah Bidang 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan 
dan Pengkajian 
Peraturan 

OT. 1.2.1.1 Jumlah 
Laporan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

Bidang 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

KEG. 3.1 Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

        Tersedianya 
Laporan 

Pelaksanaan 
Fasilitasi, 
Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian 

dan Pengembangan 
Bidang 
Penyelenggaraan 

Otonomi Daerah 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Fasilitasi, 

Pelaksanaan dan Evaluasi 
Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Penyelenggaraan Otonomi 

Daerah 

SUBKEG. 3.1.1 Fasilitasi, 
Pelaksanaan dan Evaluasi 

Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan Otonomi 
Daerah 

        Tersedianya 
Laporan Hasil 

Pelaksanaan  
Fasilitasi, 
Pelaksanaan dan 

Evaluasi Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang 

Pemerintahan 
Umum 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan  

Fasilitasi, Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 

Pemerintahan Umum 

SUBKEG. 3.1.2 Fasilitasi, 
Pelaksanaan dan Evaluasi 

Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Pemerintahan Umum 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

        Tersedianya 
Laporan Hasil 
Pelaksanaan 

Fasilitasi dan 
Evaluasi 
Pelaksanaan 
Kegiatan Data dan  

Pengkajian 
Peraturan 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Fasilitasi dan 
Evaluasi Pelaksanaan 

Kegiatan Data dan  
Pengkajian Peraturan 

SUBKEG. 3.1.3 Fasilitasi dan 
evaluasi pelaksanaan kegiatan data 
dan pengkajian peraturan 

        OT. 1.2.1.2 
Tersusunnya 
Dokumen 

Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah Bidang 
Sosial dan 

Kependudukan 

OT1. 1.2.1.2 Jumlah 
Dokumen Penelitian 
dan Pengembangan 

Daerah Bidang Sosial 
dan Kependudukan 

KEG. 3.2 Penelitian dan 
Pengembangan Bidang Sosial 
dan kependudukan 

        Tersedianya 

dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang AspekAspek 

Sosial 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
AspekAspek Sosial 

SUBKEG. 3.2.1 Penelitian dan 

Pengembangan Aspek-aspek 
Sosial 

        Tersedianya 

dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pariwisata 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penelitian dan 
Pengembangan Pariwisata 

SUBKEG. 3.2.2 Penelitian dan 

pengembangan Pariwisata 

        Tersedianya 
dokumen Hasil 

Penelitian dan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan 

SUBKEG. 3.2.3 Penelitian dan 
pengembangan kesehatan 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

Pengembangan 

Kesehatan 

        OT. 1.2.1.3 

Tersusunnya 
Dokumen 
Penelitian dan 
Pengembangan 

Daerah Bidang 
Ekonomi dan 
Pembangunan 

OT. 1.2.1.3 Jumlah 

Dokumen Penelitian 
dan Pengembangan 
Daerah Bidang 
Ekonomi dan 

Pembangunan 

KEG. 3.3 Penelitian dan 

Pengembangan Bidang 
Ekonomi dan Pembangunan 

        Tersedianya 
dokumen Hasil 

Penelitian dan 
Pengembangan 
Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 

Pengembangan Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah 

SUBKEG. 3.3.1 Penelitian dan 
Pengembangan Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah 

        Tersedianya 
dokumen Hasil 

Penelitian dan 
Pengembangan 
Pertanian, 
Perkebunan dan 

Pangan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian, 
Perkebunan dan Pangan 

SUBKEG. 3.3.2 Penelitian dan 
Pengembangan, Pertanian, 

Perkebunan dan Pangan 
  

        Tersedianya 

dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kelautan dan 

Perikanan  

Jumlah Dokumen Hasil 

Penelitian dan 
Pengembangan Kelautan 
dan Perikanan 

SUBKEG. 3.3.3 Penelitian dan 

Pengembangan Kelautan dan 
Perikanan 

        Tersedianya 
dokumen Hasil 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 

SUBKEG. 3.3.4 Penelitian dan 
Pengembangan Lingkungan Hidup 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

Penelitian dan 

Pengembangan 
Lingkungan Hidup 

Pengembangan Lingkungan 

Hidup 

        Tersedianya 
dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 

Kehutanan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan 

SUBKEG. 4.3.5 Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan 

        Tersedianya 

dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 

Pekerjaan Umum 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penelitian dan 
Pengembangan Pekerjaan 
Umum 

SUBKEG. 4.3.6 Penelitian dan 

Pengembangan Pekerjaan Umum 

        Tersedianya 
dokumen Dokumen 

Hasil Penelitian dan 
Pengembangan 
Perhubungan  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 

Pengembangan 
Perhubungan 

SUBKEG. 3.3.7 Penelitian dan 
Pengembangan perhubungan 

      OC1.2.2 
Meningkatnya 
Perangkat 

daerah yang 
menghasilkan 
inovasi 

  OC1.2.2 Persentase 
Perangkat Daerah yang 
menghasilkan Inovasi 

dan Teknologi 

 PROG. 3 Program 
Penelitian dan 
Pengembangan 

        OT. 1.2.2.1 
Terpublikasinya 
inovasi daerah 

hasil inovasi dan 
pengembangan 
perangkat 

daerah 

OT. 1.2.2.1 Jumlah 
Perangkat Daerah yang 
mengembangkan 

inovasi dan teknologi 

KEG. 3.4 Pengembangan 
Inovasi dan Teknologi 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

        Tersedianya 
dokumen Hasil 
Penelitian, 

Pengembangan, dan 
Perekayasaan di 
Bidang Teknologi 
dan Inovasi  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian, Pengembangan, 
dan Perekayasaan di 

Bidang Teknologi dan 
Inovasi 

SUBKEG. 3.4.1 Penelitian, 
Pengembangan, dan Perekayasaan 
di Bidang Teknologi dan Inovasi 

        Tersedianya 
laporan Hasil 

Pelaksanaan Uji 
Coba dan 
Penerapan Rancang 

Bangun/Model 
Replikasi dan 
Invensi di Bidang 
Difusi Inovasi dan 

Penerapan 
Teknologi  

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Uji Coba dan 

Penerapan Rancang 
Bangun/Model Replikasi 
dan Invensi di Bidang 

Difusi Inovasi dan 
Penerapan Teknologi 

SUBKEG. 3.4.2 Uji Coba dan 
Penerapan Rancang 

Bangun/Model Replikasi dan 
Invensi di Bidang Difusi Inovasi 
dan Penerapan Teknologi 

        Tersedianya 
Laporan Hasil 
Pelaksanaan 
Diseminasi Jenis, 

Prosedur dan 
Metode 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan 
Daerah yang 
Bersifat Inovatif 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Diseminasi 
Jenis, Prosedur dan 
Metode Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang 
Bersifat Inovatif 

SUBKEG. 3.4.3 Diseminasi Jenis, 
Prosedur dan Metode 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah  yang Bersifat Inovatif 

        Tersedianya 
Laporan Hasil 
Penyelenggaraan 

Jumlah Laporan Hasil 
Penyelenggaraan Sosialisasi 

SUBKEG. 3.4.4 Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-Hasil 
Kelitbangan 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

Sosialisasi dan 

Diseminasi Hasil-
Hasil Kelitbangan 

dan Diseminasi Hasil-Hasil 

Kelitbangan 

        Tersedianya 
Laporan 
Pelaksanaan 
Fasilitasi Hak 

Kekayaan 
Intelektual 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Fasilitasi Hak 
Kekayaan Intelektual 

SUBKEG. 3.4.5 Fasilitasi Hak 
Kekayaan Intelektual 

    S1. 3 
Meningkatnya 
kualitas tata 

kelola dan 
kinerja urusan 
pembangunan, 
penelitian dan 

pengembangan 
daerah 

    S1.3 Nilai SAKIP 
Bappelitbangda 

  

      OC. 1.3.1 
Meningkatnya 
kualitas Layanan 
penunjang 

perangkat 
daerah 

  OC. 1.3.1 Persentase 
layanan penunjang 
perangkat daerah yang 
terpenuhi 

PROG.4 Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi  
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

        OT. 1.3.1.1 
Tersusunnya 
Dokumen 

perencanaan, 
penganggaran 
dan evaluasi 
kinerja 

perangkat 
daerah yang 
terselesaikan 

tepat waktu 

OT. 1.3.1.1 Persentase 
Penyelesaian dokumen 
perencanaan, 

penganggaran dan 
evaluasi kinerja 
perangkat daerah 
tepat waktu 

KEG. 4.1 Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

        Tersedianya 

Dokumen 
Perencanaan 
pembangunan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 
Daerah 

SUBKEG.4.1.1 Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 

        Tersedianya 
dokumen 

Penganggaran 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen DPA-SKPD 

SUBKEG.4.1.2 Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-SKPD 

        Tersedianya 

laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah  

Jumlah Laporan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

SUBKEG.4.1.3 Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah  

        OT. 1.3.1.2 
Tersusunnya 
Laporan 

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 

OT. 1.3.1.2 Persentase 
penyusunan laporan 
keuangan perangkat 

daerah yang 
diselesaikan 

KEG. 4.2 Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

Daerah tepat 
waktu 

        Terbayarkannya gaji 

dan tunjangan ASN
  

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

SUBKEG. 4.2.1 Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN 

        Tersedianya 

dokumen 
penatausahaan 
keuangan 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

SUBKEG. 4.2.2 Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD 

        Tersedianya 
Laporan keuangan 
SKPD  

Jumlah Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

SUBKEG. 4.2.3 Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 

        Tersedianya 
dokumen tindak 
lanjut bahan 

tanggapan 
pemeriksaan 

Jumlah Dokumen Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan 
dan Tindak Lanjut 

Pemeriksaan 

SUBKEG. 4.2.4 Pengelolaan dan 
Penyiapan Bahan Tanggapan 
Pemeriksaan 

        Tersedianya 

Laporan keuangan 
SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semes
teran SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semes
teran SKPD 

SUBKEG. 4.2.5 Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran  
SKPD 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

        OT. 1.3.1.3 
Tersusunnya 
daftar barang 

milik daerah 
hasil 
inventarisasi 
secara berkala 

OT. 1.3.1.3 Persentase 
Barang Milik Daerah 
yang dikelola dengan 

baik 

KEG. 4.3 Administrasi 
Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

        Tersusunnya daftar 
barang milik daerah 

hasil inventarisasi 
tahun berjalan 
  

Jumlah Rencana 
Kebutuhan Barang Milik 

Daerah SKPD 

SUBKEG. 4.3.1 Penyusunan 
Perencanaan Kebutuhan Barang 

Milik Daerah SKPD 

        Tersusunnya 
Laporan 
Rekonsiliasi dan 

Penyusunan 
Laporan Barang 
Milik Daerah pada 

SKPD secara tertib 
dan tepat waktu 

Jumlah Laporan 
Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah pada 
SKPD 

SUBKEG. 4.3.2 Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

        Tersusunnya 

Laporan 
Penatausahaan 
Barang Milik 

Daerah pada SKPD 
secara tertib dan 
tepat waktu 

Jumlah Laporan 

Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

SUBKEG. 4.3.3 Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD 

        OT. 1.3.1.4 
Tersedianya 
Layanan 

kepegawaian 

OT. 1.3.1.4 Persentase 
layanan kepegawaian 
perangkat daerah 

KEG. 4.4 Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

perangkat 
daerah secara 
tertib 

        Teraksananya 
pengadaan pakaian 
dinas ASN 

perangkat daerah 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapan  

SUBKEG. 4.4.1 Pengadaan 
Pakaian Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

        Terkelolanya data 
dan administrasi 

kepegawaian ASN 
dalam bentuk 
dokumen dan 

system informasi 
yang tertata rapi 

Jumlah Dokumen 
Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian 

SUBKEG. 4.4.2 Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian 

        Terlaksannya 

keikutsertaan 
pegawai pada 
kegiatan pendidikan 

dan pelatihan 
tingkat 
administrator dan 

pengawas 

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

SUBKEG. 4.4.3 Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai  Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

        Terlaksananya 
kegiatan bimbingan 

teknis bagi ASN 
perangkat daerah 
setiap 

triwulan/tahunan 
dalam rangka 
peningkatan 

kompetensi  

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-
Undangan 

SUBKEG. 4.4.4 Bimbingan Teknis 
Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

         OT. 1.3.1.5 
Terlaksananya 
Layanan 

administrasi 
umum kantor  

OT. 1.3.1.5 Persentase 
penyediaan layanan 
umum kantor  

KEG.4.5 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

        Tersedianya 

komponen instalasi 
listrik kantor 
seperti lampu, kabel 

dan perlengkapan 
pendukung lainnya 

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi Listrik Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

SUBKEG.4.5.1 Penyediaan 

Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

        Tersedianya 

peralatan dan 
perlengkapan 
kantor seperti alat 

dan bahan 
kebersihan kantor 
dan lainnya 

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

SUBKEG.4.5.2 Penyediaan 

Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

        Tersedianya Paket 
Bahan/Material 
kantor sesuai 

kebutuhan 

Jumlah Paket 
Bahan/Material yang 
Disediakan 

SUBKEG.4.5.3 Penyediaan 
Bahan/Material 

        Kunjungan tamu 
yang terfasilitasi 

dengan baik dan 
memadai 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

SUBKEG.4.5.4 Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

        Laporan 

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi  

tersedia dan 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

SUBKEG.4.5.5 Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 



 

P a g e  108 |  

 

Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

terdokumentasi 

dengan baik 

        Tersusunnya 

dokumen 
Penatausahaan arsip 
dinamis perangkat 
daerah secara tertib 

administrasi 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

SUBKEG.4.5.6 Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD 

        OT. 1.3.1.6 

Barang milik 
daerah tersedia 
sesuai kebutuhan 

dan 
peruntukannya 

OT. 1.3.1.6 Persentase 

Pengadaaan BMD  

KEG.4.6 Pengadaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

        Ketersediaan unit 

aset tak berwujud 
pada OPD 
terpenuhi sesuai 

rencana kebutuhan 

Jumlah Unit Aset Tak 

Berwujud yang Disediakan 

SUBKEG. 4.6.1 Pengadaan Aset 

Tak Berwujud  

        Ketersediaan 
gedung kantordan 

bangunan lainnya 
pada OPD 
terpenuhi sesuai 

rencana kebutuhan 

Jumlah Unit Gedung 
Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Disediakan 

SUBKEG. 4.6.2 Pengadaan 
Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

        Ketersediaan sarana 
prasarana gedung 

kantor pada OPD 
terpenuhi sesuai 
rencana kebutuhan 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 

SUBKEG. 4.6.3 Pengadaan Sarana 
dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

        OT. 1.3.1.7 
Tersedianya Jasa 
penunjang 

perangkat 
daerah sesuai 
kebutuhan 

OT. 1.3.1.7 Persentase 
penyediaan jasa 
penunjang perangkat 

daerah 

KEG. 4.7 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

        Tersedianya Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 

dan Listrik bagi 
perangkat daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang 
Disediakan 

SUBKEG. 4.7.1 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik 

        Tersedianya Jasa 

Pelayanan Umum 
Kantor bagi 
perangkat daerah 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor yang 
Disediakan 

SUBKEG. 4.7.2 Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

        OT. 1.3.1.8  
Barang milik 
daerah di OPD 

yang terpelihara 
sesuai standar 

OT. 1.3.1.8 Persentase 
terpeliharanya BMD 

KEG. 4.8 Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

        Kendaraan 

Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 

terpelihara dan 
terbayarkan 
pajaknya sesuai 

rencana 

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajaknya 

SUBKEG. 4.8.1 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 
dan Pajak Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

        Kendaraan dinas 
operasional 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan 

SUBKEG. 4.8.2 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya  

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan  
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Sasaran 
RPJMD yang 

relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

terpelihara dan 

pajaknya terbayar 

Dibayarkan Pajak  

dan Perizinannya 

Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan 

        Aset tak berwujud 

yang terpelihara 
dan berfungsi sesuai 
standar 

Jumlah Aset Tak Berwujud 

yang Dipelihara  

SUBKEG. 4.8.3 Pemeliharaan 

Aset Tak Berwujud  

        Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang terpelihara 

dan berfungsi sesuai 
standar 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang  
Dipelihara/Direhabilitasi 

SUBKEG. 4.8.4 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

        Sarana dan 

Prasarana Gedung 
Kantor yang 
terpelihara dan 

berfungsi sesuai 
standar 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan  
Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

SUBKEG. 4.8.5 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 
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Berdasarkan rumusan tujuan, sasaran, dan program diatas, selanjutnya disusun rencana target kinerja dan pendanaan indikatif dari tahun 

2025 hingga tahun akhir periode Renstra Tahun 2029, dan Tahun 2030 sebagai tahun transisi yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 4.2 

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2029 

(sesuai tabel 4.3 Inmendagri)  
Bidang Urusan/ 
Program/ 

Kegiatan/ 

Subkegiatan  

Outcome/Output Indikator 
Outcome/Output 

Baseline 
2024 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

URUSAN 
PENUNJANG 

                              
 

Program 

Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Provinsi  

Meningkatnya 

kualitas Layanan 
penunjang 

perangkat daerah 

Persentase layanan 

penunjang perangkat 
daerah yang terpenuhi 

100% 100% 33,962,047,159  100% 28,785,126,342  100% 31,654,776,695  100% 37,186,520,255  100% 38,333,175,432  100% 39,717,290,760  
 

Perencanaan, 

Penganggaran, 
dan Evaluasi 

Kinerja 
Perangkat 

Daerah 

Tersusunnya 

Dokumen 
perencanaan, 

penganggaran dan 
evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

yang terselesaikan 
tepat waktu 

Persentase Dokumen 

perencanaan, 
penganggaran dan 

evaluasi kinerja perangkat 
daerah yang tersusun 

tepat waktu 

100% 100%      138,960,650  100%        97,421,250  100%         

97,421,250  

100%         

97,421,250  

100%        97,421,250  100% 97,421,250  
 

Penyusunan 
Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Tersedianya Dokumen 
Perencanaan 

pembangunan 

Perangkat Daerah  

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 

Daerah 

2 dok 3 dok          20,344,000  2 dok          15,964,000  2 dok 15,964,000  2 dok  15,964,000  3 dok          15,964,000  2 dok 15,964,000  
 

Koordinasi dan 

Penyusunan DPA-
SKPD 

Tersedianya dokumen 

Penganggaran 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen DPA-SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen DPA-

SKPD 

5 dok 4 dok          40,913,600  4 dok          15,963,000  4 dok  15,963,000  4 dok  15,963,000  4 dok          15,963,000  4 dok 15,963,000  
 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah  

Tersedianya laporan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

8 lap 8 lap          77,703,050  8 lap          65,494,250  8 lap    65,494,250  8 lap  65,494,250  8 lap          65,494,250  8 lap 65,494,250  
 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 
Daerah 

Tersusunnya 

Laporan 

Administrasi 
Keuangan 

Perangkat Daerah 
tepat waktu 

Persentase Laporan 

keuangan perangkat 

daerah yang diselesaikan 

100% 100% 29,379,868,467  100% 23,636,366,273  100% 27,567,416,625  100% 33,099,160,185  100% 34,245,815,362  100% 34,680,120,080  
 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Terbayarkannya gaji 
dan tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

172 org/bln 240 org/ bln    29,292,606,967  240 org/ 
bln 

   23,587,866,573  240 org/ 
bln 

   27,518,916,925  240 org/ 
bln 

   33,050,660,485  240 org/ 
bln 

   34,197,315,662  240 org/ 
bln 

34,631,620,380  
 

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

Tersedianya dokumen 

penatausahaan 
keuangan 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD 

12 dok 12 dok            8,828,500  12 dok            3,028,500  12 dok            3,028,500  12 dok   3,028,500  12 dok            3,028,500  12 dok   3,028,500  
 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Tersedianya Laporan 
keuangan SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD 

2 lap 2 lap          23,593,650  2 lap            3,524,250  2 lap            3,524,250  2 lap   3,524,250  2 lap            3,524,250  2 lap  3,524,250  
 

Pengelolaan dan 

Penyiapan Bahan 

Tersedianya dokumen 

tindak lanjut bahan 

tanggapan pemeriksaan 

Jumlah Dokumen Bahan 

Tanggapan Pemeriksaan dan 

Tindak Lanjut Pemeriksaan 

2 dok 2 dok            8,128,950  2 dok            1,726,950  2 dok            1,726,950  2 dok  1,726,950  2 dok            1,726,950  2 dok 1,726,950  
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Bidang Urusan/ 

Program/ 
Kegiatan/ 

Subkegiatan  

Outcome/Output Indikator 

Outcome/Output 

Baseline 

2024 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

Tanggapan 

Pemeriksaan 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/Semeste

ran  
SKPD 

Tersedianya Laporan 

keuangan SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semester

an SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semester

an SKPD 

12 lap 12 lap          46,710,400  12 lap          40,220,000  12 lap        40,220,000  12 lap   40,220,000  12 lap          40,220,000  12 lap 40,220,000  
 

Administrasi 

Barang Milik 

Daerah pada 
Perangkat 

Daerah 

Tersusunnya daftar 

barang milik daerah 

hasil inventarisasi 
secara berkala  

Persentase Barang Milik 

daerah di OPD yang 

dikelola dengan baik 

100% 100%      31,169,900  100%          9,263,400  100%        9,263,400  100%       9,263,400  100%          9,263,400  100%   9,263,400  
 

Penyusunan 

Perencanaan 

Kebutuhan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Tersusunnya daftar 

barang milik daerah 

hasil inventarisasi tahun 
berjalan 

Jumlah Rencana Kebutuhan 

Barang Milik Daerah SKPD 

2 dok 2 dok            4,761,100  2 dok            2,388,600  2 dok            2,388,600  2 dok     2,388,600  2 dok            2,388,600  2 dok   2,388,600  
 

Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah 

pada SKPD 

Tersusunnya Laporan 
Rekonsiliasi dan 

Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah 
pada SKPD secara 

tertib dan tepat waktu 

Jumlah Laporan Rekonsiliasi 
dan Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah pada 

SKPD 

7 lap 6 lap          12,007,700  6 lap            2,939,200  6 lap            2,939,200  6 lap             
2,939,200  

6 lap            2,939,200  6 lap             
2,939,200  

 

Penatausahaan 

Barang Milik Daerah 

pada SKPD 

Tersusunnya Laporan 

Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada 
SKPD secara tertib dan 

tepat waktu 

Jumlah Laporan 

Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD 

3 lap 3 lap          14,401,100  3 lap            3,935,600  3 lap            3,935,600  3 lap             

3,935,600  

3 lap            3,935,600  3 lap             

3,935,600  

 

Administrasi 

Kepegawaian 
Perangkat 

Daerah 

Tersedianya 

Layanan 
kepegawaian 

perangkat daerah 

secara tertib 

Persentase Layanan 

kepegawaian perangkat 
daerah yang terpenuhi 

100% 100%         

54,950,700  

100%        55,133,900  100%           

5,133,900  

100%           

5,133,900  

100%          5,133,900  100%        

205,833,900  

 

Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta 
Atribut 

Kelengkapannya 

Teraksananya 

pengadaan pakaian 
dinas ASN perangkat 

daerah 

Jumlah Paket Pakaian Dinas 

Beserta Atribut Kelengkapan  

- -                      -    240 paket          50,000,000  -                      -    -                       -    -                      -    240 paket          

200,700,000  

 

Pendataan dan 
Pengolahan 

Administrasi 
Kepegawaian 

Terkelolanya data dan 
administrasi 

kepegawaian ASN 
dalam bentuk dokumen 

dan system informasi 

yang tertata rapi 

Jumlah Dokumen Pendataan 
dan Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian 

190 dok 240 dok          16,294,800  240 dok            2,406,300  240 dok            2,406,300  240 dok             
2,406,300  

240 dok            2,406,300  240 dok             
2,406,300  

 

Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi 

Terlaksannya 

keikutsertaan pegawai 
pada kegiatan 

pendidikan dan 

pelatihan tingkat 
administrator dan 

pengawas 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan 

1 org 1 orang          24,784,500  1 orang              791,800  1 orang               

791,800  

1 orang               

791,800  

1 orang              791,800  1 orang               

791,800  

 

Terlaksananya 

kegiatan bimbingan 
teknis bagi ASN 

perangkat daerah 

setiap 
triwulan/tahunan 

dalam rangka 
peningkatan 

kompetensi 

Terlaksananya kegiatan 

bimbingan teknis bagi 
ASN perangkat daerah 

setiap triwulan/tahunan 

dalam rangka 
peningkatan 

kompetensi 

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Bimbingan Teknis 
Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan 

190 org 190 orang          13,871,400  240 orang            1,935,800  240 orang            1,935,800  240 orang             

1,935,800  

240 orang            1,935,800  240 orang             

1,935,800  

 

Administrasi 
Umum 

Perangkat 
Daerah 

Terlaksananya 
Layanan 

administrasi umum 
kantor  

 Persentase Layanan 
umum kantor yang 

tersedia 

100% 100%       
943,477,850  

100%    
1,148,232,900  

100%       
798,232,900  

100%        
798,232,900  

100%       
798,232,900  

100%        
845,932,900  

 

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Tersedianya komponen 

instalasi listrik kantor 

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi Listrik Penerangan 

15 paket 12 paket          26,633,800  12 paket          20,487,900  12 paket           

20,487,900  

12 paket           

20,487,900  

12 paket          20,487,900  12 paket           

20,487,900  
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Bidang Urusan/ 

Program/ 
Kegiatan/ 

Subkegiatan  

Outcome/Output Indikator 

Outcome/Output 

Baseline 

2024 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

seperti lampu, kabel 

dan perlengkapan 
pendukung lainnya 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan 

Penyediaan 

Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor 

Tersedianya peralatan 

dan perlengkapan 
kantor seperti alat dan 

bahan kebersihan 
kantor dan lainnya 

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

15 paket 12 paket          53,291,750  12 paket          25,077,000  12 paket           

25,077,000  

12 paket           

25,077,000  

12 paket          25,077,000  12 paket           

25,077,000  

 

Penyediaan 
Bahan/Material 

Tersedianya Paket 
Bahan/Material kantor 

sesuai kebutuhan 

Jumlah Paket Bahan/Material 
yang Disediakan 

2 paket 1 paket          15,159,600  1 paket          50,000,000  -                      -    -                       -    -                      -    1 paket           
47,700,000  

 

Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Kunjungan tamu yang 
terfasilitasi dengan baik 

dan memadai 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

17 lap 12 lap          73,927,000  12 lap          55,189,800  12 lap           
55,189,800  

12 lap           
55,189,800  

12 lap          55,189,800  12 lap           
55,189,800  

 

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 
SKPD 

Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 
Konsultasi tersedia dan 

terdokumentasi dengan 
baik 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

79 lap 50 lap         
751,557,800  

75 lap        993,992,200  50 lap         
683,992,200  

50 lap         
683,992,200  

50 lap        683,992,200  50 lap          
693,992,200  

 

Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 

Tersusunnya dokumen 

Penatausahaan arsip 
dinamis perangkat 

daerah secara tertib 
administrasi 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan Arsip Dinamis 
pada SKPD 

12 dok 12 dok          22,907,900  12 dok            3,486,000  12 dok            3,486,000  12 dok             

3,486,000  

12 dok            3,486,000  12 dok             

3,486,000  

 

Pengadaan 

Barang Milik 
Daerah 

Penunjang 
Urusan 

Pemerintah 
Daerah 

Barang milik daerah 

tersedia sesuai 
kebutuhan dan 

peruntukannya 

Persentase Barang milik 

daerah di OPD yang 
tersedia 

100% 100%         

14,048,600  

100%       

200,000,000  

100%                     

10.000.000    

100%                       

10.000.000     

100%                 

10.000.000    

100.00%        

701,410,610  

 

Pengadaan Aset Tak 

Berwujud  

Ketersediaan unit aset 

tak berwujud pada 
OPD terpenuhi sesuai 

rencana kebutuhan 

Jumlah Unit Aset Tak 

Berwujud yang Disediakan 

2 unit -                      -    1 unit        100,000,000  -                      -    -                       -    -                      -    2 unit           

98,228,610  

 

Pengadaan Gedung 
Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Ketersediaan gedung 
kantordan bangunan 

lainnya pada OPD 
terpenuhi sesuai 

rencana kebutuhan 

Jumlah Unit Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 

Disediakan 

- -                      -    -                      -    -                      -     -                        -    -                      -    1 unit          
505,050,000  

 

Pengadaan Sarana 

dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Ketersediaan sarana 

prasarana gedung 

kantor pada OPD 
terpenuhi sesuai 

rencana kebutuhan 

Jumlah Unit Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

4 unit 1 unit          14,048,600  1 unit        100,000,000  1 unit        10,000,000  1 unit        10,000,000  1 unit        10,000,000  8 unit           

98,132,000  

 

Penyediaan Jasa 

Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

Tersedianya Jasa 

penunjang 

perangkat daerah 
sesuai kebutuhan 

Persentase Jasa 

penunjang perangkat 

daerah yang tersedia 

100% 100%    

2,911,026,586  

100%    

2,864,193,170  

100%     

2,864,193,170  

100%     

2,864,193,170  

100%    

2,864,193,170  

100%     

2,864,193,170  

 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Tersedianya Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 
bagi perangkat daerah 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

12 lap 12 lap          12,271,716  12 lap          11,552,000  12 lap           

11,552,000  

12 lap           

11,552,000  

12 lap          11,552,000  12 lap           

11,552,000  

 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 

Kantor 

Tersedianya Jasa 
Pelayanan Umum 

Kantor bagi perangkat 

daerah 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan 

12 lap 12 lap      
2,898,754,870  

12 lap      
2,852,641,170  

12 lap       
2,852,641,170  

12 lap       
2,852,641,170  

12 lap      
2,852,641,170  

12 lap       
2,852,641,170  

 

Pemeliharaan 

Barang Milik 
Daerah 

Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Barang milik daerah 

di OPD yang 
terpelihara sesuai 

standar 

Persentase Barang milik 

daerah di OPD yang 
terpelihara 

100% 100%       

488,544,406  

100%       

774,515,449  

100%       

313,115,450  

100%        

313,115,450  

100%       

313,115,450  

100%        

313,115,450  
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Bidang Urusan/ 

Program/ 
Kegiatan/ 

Subkegiatan  

Outcome/Output Indikator 

Outcome/Output 

Baseline 

2024 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Kendaraan dinas 

jabatan terpelihara dan 
pajaknya terbayar 

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajaknya 

25 unit 19 unit          89,515,450  19 unit        189,515,450  19 unit           

89,515,450  

19 unit           

89,515,450  

19 unit          89,515,450  19 unit           

89,515,450  

 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya  
Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan  

Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan 

Kendaraan dinas 

operasional terpelihara 
dan pajaknya terbayar 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajak  

dan Perizinannya 

7 unit 7 unit            7,874,000  7 unit            5,100,000  7 unit            5,100,000  7 unit             

5,100,000  

7 unit            5,100,000  7 unit             

5,100,000  

 

Pemeliharaan Aset 

Tak Berwujud  

Aset tak berwujud yang 

terpelihara dan 
berfungsi sesuai standar 

Jumlah Aset Tak Berwujud 

yang Dipelihara  

2 unit 3 unit          61,817,000  3 unit          57,000,000  3 unit           

57,000,000  

3 unit           

57,000,000  

3 unit          57,000,000  3 unit           

57,000,000  

 

Pemeliharaan/Rehab

ilitasi Gedung 
Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 
terpelihara dan 

berfungsi sesuai standar 

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang  
Dipelihara/Direhabilitasi 

2 unit 2 unit          26,769,500  2 unit        382,299,999  2 unit           

20,900,000  

2 unit           

20,900,000  

2 unit          20,900,000  2 unit           

20,900,000  

 

Pemeliharaan/Rehab
ilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung 
Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor yang 

terpelihara dan 
berfungsi sesuai standar 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 

Bangunan  
Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

15 unit 10 unit         
302,568,456  

10 unit        140,600,000  10 unit         
140,600,000  

10 unit         
140,600,000  

10 unit        140,600,000  10 unit          
140,600,000  

 

URUSAN 
PERENCANAAN 

                              
 

Program 
Perencanaan 

Pengendalian dan 
Evaluasi 

Pembangunan 

Daerah 

Meningkatnya 
Kualitas 

perencanaan 
pembangunan 

daerah 

Persentase keselarasan 
RPJMD dengan RKPD  

100% 100%    
5,717,190,782  

100%    
2,804,524,814  

100%     
2,804,524,814  

100%     
2,804,524,814  

100%    
2,804,524,814  

100%     
2,804,524,814  

 

Meningkatnya 
Kualitas 

pengendalian dan 
evaluasi 

pembangunan 

daerah 

 

Rata-rata capaian kinerja 
program 

94.11% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 
 

Penyusunan 

Perencanaan dan 
Pendanaan 

Meningkatnya 

kesesuaian 
dokumen hasil 

evaluasi 

pembangunan 
dengan dokumen 

perencanaan 
pembangunan 

daerah 

Persentase Kesesuaian 

Dokumen evaluasi 
pembangunan daerah 

dengan Dokumen 

Perencanaan dan 
pendanaan Pembangunan 

Daerah 

100% 100%       

591,951,482  

100%       

500,000,000  

100%       

500,000,000  

100%        

500,000,000  

100%       

500,000,000  

100%        

500,000,000  

 

Koordinasi 
Penelaahan 

Dokumen 
Perencanaan 

Pembangunan 
Daerah dengan 

Dokumen Kebijakan 

Lainnya 

Tersedianya dokumen 
perencanaan 

pembangunan daerah 
yang sinkron dengan 

dokumen kebijakan 
lainnya 

Jumlah Telaahan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

1 dok 1 dok          26,938,750  1 dok        100,000,000  1 dok         
100,000,000  

1 dok         
100,000,000  

1 dok        100,000,000  1 dok          
100,000,000  

 

Koordinasi 

Penyusunan dan 
Penetapan 

Dokumen 

Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah Provinsi 

Tersedianya dokumen 

perencanaan 
pembangunan daerah 

provinsi 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi yang 

Ditetapkan 

(RPJPD/RPJMD/RKPD) 

3 dok 3 dok         

565,012,732  

 2 dok         400,000,000   2 dok          

400,000,000  

 2 dok          

400,000,000  

 2 dok         400,000,000   2 dok           

400,000,000  

 

Analisis Data dan 

Informasi 

Tersedianya data 

dan Informasi yang 

Persentase Ketersediaan 

data dan Informasi yang 

100% 100%       

259,272,300  

100%        40,000,000  100%         

40,000,000  

100%         

40,000,000  

100%        40,000,000  100%          

40,000,000  
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Bidang Urusan/ 

Program/ 
Kegiatan/ 

Subkegiatan  

Outcome/Output Indikator 

Outcome/Output 

Baseline 

2024 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

Pemerintahan 

Daerah Bidang 
Perencanaan 

Pembangunan 
Daerah 

telah dianalisis 

untuk perencanaan 
pembangunan 

telah dianalisis untuk 

perencanaan 
pembangunan 

Analisis Data dan 

Informasi 
Perencanaan  

Pembangunan 
Daerah 

Tersedianya dokumen 

hasil analisis data untuk 
Penyusunan Kebijakan 

Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 

Analisis Data untuk 
Penyusunan Kebijakan 

Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Semua Perencanaan 

Pembangunan Daerah) 

2 dok 2 dok            9,271,950  2 dok          20,000,000  2 dok           

20,000,000  

2 dok           

20,000,000  

2 dok          20,000,000  2 dok           

20,000,000  

 

Pembinaan dan 
Pemanfaatan Data 

dan Informasi 
Perencanaan 

Pembangunan 
Perangkat Daerah 

Terselenggaranya 
pembinaan 

pemanfaatan data dan 
informasi Perencanaan 

Pembangunan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Orang yang Dibina 
dalam Pemanfaatan Data dan 

Informasi 

- 60 orang         
250,000,350  

60 orang          20,000,000  60 orang           
20,000,000  

60 orang           
20,000,000  

60 orang          20,000,000  60 orang           
20,000,000  

 

Penyusunan Profil 

Pembangunan 
Daerah Provinsi 

Tersusunnya profil 

Pembangunan Daerah 
Provinsi 

Jumlah Buku Profil 

Pembangunan Daerah yang 
Diterbitkan 

- -                      -    -                      -    -                      -    -                       -    -                      -    0                       -    
 

Pengendalian, 

Evaluasi dan 
Pelaporan Bidang 

Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah 

Meningkatnya 

kesesuaian hasil 
evaluasi 

pembangunan 
dengan dokumen 

perencanaan 
pembangunan 

daerah 

Persentase Kesesuaian 

hasil evaluasi 
pembangunan dengan 

dokumen perencanaan 
pembangunan daerah 

100% 100%    

4,865,967,000  

100%    

2,264,524,814  

100%     

2,214,524,814  

100%     

2,214,524,814  

100%    

2,214,524,814  

100%     

2,214,524,814  

 

Koordinasi 
Pengendalian 

Perencanaan dan 
Pelaksanaan 

Pembangunan 

Daerah di Provinsi 

Tersedianya Laporan 
Hasil Pengendalian 

Perencanaan dan 
Pelaksanaan 

Pembangunan 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengendalian Perencanaan 

dan Pelaksanaan 
Pembangunan 

2 lap 2 lap      
4,727,863,900  

2 lap      
2,014,524,814  

2 lap       
2,014,524,814  

2 lap       
2,014,524,814  

2 lap      
2,014,524,814  

2 lap       
2,014,524,814  

 

Monitoring, Evaluasi 

dan Penyusunan 
Laporan Berkala 

Pelaksanaan 
Pembangunan 

Daerah 

Tersedianya Laporan 

Hasil Evaluasi Kinerja 
Pembangunan Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 

Kinerja Pembangunan Daerah 

4 lap 4 lap          54,046,900  4 lap        150,000,000  4 lap         

100,000,000  

4 lap         

100,000,000  

4 lap        100,000,000  4 lap          

100,000,000  

 

Fasilitasi/ evaluasi 
dokumen 

perencanaan 
pembangunan 

daerah kabupaten/ 

kota 

Tersedianya Dokumen 
Perencanaan 

Pembangunan 
Kabupaten/ Kota yang 

difasilitasi/ dievaluasi 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 

Kabupaten/ Kota yang 
Difasilitasi/Evaluasi 

72 dok 72 dok          84,056,200  48 dok        100,000,000  48 dok         
100,000,000  

48 dok         
100,000,000  

48 dok        100,000,000  48 dok          
100,000,000  

 

Implementasi 

Sistem Informasi 
Pemerintahan 

Daerah di Bidang 

Pembangunan 
Daerah 

Meningkatnya 

pengelolaan data  
dalam sistem 

informasi 

pemerintahan 
Daerah Bidang  

Pembangunan 
Daerah 

Persentase data yang 

dikelola  
dalam sistem informasi 

pemerintahan Daerah 

Bidang Pembangunan 
Daerah 

100% 0%                      -    0%                      -    100%         

50,000,000  

100%         

50,000,000  

100%        50,000,000  100%          

50,000,000  

 

Pengelolaan Data 

dalam Sistem 
Informasi 

Pemerintahan 
Daerah di Bidang 

Pembangunan 
Daerah 

Tersedianya Data 

pemerintahan daerah 
pada sistem informasi 

pemerintah daerah 

Jumlah Data dalam Sistem 

Informasi Pemerintahan 
Daerah di Bidang 

Pembangunan Daerah yang 
Dikelola 

- -                      -    -                      -    1 dok           

50,000,000  

1 dok           

50,000,000  

1 dok          50,000,000  1 dok           

50,000,000  

 

Program 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Perencanaan 

Meningkatnya 

keselarasan 
perencanaan 

perangkat daerah 
terhadap prioritas 

Persentase Keselarasan 

RKPD dengan Renja PD 
pada Bidang 

Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia  

- 100%       

605,659,250  

100%    

3,830,300,000  

100%     

3,830,300,000  

100%     

3,830,300,000  

100%    

3,830,300,000  

100%     

3,830,300,000  
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Bidang Urusan/ 

Program/ 
Kegiatan/ 

Subkegiatan  

Outcome/Output Indikator 

Outcome/Output 

Baseline 

2024 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

Pembangunan 

Daerah 

pembangunan 

daerah 

Persentase Keselarasan 

RKPD dengan Renja PD 
pada Bidang 

Perekonomian dan SDA 

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Persentase Keselarasan 
RKPD dengan Renja PD 

pada Bidang Infrastruktur 
dan Kewilayahan 

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Koordinasi 
Perencanaan 

Bidang 

Pemerintahan 
dan 

Pembangunan 
Manusia 

Tersedianya Hasil 
Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 
Perencanaan yang 

ditindak lanjuti PD 
Lingkup Bidang 

Pemerintah dan 
Pembangunan 

Manusia 

Persentase Hasil 
Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

yang ditindak lanjuti PD 
lingkup Bidang 

Pemerintah dan 
Pembangunan Manusia 

100% 100%       
207,673,350  

100%    
1,264,300,000  

100%     
1,289,685,950  

100%     
1,289,685,950  

100%    
1,289,685,950  

100%     
1,289,685,950  

 

Meningkatnya 
kesesuaian renstra 

dan renja dengan 
RPJMD dan RKPD 

Bidang 

Pemerintahan dan 
Pembangunan 

Manusia 

Persentase kesesuaian 
renstra dan renja dengan 

RPJMD dan RKPD Bidang 
Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Tersedianya Hasil 

monitoring dan 

evaluasi yang 
ditindaklanjuti PD 

Bidang 
Pemerintahan dan 

Pembangunan 
Manusia 

Persentase hasil 

monitoring dan evaluasi 

yang ditindaklanjuti PD 
Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Koordinasi 

Penyusunan 
Dokumen 

Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah Bidang   

Pemerintahan 
(RPJPD, RPJMD dan 

RKPD) 

Tersedianya dokumen 

Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

yang dikoordinir 
penyusunannya (RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD) 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pemerintahan 

yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD) 

1 dok 1 dok          36,487,000  1 dok        145,000,000  1 dok         

232,695,000  

1 dok         

232,695,000  

1 dok        232,695,000  1 dok          

232,695,000  

 

Pelaksanaan 

Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan 
Dokumen 

Perencanaan 
Pembangunan 

Perangkat Daerah 
Bidang 

Pemerintahan 

Tersedianya laporan 

Monitoring dan Evaluasi 

penyusunan dokumen 
perencanaan 

pembangunan 
Perangkat daerah 

Jumlah Laporan Hasil 

Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan 

2 lap 2 lap          17,166,350  2 lap        131,300,000  2 lap         

114,804,350  

2 lap         

114,804,350  

2 lap        114,804,350  2 lap          

114,804,350  

 

Koordinasi 
Pelaksanaan 

Sinergitas dan 
Harmonisasi 

Perencanaan 

Pembangunan 
Daerah Bidang 

Pemerintahan 

Tersedianya Laporan 
Hasil Sinkronisasi 

Renstra/Renja 
Perangkat Daerah 

dengan RKPD/RPJMD 

Provinsi Sulawesi 
Selatan 

Jumlah Laporan Hasil 
Sinkronisasi Renstra/Renja 

dengan RKPD/RPJMD pada 
Bidang Pemerintahan 

1 lap 1 lap          12,190,000  1 lap        215,000,000  1 lap         
255,040,000  

1 lap         
255,040,000  

1 lap        255,040,000  1 lap          
255,040,000  

 

Koordinasi 

Penyusunan 
Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 
Daerah Bidang   

Tersedianya dokumen 

Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

yang dikoordinir 

penyusunannya (RPJPD, 
RPJMD, dan RKPD) 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pembangunan 

Manusia yang Dikoordinir 

Penyusunannya (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

1 dok 1 dok         

106,502,600  

1 dok        223,000,000  1 dok         

303,622,600  

1 dok         

303,622,600  

1 dok        303,622,600  1 dok          

303,622,600  
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Bidang Urusan/ 

Program/ 
Kegiatan/ 

Subkegiatan  

Outcome/Output Indikator 

Outcome/Output 

Baseline 

2024 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

Pembangunan 

Manusia (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

Pelaksanaan 

Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan 

Dokumen 
Perencanaan 

Pembangunan 
Perangkat Daerah 

Bidang 

Pembangunan 
Manusia 

Tersedianya laporan 

Monitoring dan Evaluasi 
penyusunan dokumen 

perencanaan 
pembangunan 

Perangkat daerah 

Jumlah Laporan Hasil 

Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia 

2 lap 2 lap          17,649,000  2 lap        250,000,000  2 lap         

120,564,000  

2 lap         

120,564,000  

2 lap        120,564,000  2 lap          

120,564,000  

 

Koordinasi 
Pelaksanaan 

Sinergitas dan 
Harmonisasi 

Perencanaan 

Pembangunan 
Daerah Bidang 

Pembangunan 
Manusia 

Tersedianya Laporan 
Hasil Sinkronisasi 

Renstra/Renja 
Perangkat Daerah 

dengan RKPD/RPJMD 

Provinsi Sulawesi 
Selatan 

Jumlah Laporan Hasil 
Sinkronisasi Renstra/Renja 

dengan RKPD/RPJMD pada 
Bidang Pembangunan Manusia 

1 lap 1 lap          17,678,400  1 lap        300,000,000  1 lap         
262,960,000  

1 lap         
262,960,000  

1 lap        262,960,000  1 lap          
262,960,000  

 

Koordinasi 

Perencanaan 
Bidang 

Perekonomian 
dan SDA 

(Sumber Daya 
Alam) 

Tersedianya Hasil 

koordinasi 
penyusunan 

dokumen 
perencanaan yang 

ditindaklanjuti PD 
lingkup Bidang 

Perekonomian dan 

SDA 

Persentase hasil 

koordinasi penyusunan 
dokumen perencanaan 

yang ditindaklanjuti PD 
lingkup Bidang 

Perekonomian dan SDA 

100% 100%       

214,044,250  

100%    

1,263,000,000  

100%     

1,291,728,600  

100%     

1,291,728,600  

100%    

1,291,728,600  

100%     

1,291,728,600  

 

Meningkatnya 

kesesuaian renstra 
dan renja dengan 

RPJMD dan RKPD 

Bidang 
Perekonomian dan 

SDA 

Persentase kesesuaian 

renstra dan renja dengan 
RPJMD dan RKPD Bidang 

Perekonomian dan SDA 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Tersedianya Hasil 

monitoring dan 

evaluasi yang 
ditindaklanjuti PD 

Bidang 
Perekonomian dan 

SDA 

Persentase hasil 

monitoring dan evaluasi 

yang ditindaklanjuti PD 
Bidang Perekonomian 

dan SDA 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Koordinasi 
Penyusunan 

Dokumen 
Perencanaan 

Pembangunan 
Daerah Bidang 

Perekonomian 

(RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

Tersedianya dokumen 
Perencanaan 

Pembangunan Daerah 
yang dikoordinir 

penyusunannya (RPJPD, 
RPJMD, dan RKPD 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Perekonomian 
yang Dikoordinir 

Penyusunannya (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

1 dok 1 dok          45,612,450  1 dok        145,000,000  1 dok         
240,726,950  

1 dok         
240,726,950  

1 dok        240,726,950  1 dok          
240,726,950  

 

Pelaksanaan 
Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan 

Dokumen 
Perencanaan 

Pembangunan 
Perangkat Daerah 

Bidang 
Perekonomian 

Tersedianya laporan 
Monitoring dan Evaluasi 

penyusunan dokumen 

perencanaan 
pembangunan 

Perangkat daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 

Perekonomian 

2 lap 2 lap          17,752,550  2 lap        130,000,000  2 lap         
121,423,250  

2 lap         
121,423,250  

2 lap        121,423,250  2 lap          
121,423,250  

 

Koordinasi 

Pelaksanaan 
Sinergitas dan 

Tersedianya Laporan 

Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja 

Jumlah Laporan Hasil 

Sinkronisasi Renstra/Renja 

1 lap 1 lap          84,960,600  1 lap        215,000,000  1 lap         

324,388,800  

1 lap         

324,388,800  

1 lap        324,388,800  1 lap          

324,388,800  

 



 

118 

 

Bidang Urusan/ 

Program/ 
Kegiatan/ 

Subkegiatan  

Outcome/Output Indikator 

Outcome/Output 

Baseline 

2024 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

Harmonisasi 

Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah Bidang 
Perekonomian 

Perangkat Daerah 

dengan RKPD/RPJMD 
Provinsi Sulawesi 

Selatan 

dengan RKPD/RPJMD pada 

Bidang Perekonomian 

Koordinasi 

Penyusunan 
Dokumen 

Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah Bidang SDA 

(RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

Tersedianya dokumen 

Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

yang dikoordinir 
penyusunannya (RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang SDA yang 

Dikoordinir Penyusunannya 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

1 dok 1 dok          20,012,700  1 dok        223,000,000  1 dok         

206,475,700  

1 dok         

206,475,700  

1 dok        206,475,700  1 dok          

206,475,700  

 

Pelaksanaan 
Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan 
Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 
Perangkat Daerah 

Bidang SDA 

Tersedianya laporan 
Monitoring dan Evaluasi 

penyusunan dokumen 
perencanaan 

pembangunan 

Perangkat daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

SDA 

2 lap 2 lap          11,781,800  2 lap        250,000,000  2 lap         
121,638,100  

2 lap         
121,638,100  

2 lap        121,638,100  2 lap          
121,638,100  

 

Koordinasi 

Pelaksanaan 

Sinergitas dan 
Harmonisasi 

Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah Bidang SDA 

Tersedianya Laporan 

Hasil Sinkronisasi 

Renstra/Renja 
Perangkat Daerah 

dengan RKPD/RPJMD 
Provinsi Sulawesi 

Selatan 

Jumlah Laporan Hasil 

Sinkronisasi Renstra/Renja 

dengan RKPD/RPJMD pada 
Bidang SDA 

1 lap 1 lap          33,924,150  1 lap        300,000,000  1 lap         

277,075,800  

1 lap         

277,075,800  

1 lap        277,075,800  1 lap          

277,075,800  

 

Koordinasi 
Perencanaan 

Bidang 
Infrastruktur dan 

Kewilayahan 

Tersedianya Hasil 
koordinasi 

penyusunan 
dokumen 

perencanaan yang 
ditindaklanjuti PD 

lingkup Bidang 

Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

Persentase hasil 
koordinasi penyusunan 

dokumen perencanaan 
yang ditindaklanjuti PD 

lingkup Bidang 
Infrastruktur dan 

Kewilayahan 

100% 100%       
183,941,650  

100%    
1,303,000,000  

100%     
1,248,885,450  

100%     
1,248,885,450  

100%    
1,248,885,450  

100%     
1,248,885,450  

 

Meningkatnya 
kesesuaian renstra 

dan renja dengan 

RPJMD dan RKPD 
Bidang Infrastruktur 

dan Kewilayahan 

Persentase kesesuaian 
renstra dan renja dengan 

RPJMD dan RKPD Bidang 

Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Tersedianya Hasil 

monitoring dan 

evaluasi yang 
ditindaklanjuti PD 

Bidang Infrastruktur 
dan Kewilayahan 

Persentase hasil 

monitoring dan evaluasi 

yang ditindaklanjuti PD 
idang Infrastruktur dan 

Kewilayahan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Koordinasi 
Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah Bidang 
Infrastruktur 

(RPJPD, RPJMD dan 

RKPD) 

Tersedianya dokumen 
Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

yang dikoordinir 
penyusunannya (RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD) 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Infrastruktur 

yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD) 

1 dok 1 dok          16,005,550  1 dok        145,000,000  1 dok         
204,475,250  

1 dok         
204,475,250  

1 dok        204,475,250  1 dok          
204,475,250  

 

Pelaksanaan 

Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan 

Dokumen 
Perencanaan 

Pembangunan 

Perangkat Daerah 
Bidang Infrastruktur 

Tersedianya laporan 

Monitoring dan Evaluasi 
penyusunan dokumen 

perencanaan 
pembangunan 

Perangkat daerah 

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Infrastruktur 

2 lap 2 lap          17,047,900  2 lap        130,000,000  2 lap         

124,871,400  

2 lap         

124,871,400  

2 lap        124,871,400  2 lap          

124,871,400  
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Bidang Urusan/ 

Program/ 
Kegiatan/ 

Subkegiatan  

Outcome/Output Indikator 

Outcome/Output 

Baseline 

2024 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

Koordinasi 

Pelaksanaan 
Sinergitas dan 

Harmonisasi 
Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah Bidang 
Infrastruktur 

Tersedianya Laporan 

Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja 

Perangkat Daerah 
dengan RKPD/RPJMD 

Provinsi Sulawesi 

Selatan 

Jumlah Laporan Hasil 

Sinkronisasi Renstra/Renja 
dengan RKPD/RPJMD pada 

Bidang Infrastruktur 

1 lap 1 lap          62,131,300  1 lap        255,000,000  1 lap         

298,543,800  

1 lap         

298,543,800  

1 lap        298,543,800  1 lap          

298,543,800  

 

Koordinasi 
Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah Bidang 
Kewilayahan 

(RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

Tersedianya dokumen 
Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

yang dikoordinir 
penyusunannya (RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD) 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Kewilayahan 

yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD) 

1 dok 1 dok          22,980,000  1 dok        223,000,000  1 dok         
216,243,000  

1 dok         
216,243,000  

1 dok        216,243,000  1 dok          
216,243,000  

 

Pelaksanaan 

Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan 

Dokumen 
Perencanaan 

Pembangunan 

Perangkat Daerah 
Bidang Kewilayahan 

Tersedianya laporan 

Monitoring dan Evaluasi 
penyusunan dokumen 

perencanaan 
pembangunan 

Perangkat daerah 

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Kewilayahan 

2 lap 2 lap          13,300,700  2 lap        250,000,000  2 lap         

117,053,800  

2 lap         

117,053,800  

2 lap        117,053,800  2 lap          

117,053,800  

 

Koordinasi 
Pelaksanaan 

Sinergitas dan 
Harmonisasi 

Perencanaan 

Pembangunan 
Daerah Bidang 

Kewilayahan 

Tersedianya Laporan 
Hasil Sinkronisasi 

Renstra/Renja 
Perangkat Daerah 

dengan RKPD/RPJMD 

Provinsi Sulawesi 
Selatan 

Jumlah Laporan Hasil 
Sinkronisasi Renstra/Renja 

dengan RKPD/RPJMD pada 
Bidang Kewilayahan 

1 lap 1 lap          52,476,200  1 lap        300,000,000  1 lap         
287,698,200  

1 lap         
287,698,200  

1 lap        287,698,200  1 lap          
287,698,200  

 

URUSAN 

PENELITIAN 

DAN 
PENGEMBANG

AN 

                              
 

Program 

Penelitian dan 

Pengembangan 
Daerah 

Meningkatnya hasil 

kelitbangan yang 

dimanfaatkan dalam 
pembangunan 

daerah 

Persentase hasil litbang 

yang dimanfaatkan oleh 

Perangkat Daerah 

30.77% 32%    

3,273,294,100  

34%       

150,000,000  

36%       

150,000,000  

38%        

150,000,000  

40%    

1,150,000,000  

42%     

1,150,000,000  

 

Meningkatnya 

Perangkat daerah 

yang menghasilkan 
inovasi 

Persentase Perangkat 

Daerah yang 

menghasilkan Inovasi dan 
Teknologi 

36% 38% 39% 40% 41% 42% 43% 
 

Penelitian dan 
Pengembangan 

Bidang 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

dan Pengkajian 
Peraturan 

Tersusunnya 
laporan Penelitian 

dan Pengembangan 
Daerah Bidang 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Jumlah Laporan 
Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 
Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Pengkajian Peraturan 

3 lap 3 lap       
336,729,200  

1 lap        75,033,600  1 lap         
75,033,600  

1 lap         
75,033,600  

2 lap       
300,018,200  

2 lap        
300,018,500  

 

Fasilitasi, 
Pelaksanaan dan 

Evaluasi Penelitian 

dan Pengembangan 
Bidang 

Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah 

Tersedianya Laporan 
Pelaksanaan Fasilitasi, 

Pelaksanaan dan 

Evaluasi Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 

Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Fasilitasi, Pelaksanaan dan 

Evaluasi Penelitian dan 

Pengembangan Bidang 
Penyelenggaraan Otonomi 

Daerah 

1 lap 1 lap          46,336,600  -                      -    -                      -    -                       -                           -    1 lap          
150,025,800  

 

Fasilitasi, 

Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian 

dan Pengembangan 
Bidang 

Tersedianya Laporan 

Hasil Pelaksanaan  
Fasilitasi, Pelaksanaan 

dan Evaluasi Penelitian 
dan Pengembangan 

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan 
Fasilitasi, Pelaksanaan dan 

Evaluasi Penelitian dan 

1 lap 1 lap         

208,013,600  

1 lap          75,033,600  1 lap           

75,033,600  

1 lap           

75,033,600  

1 lap        150,025,500  1 lap          

149,992,700  
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Bidang Urusan/ 

Program/ 
Kegiatan/ 

Subkegiatan  

Outcome/Output Indikator 

Outcome/Output 

Baseline 

2024 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

Pemerintahan 

Umum 

Bidang Pemerintahan 

Umum 

Pengembangan Bidang 

Pemerintahan Umum 

Fasilitasi dan 

evaluasi pelaksanaan 

kegiatan data dan 
pengkajian 

peraturan 

Tersedianya Laporan 

Hasil Pelaksanaan 

Fasilitasi dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kegiatan 

Data dan  
Pengkajian Peraturan 

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Fasilitasi dan 

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 
Data dan 

Pengkajian Peraturan 

1 lap 1 lap          82,379,000  -                      -                           -    -                       -    1 lap        149,992,700  -                       -    
 

Penelitian dan 
Pengembangan 

Bidang Sosial dan 

kependudukan 

Tersusunnya 
Dokumen Penelitian 

dan Pengembangan 

Daerah Bidang 
Sosial dan 

Kependudukan 

Jumlah Dokumen 
Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 

Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

2 dok 1 dok         
28,375,600  

-                      -    -                      -    -                       -    1 dok       
149,992,700  

1 dok          
75,003,400  

 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Aspek-aspek Sosial 

Tersedianya dokumen 

Hasil Penelitian dan 

Pengembangan Bidang 
AspekAspek Sosial 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penelitian dan Pengembangan 

Bidang AspekAspek Sosial 

1 dok 1 dok          28,375,600  -                      -    -                      -    -                       -    1 dok        149,992,700  -                       -    
 

Penelitian dan 
pengembangan 

Pariwisata 

Tersedianya dokumen 
Hasil Penelitian dan 

Pengembangan 

Pariwisata 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan Pengembangan 

Pariwisata 

- -                      -    -                      -    -                      -    -                       -    -                      -    -                       -    
 

Penelitian dan 

pengembangan 
kesehatan 

Tersedianya dokumen 

Hasil Penelitian dan 
Pengembangan 

Kesehatan 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan 

1 dok -                      -    -                      -    -                      -    -                       -    -                      -    1 dok           

75,003,400  

 

Penelitian dan 
Pengembangan 

Bidang Ekonomi 
dan 

Pembangunan 

Tersusunnya 
Dokumen Penelitian 

dan Pengembangan 
Daerah Bidang 

Ekonomi dan 
Pembangunan 

Jumlah Dokumen 
Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 
Bidang Ekonomi dan 

Pembangunan 

3 dok 3 dok    
2,761,086,000  

1 dok        49,978,200  1 dok         
49,978,200  

1 dok         
49,978,200  

3 dok       
399,989,100  

3 dok        
449,978,100  

 

Penelitian dan 

Pengembangan 
Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah 

Tersedianya dokumen 

Hasil Penelitian dan 
Pengembangan 

Koperasi, Usaha Kecil 
dan Menengah  

Jumlah Dokumen Hasil 

Penelitian dan Pengembangan 
Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah 

- -                      -    -                      -    -                      -    -                       -    -                      -    -                       -    
 

Penelitian dan 

Pengembangan, 
Pertanian, 

Perkebunan dan 
Pangan 

Tersedianya dokumen 

Hasil Penelitian dan 
Pengembangan 

Pertanian, Perkebunan 
dan Pangan 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian, Perkebunan dan 

Pangan 

1 dok 1 dok         

738,601,100  

1 dok          49,978,200  1 dok           

49,978,200  

1 dok           

49,978,200  

1 dok        149,992,700  1 dok          

149,992,700  

 

Penelitian dan 

Pengembangan 
Kelautan dan 

Perikanan 

Tersedianya dokumen 

Hasil Penelitian dan 
Pengembangan 

Kelautan dan Perikanan 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penelitian dan Pengembangan 
Kelautan dan Perikanan 

1 dok 1 dok          11,100,050  -                      -    -                      -    -                       -    1 dok        100,003,700  1 dok          

149,992,700  

 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Lingkungan Hidup 

Tersedianya dokumen 

Hasil Penelitian dan 

Pengembangan 
Lingkungan Hidup 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penelitian dan Pengembangan 

Lingkungan Hidup 

1 dok 1 dok      

2,011,384,850  

-                      -    -                      -    -                       -    1 dok        149,992,700  1 dok          

149,992,700  

 

Penelitian dan 
Pengembangan 

Kehutanan 

Tersedianya dokumen 
Hasil Penelitian dan 

Pengembangan 

Kehutanan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan Pengembangan 

Kehutanan 

- -                      -    -                      -    -                      -    -                       -    -                      -    -                       -    
 

Penelitian dan 

Pengembangan 
Pekerjaan Umum 

Tersedianya dokumen 

Hasil Penelitian dan 
Pengembangan 

Pekerjaan Umum 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penelitian dan Pengembangan 
Pekerjaan Umum 

- -                      -    -                      -    -                      -    -                       -    -                      -    -                       -    
 

Penelitian dan 
Pengembangan 

perhubungan 

Tersedianya dokumen 
Dokumen Hasil 

Penelitian dan 
Pengembangan 

Perhubungan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan Pengembangan 

Perhubungan 

- -                      -    -                      -    -                      -    -                       -    -                      -    -                       -    
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Bidang Urusan/ 

Program/ 
Kegiatan/ 

Subkegiatan  

Outcome/Output Indikator 

Outcome/Output 

Baseline 

2024 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  Target  Pagu  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

Pengembangan 

Inovasi dan 
Teknologi 

Terpublikasinya 

inovasi daerah hasil 
inovasi dan 

pengembangan 
perangkat daerah 

Jumlah Perangkat Daerah 

yang mengembangkan 
inovasi dan teknologi 

14 OPD 14 OPD       

147,103,300  

15 OPD        24,988,200  16 OPD         

24,988,200  

17 OPD         

24,988,200  

18 OPD       

300,000,000  

19 OPD        

325,000,000  

 

Penelitian, 

Pengembangan, dan 
Perekayasaan di 

Bidang Teknologi 
dan Inovasi 

Tersedianya dokumen 

Hasil Penelitian, 
Pengembangan, dan 

Perekayasaan di Bidang 
Teknologi dan Inovasi  

Jumlah Dokumen Hasil 

Penelitian, Pengembangan, 
dan Perekayasaan di Bidang 

Teknologi dan Inovasi 

1 dok 1 dok          13,530,700  -                      -    -                      -                            -    -                      -    1 dok          

150,000,000  

 

Uji Coba dan 

Penerapan Rancang 
Bangun/Model 

Replikasi dan Invensi 
di Bidang Difusi 

Inovasi dan 
Penerapan 

Teknologi 

Tersedianya laporan 

Hasil Pelaksanaan Uji 
Coba dan Penerapan 

Rancang Bangun/Model 
Replikasi dan Invensi di 

Bidang Difusi Inovasi 
dan Penerapan 

Teknologi 

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Uji Coba dan 
Penerapan Rancang 

Bangun/Model Replikasi dan 
Invensi di Bidang Difusi 

Inovasi dan Penerapan 
Teknologi 

- 1 lap          11,900,000  1 lap            3,733,000  1 lap            3,733,000  1 lap             

3,733,000  

1 lap        150,000,000  1 lap           

50,000,000  

 

Diseminasi Jenis, 
Prosedur dan 

Metode 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Daerah yang 
Bersifat Inovatif 

Tersedianya Laporan 
Hasil Pelaksanaan 

Diseminasi Jenis, 
Prosedur dan Metode 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 
yang Bersifat Inovatif 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Diseminasi Jenis, 

Prosedur dan Metode 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang 

Bersifat Inovatif 

1 lap 1 lap         
105,387,300  

1 lap          15,109,200  1 lap           
15,109,200  

1 lap           
15,109,200  

1 lap        100,000,000  1 lap          
100,000,000  

 

Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-

Hasil Kelitbangan 

Tersedianya Laporan 
Hasil Penyelenggaraan 

Sosialisasi dan 

Diseminasi Hasil-Hasil 
Kelitbangan 

Jumlah Laporan Hasil 
Penyelenggaraan Sosialisasi 

dan Diseminasi Hasil-Hasil 

Kelitbangan 

1 lap 1 lap            7,112,300  1 lap            3,013,000  1 lap            3,013,000  1 lap             
3,013,000  

1 lap          25,000,000  1 lap           
21,867,000  

 

Fasilitasi Hak 
Kekayaan Intelektual 

Tersedianya Laporan 
Pelaksanaan Fasilitasi 

Hak Kekayaan 

Intelektual 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Fasilitasi Hak Kekayaan 

Intelektual 

1 lap 1 lap            9,173,000  1 lap            3,133,000  1 lap            3,133,000  1 lap             
3,133,000  

1 lap          25,000,000  1 lap             
3,133,000  

 

           

43,558,191,291  

   

35,569,951,156  

    

38,439,601,509  

    

43,971,345,069  

   

46,118,000,246  

    

47,502,115,574  
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Dalam mendukung prioritas pembangunan daerah, dilakukan identifikasi sub kegiatan yang berkontribusi signifikan terhadap 

pencapaian program prioritas, yang disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.3 

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 

NO 
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ 

PROGRAM PRIORITAS 
OUTCOME KEGIATAN / SUB KEGIATAN KET 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  
Transformasi digital dan tata kelola 
pemerintahan yang berintegritas, 
adaptif dan melayani berbasis 

  
  
  

  

1 

Program Perencanaan 

Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah 

Meningkatnya Kualitas 

perencanaan 
pembangunan daerah 

  

  
  

       1 
Penyusunan Perencanaan dan 
Pendanaan 

  

        

Koordinasi Penyusunan dan 

Penetapan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi 

Prioritas dalam mencapai 

tujuan dan sasaran  

  
Meningkatnya Kualitas 
pengendalian dan evaluasi 
pembangunan daerah 

   

       2 

Pengendalian, Evaluasi dan 
Pelaporan Bidang 
Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

  

        

Koordinasi Pengendalian 

Perencanaan dan  Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah di  Provinsi 

Prioritas Gubernur, 

Prioritas dalam mencapai 
tujuan dan sasaran 
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NO 
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ 

PROGRAM PRIORITAS 
OUTCOME KEGIATAN / SUB KEGIATAN KET 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2 

Program Koordinasi dan 

Sinkronisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Meningkatnya keselarasan 
perencanaan perangkat 

daerah terhadap prioritas 
pembangunan daerah 

      

       3 

Koordinasi Perencanaan 

Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

  

        

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pembangunan 

Manusia(RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

Prioritas dalam mencapai 
tujuan dan sasaran  

    

Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 

Pembangunan manusia 

Prioritas dalam mencapai 
tujuan dan sasaran  

    

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas 

dan  Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pemerintahan 

Prioritas dalam mencapai 
tujuan dan sasaran 

       4 
Koordinasi Perencanaan 
Bidang Perekonomian dan 
SDA (Sumber Daya Alam) 

  

        

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Perekonomian 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Prioritas dalam mencapai 
tujuan dan sasaran 

    

Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

Prioritas dalam mencapai 
tujuan dan sasaran  
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NO 
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ 

PROGRAM PRIORITAS 
OUTCOME KEGIATAN / SUB KEGIATAN KET 

(1) (2) (3) (4) (5) 

    
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas 
dan Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang SDA 

Prioritas dalam mencapai 
tujuan dan sasaran 

       5 
Koordinasi Perencanaan 
Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

  

        

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Infrastruktur 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Prioritas dalam mencapai 
tujuan dan sasaran 

    

Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur 

Prioritas dalam mencapai 
tujuan dan sasaran  

    

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas 
dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 
Kewilayahan 

Prioritas dalam mencapai 
tujuan dan sasaran 

3 
Program Penelitian dan 
Pengembangan 

Meningkatnya hasil 
kelitbangan yang 
dimanfaatkan dalam 

pembangunan daerah 

      

   6 

Penelitian Dan 
Pengembangan Bidang 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dan 
Pengkajian Peraturan 

 

    
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi 
Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Pemerintahan Umum 

Prioritas Gubernur 

       7 
Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Ekonomi dan Pembangunan 
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NO 
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ 

PROGRAM PRIORITAS 
OUTCOME KEGIATAN / SUB KEGIATAN KET 

(1) (2) (3) (4) (5) 

        

Penelitian dan Pengembangan, 
Pertanian, Perkebunan dan Pangan  

Prioritas Gubernur 

        
Penelitian dan Pengembangan 

Lingkungan Hidup 

Prioritas Gubernur  

   8 
Pengembangan Inovasi dan 
Teknologi 

 

    

Diseminasi Jenis, Prosedur dan 
Metode Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang 

Bersifat Inovatif 

Prioritas dalam mencapai 
tujuan dan sasaran 

    
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-
Hasil Kelitbangan 

Prioritas dalam mencapai 

tujuan dan sasaran 

 

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada Tujuan 

dan sasaran Renstra tahun 2025-2029. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 

5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. 

Adapun indikator kinerja bidang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan merupakan indikator kinerja yang akan menjadi 

tanggung jawab Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian indikator ini berfungsi sebagai alat ukur yang dapat 

menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Serta penghubung antara kinerja program 

dengan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah. 

 Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah indikator yang telah melalui proses 

penelaahan tujuan, sasaran sampai dengan arah kebijakan Renstra, hal ini sebagai perwujudan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 
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RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 5 (lima) tahun kedepan. Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun 

mendatang secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:  

 

Tabel 4.4 

Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 

NO INDIKATOR SATUAN 
TARGET TAHUN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Indeks Perencanaan 

Pembangunan Daerah (IPPD) Indeks 79 80 81 82 83 84 

2 Indeks Inovasi Daerah Indeks 
Inovatif 

(60) 

Inovatif 

(61,50) 

Inovatif 

(62) 

Inovatif 

(63) 

Inovatif 

(64) 

Inovatif 

(65) 

3 Peresentase keselarasan 

prioritas pembangunan 

Kab/Kota terhadap provinsi 

persen 100 100 100 100 100 100 

4 

Persentase kesesuaian prioritas 

pembangunan daerah terhadap 

prioritas pembangunan nasional 

persen 100 100 100 100 100 100 

5 

Rata-rata capaian kinerja 

program prioritas 

pembangunan daerah 

persen  95,00   96,00  96,25  96,50   96,75   97,00  

6 
Persentase peningkatan inovasi 

daerah yang memenuhi kriteria 
penilaian inovasi tingkat nasional 

persen 13,5 14,5  16  18  20,5  23  
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Keterangan Perhitungan IKU Bappelitbangda 

 

Indikator Rumusan 

Indeks Perencanaan Pembangunan 

Daerah (IPPD) 

Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan yang diberikan 

oleh Kementerian PPN/ Bappenas 

Indeks Inovasi Daerah Predikat inovasi yang diberikan melalui Keputusan Menteri 

Dalam Negeri 

Persentase keselarasan prioritas 

Pembangunan Kabupaten/Kota 

terhadap Provinsi 

(Jumlah kab/kota yang prioritas Pembangunannya selaras 

dengan prioritas pembangunan Provinsi/ Total jumlah 

kab/kota) x 100% 

Persentase kesesuaian prioritas 

pembangunan daerah terhadap 

prioritas pembangunan nasional 

(Jumlah prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan 

prioritas nasional / Total jumlah prioritas pembangunan 

daerah) x 100% 

Rata-rata capaian kinerja program 

prioritas pembangunan daerah 

(Jumlah rata-rata realisasi kinerja program prioritas 

pembangunan daerah dibagi total jumlah prioritas 

pembangunan daerah x 100%) 

Persentase peningkatan inovasi 

daerah yang memenuhi kriteria 

penilaian inovasi tingkat nasional 

Jumlah inovasi yang dilaporkan ke Kemendagri untuk 

pengukuran IID / batas maksimal inovasi yang ditetapkan 

Kemendagri (200 inovasi) x 100% 
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5.1. Kesimpulan Substansial  

Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-

2029, merupakan pedoman perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan urusan 

pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, serta urusan penelitian dan 

pengembangan daerah selama 5 tahun kedepan. Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten dengan 

komitmen tinggi seluruh ASN Bappelitbangda. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, 

strategi, serta arah kebijakan pembangunan lima tahun kedepan untuk mendukung 

tercapainya Visi dan Misi Sulawesi Selatan, khususnya pada Tujuan dan Sasaran 

Pembangunan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bappelitbangda 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kontribusi Bappelitbangda dalam mewujudkan Visi Sulawesi Selatan yang Maju dan 

Berkarakter dijabarkan melalui penetapan Tujuan dan Sasaran Renstra dengan 

memperhatikan Sasaran RPJMD yang terkait. Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2025-2029 yang terkait dengan Tupoksi Bappelitbangda adalah 1. Meningkatnya 

akuntabilitas Pemerintah Daerah, dan 2. Meningkatnya Inovasi pembangunan daerah. 

Berdasarkan sasaran RPJMD yang relevan dengan Tupoksi Bappelitbangda dan 

memperhatikan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, serta urusan penelitian dan 

pengembangan daerah, dirumuskan Tujuan Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029 yaitu 

“Meningkatnya akuntabilitas dan konsistensi perencanaan pembangunan, serta kualitas 

inovasi daerah untuk mendukung kebijakan yang adaptif dan berdaya saing”. Selanjutnya, 

untuk mencapai tujuan ini, dirumuskan Sasaran Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029 

terdiri dari: 1. Meningkatnya keselarasan, sinkronisasi dan integrasi perencanaan, serta 

efektifitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, yang diukur dengan indikator: 1) 

Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kab/Kota terhadap provinsi, 2) Persentase 

kesesuaian prioritas pembangunan daerah terhadap pembangunan nasional, dan 3) Rata-

rata capaian kinerja  program prioritas pembangunan daerah; 2. Meningkatnya kuantitas dan 

kualitas inovasi untuk mendukung kinerja pembangunan daerah, yang diukur dengan 

indikator : Persentase peningkatan inovasi daerah yang memenuhi kriteria penilaian inovasi 

tingkat nasional; dan 3. Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja penyelenggaraan 

urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, yang diukur 

dengan indikator: Nilai Sakip Bappelitbangda. 

Kepala Bappelitbangda merupakan penanggung jawab pelaksanaan Renstra 

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan periode 2025-2029, melalui pencapaian tujuan dan 

sasaran. Pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Tahun 2025-2029 dikontribusi oleh 

4 (empat) Program, 19 (sembilan belas) Kegiatan, dan 76 (tujuh puluh enam) SubKegiatan, 

dengan target kinerja terukur dan pagu indikatif yang direncanakan setiap tahun, yang secara 

teknis menjadi tanggungjawab bersama seluruh Pejabat Struktural Eselon 3, Eselon 4,  

Pejabat Fungsional, dan Pelaksana. 
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5.2. Kaidah Pelaksanaan 

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029 terdapat 

beberpa kaidah pelaksanaan sebagai berikut :  

1) Konsistensi Perencanaan 

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan perlu adanya konsistensi antar 

dokumen perencanaan pembangunan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, 

kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta kesesuaian 

perencanaan dengan ketersediaan pendanaan dan pemanfataannya secara optimal. 

Renstra Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi pimpinan dan seluruh pegawai lingkup 

Bappelitbangda dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan/sub kegiatan 

yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah.  

 

Renstra menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun selama kurun 

waktu berlakunya Renstra 2025-2029, termasuk menjadi pedoman penyusunan Renja 

Pokok 2030 sebagai masa transisi pembangunan. Dalam hal terjadi dinamika 

pembangunan yang tidak terantisipasi pada saat penyusunan Renstra, seperti perubahan 

kebijakan nasional, kondisi kedaruratan, fluktuasi ekonomi, atau keterbatasan kapasitas 

fiskal daerah, maka Perangkat Daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap target 

kinerja dan pagu anggaran program perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah. 

Penyesuaian tersebut wajib dilakukan secara terukur, argumentasi kebijakan yang 

memadai, serta tidak menyimpang dari arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan 

jangka menengah secara substansial. 

  

2) Pendanaan Pembangunan 

Dalam rangka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 diperlukan kapasitas pendanaan 

yang memadai untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun. 

Perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, 

baik yang bersumber dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, 

maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integrative, dan tepat sasaran. Optimalisasi 

pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan diperlukan untuk peningkatan kualitas 

belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan 

pembangunan. 

  

3) Mitigasi Fiskal 

Dalam rangka menyikapi perubahan kebijakan fiskal, maka perlu melakukan upaya 

mitigasi fiskal untuk mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian, baik yang 

disebabkan oleh guncangan eksternal (seperti krisis global, pandemi, konflik geopolitik) 

maupun masalah domestik (seperti inflasi tinggi, pengangguran, atau defisit anggaran). 

Mitigasi fiskal yang perlu diperhatikan dan dapat dilakukan diantaranya adalah : 1) Mitigasi 

Dampak Krisis dan Perlambatan Ekonomi, melalui refocusing dan realokasi APBD untuk 

belanja yang lebih produktif dan pro-rakyat 2) Penguatan Jaring Pengaman Sosial, dan 3) 

Optimalisasi kerjasama dengan swasta. Mitigasi fiskal yang dilakukan memperhatikan 
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regulasi yang berlaku, arahan nasional/pemerintah provinsi, sinkronisasi dengan APBD, 

serta berbasis data dan prioritas, terutama kelompok rentan. 

 

5) Pengarusutamaan Pembangunan 

Esensi dari pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas kemanfaatan dari hasil 

pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan sehingga tercipta 

pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas 

lingkungan. Pada pelaksanaan dan penjabaran Renstra ke dalam perencanaan 

pembangunan tahunan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang melingkupi 

Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial, Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), 

Transformasi Digital, Pembangunan Rendah Karbon, dan Pembangunan Berketahanan 

Iklim. 

 

6) Mekanisme Perubahan Renstra  

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang 

tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (force majeure) yang meliputi perubahan 

geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran 

pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak 

memungkinkan pencapaian sasaran dan target pembangunan jangka menengah daerah, 

serta perubahan kebijakan nasional, maka Renstra dapat dimutakhirkan sesuai peraturan 

yang berlaku. Mekanisme perubahan dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika 

pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan, dengan tetap 

berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan melalui 

pemutakhiran target dalam Renja PD.  

 

7) Komunikasi Publik  

Dalam rangka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 diperlukan komunikasi publik 

untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan 

komunikatif. Komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, 

organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, 

anak, penyandang disabilitas, dan lansia yang dilakukan melalui berbagai metode 

komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam 

pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan komunikasi publik 

dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, 

cepat, dan obyektif agar dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan. 

 

8) Masa Transisi 

Guna menjaga kesinambungan pembangunan, Renstra Tahun 2025-2029 memuat 

rencana Tahun 2030 sebagai pedoman transisi penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum 

disusunnya Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2030–2034, 

khususnya terkait tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program prioritas yang 
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tercantum dalam Renstra Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keselarasannya 

dengan Rancangan RKPD Tahun 2030 jika RKPD Tahun 2030 belum ditetapkan. 

 

9) Manajemen Risiko  

Pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029 

dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, 

partisipasi, dan keberlanjutan. Dalam rangka menjaga konsistensi pencapaian sasaran 

pembangunan serta menghadapi ketidakpastian yang mungkin timbul, Bappelitbangda 

Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan manajemen risiko pembangunan, meliputi proses 

identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, serta pemantauan risiko pada setiap sasaran, dan 

program pembangunan daerah. Manajemen risiko ini sekaligus memperkuat sistem 

pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan menjadi bagian integral dari siklus 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah. 

 

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi 

Pengendalian pada tahap pelaksanaan Renstra Tahun 2025–2029 dilakukan untuk mengawal 

ketercapaian sasaran pembangunan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dengan memastikan 

pelaksanaan sesuai dengan rencana, termasuk menyusun rekomendasi penyesuaian kebijakan. 

Implementasi pengendalian tersebut melalui aktivitas pemantauan dan evaluasi dengan 

memanfaatkan sistem berbasis digital “e Monev” dan Siri’tass, yang dilakukan setiap triwulan, 

semester, tahunan, dan lima tahunan  

Pengendalian pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan juga dilakukan 

dengan berbasis Manajemen Risiko pada proses pengendalian tahunan. Identifikasi risiko perlu 

dilakukan agar antisipasi kebijakan dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara tepat. Dengan 

demikian, pengendalian berbasis manajemen risiko akan meningkatkan efektivitas kebijakan dalam 

mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Renstra 

dikoordinasikan bersama dengan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan hasil akhirnya 

di laporkan kepada Kepala Daerah untuk dipublikasikan sebagai wujud dari akuntabiltas kinerja 

pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan, serta penelitian dan pengembangan daerah.   

Evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Tahun 2025–2029 dilakukan pada tahun terakhir 

periode pelaksanaan Renstra, bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam 

pelaksanaan prioritas pembangunan selama periode 5 tahun. 

 

 

 

 

 


